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Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, 

moral, kesusilaan maupun hukum, juga membahayakan bagi kehidupan dan 

penghidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian di atur dalam pasal 303 

KUHP, yang di bagi menjadi empat kategori, yaitu: Pleger, Medepleger, 

Doenpleger, dan Uitlokker. Fakta hukum menunjukan bahwa anak pelaku dengan 

sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk 

bermain judi, sehingga berkedudukan sebagai medepleger. Dalam penelitian ini 

untuk memahami bagaimana medepleger anak dalam tindak pidana perjudian 

perspektif hukum pidana Islam. 

Jenis penelitian ini adalah library research, menggunakan sumber bahan 

hukum primer yang berupa Putusan No. 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN. Peneliti 

menggunakan metode pengungumpulan data berupa teknik dokumentasi secara 

sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penggunaan 

dokumen yang relevan. Dalam metode analisis data peneliti menggunakan 

deskriptif kualitatif.   

Secara keseluruhan, medepleger anak dalam perjudian menunjukan bahwa 

anak-anak dapat terlibat dalam kegiatan ilegal dan dapat di kenakan sanksi hukum. 

Dalam penjatuhan hukuman pada putusan tersebut selama 1 (satu) bulan penjara 

menurut konteks sistem peradilan pidana anak di anggap tepat. Putusan No. 

63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN dalam penjatuhan hukuman merujuk pada 

beberapa Pasal yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU No. 11 Tahun 

2012 khususnya Pasal 81 ayat 2, dan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Turut serta dalam 

bahasa Arab adalah al-isytirak, dalam hukum pidana disebut al-isytirak fi al-

jarimah (delik penyertaan). Anak yang turut serta dalam tindak pidana dapat 

dihukum dengan ta'zīr. Sebuah hukuman yang bersifat pengajaran atau 

pendidikan. Dalam kasus ini, anak pelaku di jatuhi hukuman ta'zīr (hukuman yang 

di tentukan oleh Hakim) berupa hukuman penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam 

hukum Islam, hukuman penjara mungkin tidak sejalan dengan sanksi yang lebih 

tegas yang dapat di terapkan untuk perjudian, seperti denda atau hukuman fisik, 

tergantung pada interpretasi dan penerapan hukum diwilayah tersebut.  

 

Kata kunci: perjudian, medepleger, hukum pidana Islam 
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MOTTO  

 

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan 

biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

A. Konsonan 

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf 

Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Ze (dengan titik diatas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai’ Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 ṭa’ Ṭ Te (dengan titik dibawah) ط
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 ẓa’ Ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik diatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي

B. Vokal 

Vokal Bahasa arab seperti vocal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal (Monoftong) 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harokat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fatȟah   A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Ḍammah U U 

2. Vokal Rangkap (Diftong) 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatȟah dan ya Ai a dan i ى  

 Fatȟah dan wawu Au a dan u و  

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Fath{ah dan alif atau …ى  ...ا 

ya 
Ā a dan garis diatas 

 Kasrah dan ya Ī i dan baris diatas ي……ـِ

 Ḍammah dan wawu Ū u dan garis diatas و..…ـِ

 

D. Ṭa’ Marbuṭa’ah 

Transliterasi untuk ṭa’ marbuṭa’ah ada dua, yaitu: 

1. Ṭa’ Marbuṭa’ah hidup 

Ṭa’ Marbuṭa’ah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

damah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ṭa’ Marbuṭa’ah mati 

Ṭa’ Marbuṭa’ah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ṭa’ Marbuṭa’ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ṭa’ marbuṭa’ah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

 Ditulis  Al-Qur’ān القران

 Ditulis  Al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis  As-Samā السماء

 Ditulis  Asy-Syams االشمس

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 
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dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini juga semakin meningkat 

baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Banyaknya seseorang yang 

melakukan kejahatan baik mulai dari anak di bawah umur sampai dengan 

orang dewasa ataupun lanjut usia. Kriminalitas tidak boleh berkembang 

dalam kehidupan masyarakat karena perbuatan yang meresahkan dan 

merugikan sehingga perlu adanya sanksi tegas dalam penerapannya agar 

dapat terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan keadilan, maka dari 

itu penting terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat di karenakan 

kejahatan dan kesejahteraan ialah mata rantai dan siklus yang saling 

berkaitan, jadi apabila masyarakat tersebut sejahtera maka angka kejahatan 

pun akan semakin kecil.
1
  

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma 

agama, moral, kesusilaan maupun hukum, juga membahayakan bagi 

penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di tinjau dari 

kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian memiliki dampak negatif 

dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi 

muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang 

menunggal dengan kejahatan, dalam proses sejarah dari generasi ke 

                                                           
1 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar, (Bandung: Pt Revika 

Aditama, 2014), hlm. 4 
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generasi ternyata tidak mudah untuk di berantas. Oleh karenanya perlu 

diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian 

terbatas pada lingkungan sekecil kecilnya dan terhindarnya dampak negatif 

yang lebih parah lagi dari perjudian untuk akhirnya dapat berhenti 

melakukan perjudian.
2
 

Larangan perjudian di atur secara umum dan khusus. Larangan 

perjudian secara umum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang juga disebut sebagai KUHP Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 

ayat (1) bis jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. 

Semetara itu, larangan perjudian secara khusus di atur dalam pasal 27 ayat 

(2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo, 

pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan 

atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik  

Medepleger dalam konteks hukum pidana mengacu pada orang 

yang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam praktek hukum istilah 

medepleger di gunakan untuk menggambarkan orang yang berpartisipasi 

aktif dalam perbuatan pidana, baik sebagai pelaku utama (plager), ataupun 

sebagai pelaku yang turut serta (medeplager). Medeplager dapat di anggap 

sebagai orang yang secara sadar dan sengaja berpartisipasi dalam 

perbuatan pidana, sehingga mereka juga dapat di kenai hukuman yang 

                                                           
2 Nasori, Perjudian dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP – Skripsi, 2010. 

UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 3.  
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sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan.
3
 Pertanggungjawaban 

pidana terhadap medeplager biasanya di kurangi sepertiga dari pidana 

maksimum yang dikenakan pada pelaku utama. Hal ini sesuai dengan 

pasal 57 KUHP, yang menetapkan bahwa pidana pembantu (medeplager) 

adalah maksimum pidana pokok di kurangi sepertiga, atau pidana penjara 

paling lama lima belas tahun jika kejahatan di ancam dengan pidana mati 

atau penjara seumur hidup.
4
 

Dalam beberapa kasus, medeplager dapat di anggap sebagai 

pelaku yang memiliki peran aktif dalam perbuatan pidana, seperti dalam 

perbuatan korupsi, penipuan, dan juga perjudian. Oleh karena itu, 

medepleger dapat di kenai hukuman yang sama dengan pelaku utama 

(plager) dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam beberapa contoh 

medepleger dapat di anggap sebagai orang yang:  

1. Berpartisipasi aktif dalam perbuatan pidana, seperti dalam perbuatan 

pidana korupsi, penipuan, dan perjudian. 

2. Menyuruh atau membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan 

pidana. 

3. Turut serta dalam perbuatan pidana, seperti dalam perbuatan pidana 

yang dilakukan oleh beberapa orang.  

Medeplager anak merupakan seseorang yang turut serta dalam 

melakukan tindak pidana bersama sama dengan orang lain, tetapi 

                                                           
3  Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1991) Hlm. 94. 
4 Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
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medeplager tersebut merupakan seorang anak yang masih di bawah umur. 

Dalam hal ini, anak tidak hanya membantu tetapi juga secara fisik terlibat 

dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang telah disepakati. Dalam hal ini 

anak yang melakukan sebuah tindak pidana di sebut sebagai anak yang 

berkonflik dengan hukum.  Terhadap mereka dapat di kenakan sanksi 

pidana atau tindakan. 

Medeplager dalam konteks perjudian merujuk pada individu yang 

terlibat secrara aktif dalam pelaksanaan tindak pidana perjudian bersama 

dengan pelaku utama. Peran tersebut di atur dalam hukum pidana 

Indonesia, khususnya pada pasal 55 KUHP, yang menjelaskan tentang 

penyertaan dalam tindak pidana.
5
 Peran medepleger anak dalam perjudian 

adalah sebagai pelaku yang ikut terlibat dalam permainan judi, baik 

sebagai pelaku peserta atau pelaku pembantu. Mereka dapat berupa 

individu yang mengikuti permainan judi secara langsung atau membantu 

pelaku lain dalam permainan perjudian. Faktor ekonomi dan lingkungan 

sosial dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam perjudian, serta 

peran medepleger anak dapat berupa seorang anak yang memiliki 

kemampuan bertanggungjawab dan ikut bermain judi bersama-sama.  

Istilah medepleger atau orang yang turut serta melakukan tindak 

pidana dalam hukum pidana Islam adalah al-isytirak. Dalam hukum pidana 

Islam tanggapan mengenai anak yang ikut serta dalam tindak pidana 

perjudian adalah bahwa anak yang belum dewasa (belum mencapai akil 

                                                           
5 Pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
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baligh) tidak dapat di kenakan hukuman karena perbuatan mereka yang di 

anggap sebagai pembentukan karakter dan bukan pelanggaran yang dapat 

di hukum secara hukum Islam. Anak yang melakukan perjudian hanya 

dapat di kategorikan sebagai pembentukan karakter dan tidak dapat di 

hukum secara hukum islam.
6
 Dalam hukum pidana Islam seseorang seperti 

anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, sanksi atau hukumannya 

harus di tunjukkan kepada si pelaku utama yang bersangkutan dan tidak 

dapat di korelasikan atau di tanggung oleh siapapun, baik itu keluarga si 

anak, saudaranya atau kerabatnya sekalipun. Namun juga dalam substansi 

hukumnya terdapat catatan bahwa anak bisa dikembalikan kepada orang 

tuanya, atau bisa dilakukan pembinaan pada negara.  

Menurut hukum pidana Islam, perbuatan anak bisa di anggap 

telah melawan hukum, kanya keadaan itu dapat mempengaruhi 

pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan yang telah melawan hukum oleh 

anak bisa di maafkan atau bisa di kenakan hukuman, tetapi bukan 

hukuman pokok melainkan berupa hukuman ta'zīr. Persamaan 

pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan bukan 

hukum pidana Islam adalah menetapkan perbuatan pidana yang telah 

dilakukan anak-anak menurut asas legalitas, menetapkan faktor akal, dan 

kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pelajaran 

dan juga pengarahan kepada anak yang telah melakukam tindak pidana.  

                                                           
6 Nina Chaerina, Pandangan hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Pidana Islam 

Tentang Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Jurnal 

https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/1122/901 diakses pada Selasa, 

16 Juli 2024 pukul 14.15 WIB, hlm. 164 

https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/1122/901
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Tindak pidana perjudian tersebut, dalam hukum pidana Islam 

dapat di kenakan hukuman ta'zīr, sedangkan hukuman ta'zīr r merupakan 

hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh 

syara’ tapi sepenuhnya di serahkan atau di tentukan oleh hakim (ulil 

amri).
7

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sepatutnya 

mendapatkan penanganan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana 

orang dewasa, mulai dari tingkat penyelidikan, dan penyidikan oleh pihak 

kepolisian, pemeriksaan di pengadilan, sampai dengan di putuskannya 

putusan yang berkekuatan hukum tetap, bahwa aspek perlindungan untuk 

anak merupakan kepentingan yang seharusnya di junjung tinggi oleh 

institusi penegak hukum.
8
 

Perjudian di Indonesia meningkat dengan cepat bahkan masuk ke 

dunia digital, khususnya judi online. Sejak 2018 hingga 22 Agustus 2022, 

Kementrian komonukasi dan informatika (Kominfo) telah memblokir 

566.332 konten judi online. Rinciannya kementrian Kominfo memblokir 

84.848 konten judi online pada tahun 2018, kemudian memblokir 78.306 

konten judi online pada tahun 2019, dan jumlah ini meningkat lagi menjadi 

80.305 konten pada tahun 2020. Kemudian, pada 2021 jumlah konten yang 

di blokir meningkat sangat drastis menjadi 204.917 konten.
9
 Berdasarkan 

data dari Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementrian Kominfo, 

                                                           
7 Ahmad Wardi Muchlis, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.  
8  Muhammad Amil Haq, Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Perjudian (Analisis 

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PT.MDN Dalam Perspektif 

Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif), 2019, hlm. 79.  
9Zafid Dzul Aswad, Nandang Sambas, Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian 

Online yang dilakukan oleh Anak Peerspektif UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem 

Peradilan Pidana Anak), Bandung Conference Series: Law Studies, hlm. 949-950.   
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Budi Arie menyatakan bahwa dari 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023, 

pihaknya telah menangani total 805.923 konten judi online. Rinciannya 

adalah 30.013 dari 17 Juli 2023, 55.846 konten dari 1 Agustus hingga 31 

Agustus 2023, dan 96.371 konten dari 1 September hingga 30 

September.
10

 

Jumlah anak di bawah umur yang terlibat dalam perjudian online 

sangat tinggi dan terus meningkat. Pada tahun 2023, Dittipidsiber 

Bareskrim Polri menungkap 77 kasus judi daring dan menetapkan 130 

orang sebagai tersangka. Selain itu, Komisioner Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa fenomena judi online merebet 

ke anak-anak di bawah umur sudah berada di fase mengkhawatirkan. 

Ketua satgas pemberatasan Judi Online Hadi Tjahjanto, mengungkap 2.3 

juta warga Indonesia bermain Judi Online. Dari jumlah tersebut 80 ribu 

diantaranya anak anak berusia di bawah 10 tahun. Hadi juga mengatakan 

dalam dalam jumpa pers dikantornya (19/6/2024) “korban yang ada 

dimasyarakat, sesuai data demografi pemain judi online usia di bawah 10 

tahun itu ada 2% dari pemain. Total ya 80 ribu yang terdeteksi”. 

Sementara itu, menurut Hadi ada 440 ribu orang yang bermain judi online 

yang usia nya masih tergolong anak di bawah umur yaitu berusia 10-20 

tahun. Kemudian, usia 21-30 tahun berjumlah 520 ribu orang. Hadi 

mengungkap pemain judi online terbanyak dari usia rentang 30 tahun 

                                                           
10Samuel Gading, “Kominfo Basmi 800 Ribu Konten Judi Online Sepanjang 2023”, 

detikFinence, Selasa, 2 Januari 2024. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-

7120203/kominfo-basmi-800-ribu-konten-judi-online-sepanjang-2023 diakses pada 30 Juli 2024, 

19.34 WIB.   

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7120203/kominfo-basmi-800-ribu-konten-judi-online-sepanjang-2023
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7120203/kominfo-basmi-800-ribu-konten-judi-online-sepanjang-2023
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sampai 50 tahun mencapai 1.640.000 sementara usia di atas 50 tahun ada 

sekitar 1.350.000 orang. Ia juga mengatakan masyarakat yang bermain judi 

online rata-rata berasal dari kalangan menengah ke bawah. Nilai transaksi 

judi online masyarakat menengah ke bawah dari Rp. 10.000 sampai Rp. 

100.000 sedangkan masyarakat menengah ke atas melakukan transaksi 

mulai Rp. 100.000 sampai Rp. 40 Miliar.
11

 Jika di lihat dari data yang 

sudah penulis cantumkan maka ada kenaikan kasus judi online baik 

perjudian pada anak di bawah umur maupun perjudian pada orang dewasa. 

Bahkan perjudian anak sudah berada di fase yang mengkhawatirkan 

karena setiap tahunnya selalu saja mengalami kenaikan kasus perjudian di 

Indonesia.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat (1) 

menyatakan bahwa, “di ancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun 

atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah”.
12

 Artinya, 

antara pelaku yang telah dewasa dan yang belum dewasa terdapat 

ketentuan hukumnya. Dalam hal ini, anak sebagai medepleger atau yang 

turut serta pada tindak pidana perjudian sudah di putus oleh Pengadilan 

Negeri Medan nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022.PN.MDN. Perjudian menurut 

hukum pidana Indonesia adalah salah satu tindak pidana (delict) yang 

meresahkan warga masyarakat. Walaupun anak di bawah usia yang 

melakukan tindak pidana berupa perjudian terdapat prosedur substansi 

                                                           
11 Ammar Rezqianto, “Satgas: 80 Ribu pemain Judi Online Anak-anak di Bawah Umur 

10 Tahun”, DetikNews,  Rabu, 19 Juni 2024, https://news.detik.com/berita/d-7398392/satgas-80-

ribu-pemain-judi-online-anak-anak-di-bawah-umur-10-tahun diakses pada 4 Agustus 2024, 16.00 

WIB  
12 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 122.  

https://news.detik.com/berita/d-7398392/satgas-80-ribu-pemain-judi-online-anak-anak-di-bawah-umur-10-tahun
https://news.detik.com/berita/d-7398392/satgas-80-ribu-pemain-judi-online-anak-anak-di-bawah-umur-10-tahun
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hukum secara khusus yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (the juvenile justice 

system).  

Salah satu tindak pidana perjudian yang medepleger nya seorang 

anak yang masih berusia 17 tahun diperiksa oleh Pengadilan Negeri 

Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN kasus tersebut berawal 

ketika saksi atas nama Jefry Hanjaya dan Pandi Gunawan yang tergabung 

dalam tim gabungan Polres Pelabuhan Bengawan mendapat informasi 

tentang adanya tindak pidana perjudian di lokasi yang terjadi pada hari 

Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Pukul 14.00 dan dibataran sungai deli jl. 

Bom Lama Kecamatan Pekan Labuhan Medan. Terdakwa Anak 

melakukan perannya sebagai kasir atau di sebut dengan medepleger dari 

permainan judi tembak ikan yang menjual koin tanpa seizin pihak 

berwenang. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau 

memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau 

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian untuk itu. Saksi 

juga berhasil mengamankan Heri Kusnadi sebagai seorang pemain judi 

tembak ikan tersebut. Terdakwa Anak mendapat upah sebagai kasir atau 

anak koin perharinya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah bekerja 

sejak bulan Juli tahun 2022.
13

 

Akibat perbuatan yang dilakukan olehnya, terdakwa telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

                                                           
13 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN.  
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“memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” 

melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo UU Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim menjatuhkan 

pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Apabila dalam hukum materil 

seorang anak yang berkonflik dengan hukum di ancam pidana kumulatif 

berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda di ganti dengan 

pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana 

pembatasan kebebasan yang di jatuhkan terhadap seorang anak paling 

lama ½ dari maksimum pidana penjara yang di ancamkan terhadap orang 

dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan 

minimum khusus pidana penjara pada anak tidak berlaku terhadap seorang 

anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem 

Peradilan Pidana Anak). 14
 

Urgensi dari penelitian mengenai peran medepleger anak dalam 

tindak pidana perjudian, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur 

ada beberapa diantaranya yaitu: pemahaman yang lebih mendalam tentang 

bagaimana medepleger anak terlibat tindak pidana perjudian, serta tinjauan 

hukum pidana Islam terkait dengan hal tersebut. Kemudian pengembangan 

pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum khususnya hukum pidana Islam, 

hal ini dapat memberikan kontibusi posistif dalam pemahaman dan 

penegakan hukum terkait perjudian yang melibatkan anak yang masih di 

                                                           
14 Pasal 79 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
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bawah umur. Lalu, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

hukuman bagi medepleger anak dalam tindak pidana perjudian menurut 

hukum pidana Islam kepada masyarakat luas, khususnya kepada umat 

Islam. Yang terakhir dapat memberikan masukan kepada pihak berwenang 

dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk melakukan 

perbaikan yang di perlukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

bidang hukum, terutama terkait hukum perjudian. Dengan demikian 

penelitian ini memiliki relevansi yang penting dalam memberikan 

pemahaman, pengembangan pengetahuan, pemberian informasi kepada 

masyarakat, serta memberikan masukan kepada pihak berwenang terkait 

penanganan perjudian yang melibatkan anak.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik memilih judul 

skripsi “MEDEPLEGER ANAK PADA TINDAK PIDANA 

PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi 

Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN)”  

 

B. Definisi Operasional  

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari 

interpretasi yang ada dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

penulis membatasi konsep terkait dengan memberikan definisi dari 

beberapa istilah yang ada, yaitu:   

1. Perjudian adalah suatu tindakan pidana yang melibatkan pertaruhan, 

baik berupa uang, harta, dan lain-lain dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. Sedangkan perjudian menurut KUHP Pasal 
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303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1974 tentang penertiban perjudian disebutkan bahwa: “Yang di sebut 

permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya 

kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ 

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 

permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan antara mereka 

yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan 

lainnya.”
15

 

2. Medepleger dapat di artikan sebagai orang yang memiliki peran aktif 

dalam mewujudkan tindak pidana. Medepleger anak juga dapat di 

artikan sebagai seorang anak yang masih di bawah umur tetapi ia 

berperan aktif dalam mewujudkan tindak pidana atau juga anak yang 

ikut serta dalam melakukan sebuah tindak pidana. Istilah medepleger 

di gunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan peran orang 

yang turut serta melakukan tindak pidana. Istilah ini di gunakan dalam 

pasal 55 dan 56 KUHP untuk menggambarkan lima peranan pelaku, 

yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang 

yang turut melakukan, orang yang sengaja membujuk, dan orang yang 

membantu.
16

 Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan 

sebagian unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan 

pelaku pembantu perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana atau 

pleger sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua 

                                                           
15 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 dan Pasal 56  
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unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan 

sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan pleger 

menyelesaikan delik tersebut.
17

 

3. Hukum Pidana Islam (jinayah) adalah segala ketentuan hukum yang 

mengatur tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh 

orang orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Hukum 

ini berdasarkan pamahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur’an dan 

Hadist. Tindak kriminal yang dilarang oleh syara’ di ancam oleh Allah 

dengan hukuman ḥudud, qiṣaṣ, diyat, ataupun ta'zīr.
18

  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian adalah:  

1. Bagaimana medeplager anak terhadap tindak pidana perjudian pada 

Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN? 

2. Bagaimana medepleger anak pada tindak pidana perjudian dalam 

hukum pidana Islam pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.MDN?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di bangun di atas, maka 

penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:  

                                                           
17 Nur Asiza dkk, Hukum Pidana Materil & Formil, (Jakarta USAID Asia Foundation 

dan Kementrian Pertnership, 2016), hlm. 445 
18 Abu Hamid Ahmad Musa, al-Jarim wa al-Uqubat fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Kairo: 

Jami’ah al-Azhar, 1975, hlm.36-37.  
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1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis bagaimana medeplager anak terhadap tindak 

pidana perjudian pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.MDN. 

b. Untuk menganalisis bagaimana medepleger anak terhadap tindak 

pidana perjudian dalam hukum pidana Islam pada Putusan 

Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN. 

2. Manfaat penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian 

adalah:  

a. Manfaat Teoritis  

1) Di dalam penulisan ini di harapkan supaya dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan dalam hukum pidana, 

khususnya hukum pidana Islam. 

2) Di dalam penulisan ini di harapkan supaya dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan dalam hukum, khususnya 

dalam penegakan hukum perjudian.  

b. Manfaat Praktis  

1) Dapat memberikan saran yang berarti terhadap masyarakat 

khususnya para orang tua dalam menjalankan fungsi kontrol 

terhadap keluarga atau individu di lingkungannya untuk 
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mengantisipasi maraknya perjudian yang dilakukan anak di 

bawah umur. 

2) Di harapkan dapat meningkatkan pemahaman penegak hukum, 

termasuk hakim, jaksa, polisi, dan pengacara tentang tindak 

pidana perjudian dan tindak pidana yang melibatkan anak di 

bawah umur.  

 

E. Kajian Pustaka  

Dalam penulisan ini, penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai 

langkah dari penyusunan skripsi agar terhindar dari kesamaan judul 

maupun isi dari skripsi yang sudah sebelum-sebelumnya. Berdasarkan 

penelitian yang penulis lakukan selama melakukan penelitian, penulis 

melakukan beberapa jurnal dan skripsi yang mirip dengan skripsi yang 

penulis teliti. Antara lain:  

a. Peneliti yang bernama Mulyadi dengan judul skripsi “Tinjauan 

Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan 

Oleh Anak Di Kota Makassar” pada tahun 2014. Persamaan yang ada 

dari skripsi tersebut dengan penelitian yang sedang penulis teliti 

adalah menjelaskan tentang kejahatan perjudian yang dilakukan oleh 

anak. Penelitian tersebut juga menggunakan metode pengumpulan 

data dengan cara field research yaitu penelitian lapangan yang 

dilakukan di kota Makassar dan library research, sedangkan penulis 

hanya menggunakan library research. Perbedaan dalam skripsi yang 

Mulyadi teliti itu jelaskan secara rinci apa saja faktor faktor yang 
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menyebabkan anak di kota Makassar itu melakukan perjudian online, 

sedangkan yang penulis teliti itu menjelaskan bagaimana medeplager 

perjudian itu dilakukan oleh anak di bawah umur, penulis juga 

menjelaskan bagaimana tindak pidana perjudian dalam perspektif 

hukum pidana Islam.  

b. Peneliti yang bernama Havid Zul Aswad dengan judul Jurnal 

“Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online Yang 

Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur No. 11 Tahun 2012 Tentang 

SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)” pada tahun 2023. Isi dari 

jurnal tersebut adalah menggunakan perspektif UU No. 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan skripsi yang 

sedang penulis kerjakan menggunakan perspektif Hukum Pidana 

Islam. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai penerapan sanksi pidana 

yang dilakukan oleh anak di tinjau dari UU No. 11 tahun 2012. Dalam 

jurnal tersebut tidak menjelaskan bagaimana konsekuensi jangka 

panjang bagi perkembangan anak di bawah umur dan stabilitas sosial 

yang terlibat dalam kegiatan perjudian online. Perbedaan penelitian 

yang penulis teliti menjelaskan bagaimana medepleger dalam 

perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan juga 

perspektif hukum pidana Islam. Persamaan yang ada yaitu hanya 

dalam metode penelitiannya yang juga menggunakan cara observasi 

dan studi pustaka.  



17 
 

 

c. Peneliti yang bernama Fhariz Alfaizar dengan judul skripsi 

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Medepleger Illegal 

Drilling dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di 

Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur)” pada tahun 

2023. Penelitian tersebut menggambarkan dan menganalisis 

penegakan hukum terhadap tindak pidana medepleger ilegal drilling 

dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan studi kasus di 

Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini 

mencakup faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan ilegal 

drilling, penegakan hukum yang dilakukan terhadap kegiatan illegal 

tersebut, serta implikasi ekonomi, sosial, dan hukum dari praktik 

illegal tersebut. Berbeda dengan penelitian yang penulis teiti yaitu 

membahas tentang medepleger anak dalam tindak pidana perjudian, 

terkait perspektif hukum pidana Islam itu persamaan yang ada di 

antara kedua penelitian ini.  

d. Peneliti yang bernama Badar Husain dengan judul skripsi “Penerapan 

Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis 

Perbandingan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)” pada tahun 

2016. Penelitian ini membandingkan penerapan sanksi pidana 

terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian antara hukum nasional 

dan hukum Islam. Research dapat muncul dalam hal penelitian lebih 

lanjut yang mendalam tentang efektifitas sanksi pidana yang di 

terapkan pada anak pelaku tindak pidana perjudian, serta dampaknya 
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rehabilitasi dan pencegahan di masa depan kejahatan di masa depan. 

Skripsi ini menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti dampak negatif 

dari pembangunan, globalisasi, dan perubahan sosial dapat 

berkontribusi pada tindak pidana anak. Penelitian tersebut hanya 

membandingkan sanksi pada hukum nasional dengan hukum Islam, 

sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu menggunakan 

perspektif hukum pidana Islam, secara kasus juga berbeda penulis 

membahas mengenai anak yang turut serta dalam tindak pidana yang 

bisa juga di sebut dengan medepleger. 

e. Peneliti yang bernama Bambang Hartono dengan judul Jurnal 

“Analisis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Yang 

Dilakukan Oleh Anak Di Baiwaih Umur” pa idai taihun 2014. Isi da iri 

jurnail tersebut a idailaih ainailisis mengenaii tindaik pidainai perjudiain ya ing 

dilaikukain ainaik di baiwaih umur, sertai taintaingain dain kebija ikain hukum 

ya ing terkaiit. Penulis jugai menyimpulka in beberaipai poin yaing aida i 

ya iitu: perjudiain sebaigaii maisailaih sosiail, terdaipait berbaigaii faiktor ya ing 

menyebaibkain ainaik-ainaik terliba it dailaim perjudiain termaisuk juga i 

dengain pengairuh lingkungain dain kura ingnyai pengaiwaisain dairi oraing 

tuai, pertainggungjaiwaibain pidainai, kritik terha idaip pendekaitain hukum, 

dain rekomenda isi untuk kebija ikain maisai depain. Perbedaiain yaing aida i 

dengain skripsi penulis ya iitu penulis memba ihais mengenaii medepleger 

ainaik paidai tindaik pidainai perjudiain, ainaik bukain seoraing pleger 
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melaiinkain hainya i sebaigaii medepleger, penulis jugai membaihais 

perspektif dailaim hukum pidainai Islaim nya i. 

Jaidi dailaim berbaigaii penelitiain terdaipait kesa imaiain dain perbedaiain yaing 

aidai dengain penelitiain yaing sedaing penulis teliti. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode menurut KBBI (Kaimus Besair Baihaisai Indonesiai) aidailaih 

cairai kerjai yaing mempunya ii sistem dailaim memudaihkain pelaiksainaiain dairi 

suaitu kegiaitain untuk mencaipaii sebuaih tujuain tertentu. Metode penelitiain 

aidailaih suaitu cairai ilmiaih yaing digunaikain untuk memperoleh daitai dengain 

tujuain dain kegunaiain tertentu dengain melailui seraingkaiiain kegiaitain 

penelitiain yaing bertujuain untuk menjaiwaib permaisailaihain yaing aidai. 

Menurut Sugiyono pengertiain metode penelitiain aidailaih cairai ilmiaih untuk 

mendaipaitkain daitai dengain tujuain daipait di deskripsikain, di buktikain, di 

kembaingkain, dain di temukain pengetaihuain, teori, untuk memaihaimi, 

memecaihkain, dain mengaintisipaisi maisailaih dailaim kehidupain mainusiai.  

1) Jenis Penelitian  

Penelitiain ini menggunaikain pendeka itain ya ing jugai di kenail 

sebaigaii studi kepusta ikaiain. Penelitiain kepusta ikaiain jugai dikenail sebaigaii 

librairy reseairch yaikni penelitiain ya ing dila ikukain melailui pengumpula in 

daitai aitaiu kairyai tulis ilmiaih yaing bertujua in dengain obyek penelitia in 

aitaiu pengumpula in daitai yaing bersifait kepusta ikaiain, aitaiu telaiaih ya ing 

dilaiksainaikain untuk memeca ih suaitu maisailaih yaing paidai daisairnya i 
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bertumpu paidai penelaiaih kritis dain mendailaim terhaidaip baihain-baihain 

pustaikai yaing relevain. 
19

 

Libra iry reseairch ya iitu dilaikukain secairai sistemaitis untuk 

mengumpulka in, mengolaih, dain menyimpulka in daitai dengain 

menggunaikain metode aitaiu teknik tertentu guna i mencairi jaiwaibain aitais 

permaisailaihain yaing di haidaipi dailaim penelitiain kepustaikaiain. A ilaisain 

peneliti mengguna ikain libra iry reseairch kairenai membutuhkain daitai-daitai 

dairi berbaigaii sumber literaitur baiik berupai buku, jurnail penelitiain 

terdaihulu, referensi sta itistik, haisil-haisil penelitia in dailaim bentuk skripsi, 

tesis, desertaisi, dain internet, sertai sumber-sumber laiinnyai yaing relevain.  

2) Sumber Data  

Sumber daitai yaing di gunaikain dailaim penelitain ini aidailaih: 

a. Sumber baihain hukum primer aidailaih baihain-baihain hukum ya ing 

mengikait. Baihain hukum primer dailaim penelitiain hukum biaisainya i 

meliputi peraiturain perundaing-undaingain ya ing bersifait aiutoritaitif 

dain memiliki otoritais.
20

 Beberaipai contoh dairi sumber baihain 

hukum primer yaiitu: peraiturain perundaing-undaingain, dokumen 

resmi, dain peraiturain pemerintaih. Sedaingkain penulis menggunaikain 

baihain hukum primer berupai dokumen resmi, yaiitu Putusain 

Pengaidilain Negeri Medain dengain Nomor Putusain 63/Pid.Sus-

A inaik/2022/PN.MDN. Penulis juga i menggunaikain perunda ing-

undaingain berupai paisail paisail yaing sesua ii dengain penelitiain ya ing 

                                                           
19 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, 

hlm. 5.  
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.  
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aidai, da in peraiturain pemerintaih yaing berka iitain dengain penelitia in 

tersebut.  

b. Sumber baihain hukum sekunder dailaim penelitiain hukum bia isainya i 

meliputi berbaigaii jenis dokumen da in sumber yaing memberikain 

penjelaisain dain konteks lebih lainjut tentaing baihain hukum primer.
21

 

Berikut aidailaih beberaipai contoh sumber ba ihain hukum sekunder 

ya ing penulis guna ikain dailaim penelitia innyai ya iitu: buku teks ya ing di 

tulis oleh a ihli hukum, jurna il hukum, penelitia in terdaihulu aitaiu 

pendaipait pairai sairjainai, sertai kaisus-kaisus hukum.  

3) Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulain daitai dailaim penelitiain ini a idailaih dengain 

menggunaikain metode teknik dokumenta isi. Teknik dokumentaisi aitaiu 

studi dokumentaisi merupaikain sua itu teknik pengumpula in daitai dengain 

menghimpun da in mengainaisis dokumen-dokumen, baiik dokumen 

tertulis, gaimbair maiupun elektronik. Dokumenta isi merupaikain sa ilaih 

saitu cairai yaing daipait dilaikukain peneliti kua ilitaitif untuk mendaipaitka in 

gaimbairain dairi sudut paindaing subjek melailui sua itu mediai tertulis dain 

dokumen laiinnyai yaing di tulis aitaiu di buait laingsung dairi subjek ya ing 

bersaingkutain.
22

 Dokumen yaing telaih di peroleh kemudiain di uraiikain 

(ainailisis), di ba indingkain, di paidukain (sintesis), membentuk sa itu haisil 

kaijiain ya ing sistemaitis. Ja idi teknik dokumentaisi tidaik sekedair 

                                                           
21  Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: 

Bayumedia, 2008), hlm. 295.  
22  Haris Herdiyansah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 

2010), hlm 143.  
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mengumpulka in dain menuliskain aitaiu mela iporkain dailaim bentuk 

kutipain-kutipain tentaing sejumlaih dokumen, tetaipi ya ing dilaiporkain 

aidailaih haisil a inailisis terhaidaip dokumen-dokumen tersebut.  

4) Metode Analisis Data  

A inailisis daitai aidailaih proses menca iri dain meyusun daitai secaira i 

sistemaitis. Ini dilaikukain dengain mengorga inisaisikain daitai, menjaibairkain 

kedailaim unit-unit, melaikukain sintesa i menyusun kedailaim polai, memilih 

mainai yaing penting dain yaing aikain di pelaijairi, dain membuait kesimpulain 

ya ing daipait di komunikaisikain. Dengain kaitai laiin baihwai ainailisis daitai aidailaih 

suaitu proses.
23

 

Dailaim penelitiain ini menggunaikain deskriptif kuailitaitif. Deskriptif 

merupaikain metode penelitiain yaing bertujua in untuk menggaimbairka in 

secairai aikurait dain sistemaitis sua itu popolaisi, situaisi, aitaiupun fenomenai. 

Penelitiain deskriptif da ipait menjaiwaib pertainyaiain berupai aipai, dimainai, 

kaipain, dain baigaiimainai, tetaipi tidaik daipait menja iwaib pertainya iain mengaipa i. 

Metode ini daipait bersifait kuailitaitif maiupun kuaintitaitif dengain melibaitkain 

pengumpulain da itai ya ing mendeskripsikain peristiwa i, kemudia in 

mengorgainisa isikain, menggaimbairkain, dain mendeskripsikain pengumpulain 

daitai. Sedaingkain kuailitaitif merupaikain metode penelitia in yaing bertujuain 

untuk memaihaimi suaitu fenomenai dailaim kontaik sosiail secairai ailaimi dengain 

mengedepainka in proses intera iksi komunika isi yaing mendailaim aintairai 

peneliti dengain fenomenai yaing aikain di baihais. Metode ini lebih 

                                                           
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2007), hlm. 334.  
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menekainkain a inailisis aitaiupun deskripsi, dengain fokus paidai pengaimaitain 

fenomenai dain ainailisis maiknai dairi fenomena i tersebut.
24

 

Jaidi, deskripsi kuailitaitif aidailaih metode penelitiain yaing bertujua in 

untuk memaihaimi sua itu fenomenai dengain menda ilaim dain mengupulka in 

daitai yaing sedailaim-dailaimnyai. Metode tersebut lebih meneka inkain ainailisis 

aitaiupun deskripsi, dengain fokus paidai penga imaitain fenomenai jugai ainailisis 

maiknai dairi fenomena i tersebut. Teknik pengumpulain daitai berupai deskriptif 

kuailitaitif sering di gunaikain untuk menja iwaib pertainya iain berupai aipai, 

baigaiimainai, aitaiu mengaipai aitais sua itu fenomenai tersebut, dain melibaitkain 

pengumpulain daitai yaing mendailaim melailui wa iwaincairai, obeservaisi, aita iu 

jugai ainailisis dokumen.  

 

G. Sistematika Penulisan  

Sebelum mema isuki paidai esensi penelitia in ini aikain di susun 

kedailaim limai baib sebaigaii berikut: 

BAB I memuait pendaihuluain ya ing menjela iskain laitair belaikaing 

maisailaih, definisi opera isionail, rumusa in maisailaih, kaijiain pustaikai, tujuain 

dain mainfaiait penelitia in, metode penelitia in, dain sistemaitikai penulisain.  

BAB II memuait tentaing tinjaiuain umum Medepleger, Tindaik 

Pidainai Perjudiain, dain dailaim Hukum Pidainai Islaim. 

                                                           
24 Salsabila Nanda, “Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh”, Brain 

Academy by RuangGuru, 25 April 2024, https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-

kualitatif diakses pada Selasa, 6 Agustus 2024, 08.40 WIB.  

https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif
https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif
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BAB III memuait tentaing deskripsi Putusain No. 63/Pid.Sus-

A inaik/2022/PN.MDN tenta ing Medepleger ainaik paidai Tindaik Pidaina i 

Perjudiain.  

BAB IV memuait tentaing A inailisis Putusa in Ha ikim Pengaidilain 

Negeri Medain A inaik Nomor 63/Pid.Sus-Ainaik/2022/PN.MDN daila im 

Hukum Pidainai Islaim yaing merupaikain gaibungain dairi haisil pengumpula in 

daitai dain putusa in untuk diainailisis melailui pendeka itain pendekaitain teori 

hukum, khususnya i hukum pidainai Islaim da in peraiturain perundaing-

undaingain.  

BAB V memuait Penutup ya ing memua it kesimpulain sa irain-sairain dairi 

penelitiain ya ing dengain hairaipain daipait memberikain kontribusi 

pengetaihuain terhaidaip institusi yaing menaingaini perkairai ainaik yaing 

melaikukain tindaik pidainai aigair terus menerus merelesa isikain tugais dain 

perainnya i.  
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BAB II  

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Umum tentang Medepleger  

1. Pengertian Medepleger  

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan 

orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara 

bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan 

pidana sesuai dengan yang telah di sepakati. Di dalam medepleger 

terdapat ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan 

yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua 

orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar 

melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana 

yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan 

tetapi memang telah kesepakatan yang telah di rencanakan 

sebelumnya.
25

 

Moelja itno mengaitaikain baihwai medepleger aidailaih setidaik-

tidaiknyai merekai itu semuai melaikukain unsur perbua itain pidainai, dain ini 

tidaik berairti baihwai maising-maising hairus melaikukain baihkain tentaing 

aipai yaing dilaikukain pesertai/ taik mungkin dila ikukain kairenai hail ini 

tergaintung paidai maising-maising keaidaiain, ya ing perlu di tekainkain disini 

aidailaih da ilaim medepleger terjaidi kerjaisaimai yaing erait aintairai mereka i 

                                                           
25  Muhammad Fadhil Andika Ramadhan, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi 

Pelaku yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi kasus 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST, Jurnal Hukum 

Adigama, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 1338  
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paidai waiktu mela ikukain perbuaitain pidainai.
26

 Medepleger dailaim Hukum 

Pidainai Indonesiai aidailaih oraing yaing turut sertai melaikukain sua itu 

perbuaitain pidainai dengain sengaijai dain bersa imai-saimai dengain oraing laiin. 

A idaipun paisail 55 KUHPidainai berbunyi;  

(1) Di pidainai sebaigaii pelaiku tindaik pidainai: Merekai yaing 

melaikukain, ya ing menyuruh melaikukain, dain yaing turut sertai 

melaikukain perbuaitain; merekai ya ing dengain memberi aitaiu 

menjainjikain sesuaitu dengain menyailaihgunaikain kekuaisaiain aitaiu 

mairtaibait, dengain kekeraisain, aincaimain aitaiu penyesaitain, sairainai 

aitaiu keteraingain, sengaijai mengainjurkain oraing laiin supaiya i 

melaikukain perbuaitain. 

(2) Terhaidaip pengainjur, hainyai perbuaitain yaing sengaijai 

diainjurkain sa ijailaih yaing diperhitungka in, besertai aikibait-

aikibaitnyai.  

Peneraipain paisail 55 KUHPida inai daipait di airtikain sebaigaii 

seoraing yaing ikut membaintu melaincairkain aiksi tindaik pidainai tersebut, 

baiik sebelum keja ihaitain itu dilaikukain aitaiu setelaih kejaihaitain tersebut di 

laiksainaikain. A iturain paisail ini merupaikain pemerain sa inksi pidaina i 

terhaidaip pela iku kejaihaitain yaing dila ikukain oleh duai oraing aitaiu lebih. 

Unsur paisail 55 aiyait (1) KUHPidainai menya itaikain baihwai pelaiku tindaik 

pidainai keja ihaitain aidailaih oraing ya ing melaikukain (pleger), menyuruh 

melaikukain (doenpleger), turut sertai melaikukain (medepleger), dan 

penganjur (uitlokker). 

A idaipun istilaih Pleger aidailaih oraing yaing melaikukain sendiri 

perbuaitain yaing memenuhi rumusa in delik da in di paindaing pailing 

bertainggung ja iwaib aitais kejaihaitain aitaiu di airtikain sebaigaii oraing yaing 

                                                           
26 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 113.   
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kairenai perbuaitainnyai yaing melaihirkain tinda ik pidainai, tainpai aidainya i 

perbuaitainnyai tindaik pidainai itu tidaik a ikain terwujud
27

. Doenpleger 

aidailaih seseoraing yaing ingin melaikukain tindaik pida inai tetaipi diai tida ik 

melaikukainnya i sendiri, melaiinkain menggunaikain aitaiu menyuruh ora ing 

laiin dengain caitaitain yaing di paikaii aitaiu di suruh tidaik bisa i menolaik aitaiu 

menentaing kehenda ik oraing yaing menyuruh mela ikukain. Uitlokker 

adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada orang yang membujuk, 

mengajak, mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Istilah dalam KUHP, uitlokker di sebut sebagai penganjur.
28

 

Berdaisairkain Yurisprudensi Ma ihkaimaih A igung RI No. 

1/1955/M/Pid. Tainggail 22 Desember 1955 mengura iikain tentaing turut 

sertai sebaigaii berikut: pela iku tindaik pida inai sebaigaii medepleger (turut 

sertai) aitais keja ihaitain ya ing di daikwaikain terhaidaip sebuaih perbuaitain 

pidainai. Peristiwai ini daipait di gaimbairkain pelaiku bersaimai saiksi-saiksi 

laiinnyai secairai bersaimai-saimai dengain sa idair ikut melaikukain sua itu 

perbuaitain tinda ik pidainai sesuaii daikwaiain Ja iksai Penuntut Umum (JPU). 

Dailaim hail ini pelaiku ya ing membaintu a itaiu turut sertai tidaik hairus 

memenuhi unsur pa isail-paisail utaimai ya ing menjerait pelaiku utaimai.  

Paisail 55 KUHPida inai secairai spesifik tida ik mengaitur aincaimain 

hukumain pidainai penja irai terhaidaip pairai pelaiku. A incaimain hukumain 

baigi pelaiku utaimai (pleger) ditentukain berdaisairkain paisail ya ing 

                                                           
27 Nurmalya Melati, Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Skripsi; STAIN Purwokerto, 2011, Hlm. 6.  
28 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 

Hlm. 609.  
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mengaitur jenis tinda ik pidainai yaing dilaikukain. A incaimain hukumain baigi 

pihaik yaing memba intu aitaiu turut sertai dailaim sua itu tinda ik pidaina i 

ditentukain oleh pa isail yaing mengaitur jenis tinda ik pidainai yaing 

dilaikukain pela iku uta imai. Ka irenai bersifait turut sertai aitaiu membaintu, 

Maijelis Haikim yaing menyida ingkain perka irai aitais pertimba ingainnya i 

aikain menetuka in vonis hukumain pidainai penjairai sesuaii dengain perain 

maising-maising pelaiku.  

2. Bentuk penyertaiain turut sertai melaikukain perbuaitain pidaina i 

(medepleger) 

Bentuk ini terda ipait paidai paisail 55 KUHAiP, sedaingkain 

pengertiain medepleger itu sendiri aidailaih oraing ya ing melaikukain 

kesepaikaitain dengain oraing laiin untuk melaikukain tindaik pidainai sesuaii 

dengain ya ing di sepaikaiti oraing laiin untuk melaikukain tindaik pidainai dain 

bersaimai-saimai pulai turut beraiksi dailaim melaiksa inaikain tindaik pidaina i 

sesuaii dengain yaing di sepaikaiti tersebut
29

. Ja idi sedikit-sedikitnya i hairus 

aidai duai oraing aitaiu lebih dailaim bersaimai-saimai melaikukain perbuaitain 

pidainai (medepleger). Hail tersebut aipaibilai dikonteks kain dengain 

perbuaitain pida inai yaing dilaikukain secairai maissail tidaik daipait di teraipkain 

paidai semuai kaisus, kairenai paidai bentuk penyerta iain ini di syairaitkain 

sailaih saitunya i selaiin dilaikukain bersaimai-saimai, tetaipi juga i kerjaisaima i 

ya ing dilaikukain secairai saidair dain terencainai. A idaipun bentuk perbuaitain 

pidainai yaing dilaikukain secairai maissail ya ing relevan di teraipkain paidai 
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bentuk penyerta iain ini aidailaih: perbuaitain pidainai yaing dilaikukain secaira i 

maissail dengain maissai terbentuk secairai terorga inisir.  

Paidai maissai yaing terorgainisir dima inai maissai tersebut terkendaili 

baiik oleh operaitor-operaitor laipaingain, pemimpin a itaiu ketuai daila im 

kelompok tersebut aitaiu bisai jugai mereka i terorgainisir dairi pembaigiain 

kerjai yaing di embain maising-maising dain ha il tersebut mema ing sengaijai 

dilaikukain untuk bekerja i saimai dailaim melaikukain perbuaitain pidainai. 

Perlu di paihaimi baihwa i untuk maissai yaing terorga inisir sya irait pokoknya i 

aidailaih dima inai dailaim melaikukain perbua itain pidainainyai pairai pelaiku 

dengain senga ijai untuk melaikukain kerja isaimai. A idaipun dailaim hail ini 

bentuk kerja isaimai yaing dilaikukain bisa i secairai fisik dain non fisik dain 

keduai hail tersebut hairus mutlaik aidai paidai bentuk penyertaiain ini, kairena i 

aipaibilai hainyai sailaih saitunyai saijai maikai bisai di kaitaikain bentuk 

pembaintuain saijai.  

Kerjaisaimai secairai fisik yaiitu merupaikain kerjaisaimai dailaim 

kesepaikaitain ya ing telaih di rencainaikain sebelumnya i melaikukain tindaik 

pidainai, sedaingkain kerja isaimai fisik dailaim ha il ini daipait terjaidi dailaim 3 

(tigai) bentuk kemungkina in, yaiitu
30

:  

a. Dailaim kenya itaiain, perbuaitain ini maising-maising pihaik yaing terlibait 

perbuaitain pidainai, secairai individuail sesungguhnya i memenuhi semua i 

unsur delik ya ing terjaidi hainyai saijai pihaik ya ing laiinnyai memberikain 

baintuain fisik sehingga i terlihait aidainyai kerjaisaimai.  
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b. Dailaim kenya itaiain, perbua itain dairi maising-maising pihaik yaing terliba it 

perbuaitain pidainai, sesungguhnya i memaing tidaik aidai/ belum 

memenuhi semua i unsur delik ya ing terjaidi. Na imun, jikai seluruh 

perbuaitain dairi maising-maising yaing terliba it tersebut di gaibungkain, 

maikai semuai unsur dairi rumusain delik daipait dipenuhi.  

c. Dailaim kenya itaiain, diaintairai 2 oraing/ lebih ya ing terlibait kerjaisaima i 

fisik, sesungguhnya i hainyai saitu oraing sa ijai yaing perbuaitainnya i 

benair-benair memenuhi seluruh unsur delik ya ing terjaidi, sedaingkain 

ya ing laiin cukup menentukain terjaidinya i delik tersebut. 

Dailaim tindaik pidainai penyertaiain (deelmening) terdaipait unsur 

objektif da in unsur subjektif. Unsur objektif: menga injurkain oraing laiin 

melaikukain perbuaitain, dengain menggunaikain cairai: memberikain sesuaitu, 

menjainjikain sesuaitu, menya ilaihgunaikain sesuaitu, menyailaihgunaikain 

mairtaibait, denga in kekeraisain, dengain aincaimain, dengain penyesa itain, 

dengain memberi kesempa itain, dengain memberi sa irainai, daiain dengain 

memberika in keteraingain. Sedaingkain unsur subjektif: denga in sengaija i 

ya iitu: pertaimai, aidainya i hubungain baithin (kesengaijaiain) dengain tindaik 

pidainai yaing hendaik di wujudkain, airtinyai kesengaijaiain dailaim berbuait 

di airaihkain paidai terwujudnyai tindaik pida inai, disini sedikit aitaiu bainyaik 

kepentingain untuk terwujudnya i tinda ik pidainai. Keduai, aidainya i 

hubungain baithin (kesengaijaiain, seperti mengetaihui) aintairai dirinya i 
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dengain peserta i ya ing laiinnya i dain baihkain dengain aipai yaing diperbuait 

oleh pesertai laiinnya i.
31

 

3. Medepleger A inaik  

Medeplger dailaim konteks ainaik daipait di airtikain sebaigaii ainaik 

ya ing turut sertai melaikukain perbuaitain pida inai bersaimai oraing laiin. 

Naimun, da ilaim hukum pidainai Indonesia i perain ainaik dailaim tindaik 

pidainai saingaitlaih kompleks da in di pengairuhi oleh beberaipai faiktor, 

seperti usiai dain kesaidairain. Sebaigiain oraing maisih berainggaipain ainaik-

ainaik tidaik bisai di jerait hukum, laintairain merekai maisih di baiwaih umur. 

Tetaipi, ainggaipain tersebut tida ik sepenuhnya i benair. A idai ketentuain 

tentaing hukum pida inai baigi ainaik di baiwaih umur. Ha il ini tertuaing 

dailaim UU No. 11 Ta ihun 2012 tentaing Sistem Pera idilain Pidainai A inaik. 

Menurut Pa isail 1 aiyait 2 UU tersebut, a inaik ya ing berhaidaipain dengain 

hukum aidailaih ainaik ya ing berkonflik denga in hukum. A inaik di baiwaih 

umur ya ing di maiksud berkonflik denga in hukum aidailaih merekai yaing 

berumur 12 taihun, tetaipi belum berumur 18 ya ing di dugai melaikuka in 

tindaik pidainai.  

Maisih di Unda ing-Undaing yaing sa imai, merujuk Pa isail 69, di 

kaitaikain baihwai ainaik hainya i daipait di jaituhi pidainai aitaiu di kenaii 

tindaikain berdaisairkain ketentuain dailaim Unda ing-Undaing ini. Sesua ii 

Paisail 71 UU No. 11 Ta ihun 2012 sa inksi pida inai ainaik pelaiku tindaik 
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pidainai terdiri da iri pidainai pokok dain pida inai taimbaihain
32

. Jaidi, sesuaii 

UU Sistem Pera idilain Pidainai A inaik, ainaik di baiwaih umur bisa i di jerait 

hukum. Ma ikai dairi itu, a inaik di baiwaih umur tetaip hairus di aiwaisi dain di 

edukaisi.  

Perain ainaik dailaim Medeplger:  

1. Usia anak dan kematangan: anak yang masih dalam usia remaja 

atau anak-anak biasanya tidak dianggap sebagai pelaku utama 

dalam tindak pidana. Namun, jika mereka turut serta melakukan 

perbuatan pidana dengan sadar dan bersama-sama dengan orang 

lain, maka mereka dapat di anggap sebagai medepleger. 

2. Kesadaran dan kehendak: untuk di anggap sebagai medepleger, 

anak harus memiliki kesadaran dan kehendak yang jelas untuk 

turut serta melakukan perbuatan pidana. Kasadaran ini dapat 

berbeda-beda tergantung pada usia dan tingkat pemahaman anak.  

3. Peran dalam perbuatan pidana: anak yang turut serta melakukan 

perbuatan pidana dapat memiliki peran yang berbeda-beda. 

Mereka mungkin hanya membantu dan beberapa aspek perbuaan 

pidana atau mereka mungkin secara aktif terlibat dalam 

pelaksanaan perbuatan tersebut.  

Dalam penanganan hukum, anak yang di anggap sebagai 

medepleger akan di proses sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. 

Namun karena usia kesadaran anak yang berbeda, penanganan 
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hukumnya juga dapat berbeda. Anak-anak yang terlibat dalam tindak 

pidana seringkali mendapatkan penanganan yang lebih berhati-hati dan 

bersifat rehabilitatif daripada penanganan yang hanya berfokus pada 

pemberian hukuman. 

4. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat 

di artikan lebih luas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 SPPA 

yaitu sebagai pelaku (di duga, di dakwa, di sangka, atau di jatuhi 

pidana), dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana, dan 

anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan berumur 12 tahun tetapi 

belum mencapai usia 18 tahun yang berhadapan dengan hukum
33

 di 

maknai sebagai “Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang 

berhadapan dengan sistem peradilan pidana di karenakan yang 

bersangkutan di sangka atau di tuduh melakukan tindak pidana”. Pada 

dasarnya setiap manusia itu mempunyai derajat yang sama, kesetaraan 

dalam kesempatan, kesetaraan akses dalam sumber daya publik tanpa 

perbedaan dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, status 

sosial lainnya. Instrumen internasional HAM sebagai standar dan 

norma PBB dapat di jadikan sebagai perangkat yang berguna untuk 

meningkatkan penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia, 

peningkatan performa capaian sistem peradilan pidana, dan 

perlindungan terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, instrumen tersebut 
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dapat di jadikan sebagai landasan untuk mengembangkan parameter 

yang terukur terkait dengan kejujuran dan efektivitas operasionalisasi 

sistem peradilan pidana nasional dari perspektif internasional. 
34

 

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak 

merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak 

Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, 

tertib, dan bertanggung jawab maka di perlukan peraturan hukum yang 

selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai 

sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi 

anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini 

menunjukan adanya perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak 

anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak 

anak dan perlindungannya ini terpisah dan berbagai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, antara lain
35

: 

1) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. 

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.  
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35 Bismar Siregar, dkk, 1998, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta, Rajawali, Hlm. 22. 

http://ham.go.id/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham/
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2) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak. “Setiap berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” 

3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan Anak. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang 

tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas 

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:  

a. Diskriminasi 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

c. Penelantaran 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayan 

e. Ketidakadilan, dan 

f. Perlakuan salah lainnya. 
36

 

4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009, tentang 

kesehatan. “Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar 

dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat 

mengganggu kesehatan lainnya” 

5) Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak. “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, 

asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam 

keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar”.  
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6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak, “anak berhak atas pelayanan untuk 

mengembangkan dan kemampuan kehidupan sosialnya, sesuai 

dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa”. 

7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak, “anak berhak atas pemeliharaan dan 

perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di 

lahirkan”.  

8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak, “Anak yang tidak mampu berhak 

memperoleh bantuan agar dalam lingkunga in keluairgainyai daipait 

tumbuh dain berkembaing dengain wa ijair”. 
37

 

9) Konvensi Ha ik-Haik A inaik Indonesiai telaih meraitifikaisi covention 

on the right of the child (konvensi haik-haik ainaik) 

mengelompokkain menjaidi 4 kaitegori ya iitu: 

a. Haik terhaidaip kelaingsunga in hidup (surviva il right) yaiitu haik-

haik ainaik dailaim konvensi ya ing meliputi haik-haik untuk 

melestairikain dain mempertaihainkain hidup (the rights of life) 

dain haik untuk memperoleh sta indair kesehaitain tertinggi da in 

peraiwaitain yaing sebaiik-baiiknyai. 

                                                           
37 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 



37 
 

 

b. Haik terhaidaip perlindunga in yaiitu meliputi haik perlindungain 

dairi diskriminaisi tinda ik kekeraisain dain ketelaintairain baigi ainaik 

ya ing tidaik mempunyaii keluairgai baigi ainaik-ainaik pengungsi.  

c. Haik untuk tumbuh kemba ing ya ing meliputi segailai bentuk 

pendidikain (formail dain non formail) dain haik untuk mencaipaii 

staindair hidup yaing laiyaik demi perkemba ingain fisik, menta il, 

spirituail, morail, dain sosiail ainaik.  

d. Haik untuk pairtisipaisi yaiitu haik da ilaim menyaitaikain pendaipait 

dailaim segailai hail yaing mempengairuhi ainaik.  

10) paisail 51 aiya it (1) Unda ing-Undaing No. 39 Taihun 1999 

tentaing haik A isaisi Ma inusiai, “Setiaip ainaik berhaik aitais 

perlindungain oleh oraing tuai, keluairgai, maisyairaikait, da in 

negairai” 

11) paisail 62 Unda ing-Undaing No. 39 Taihun 1999 teintaing haik A isaisi 

Mainusiai, “seitiaip ainaik beirhaik untuk me impeiroleih peilaiya inain 

keiseihaitain dain ja ismaini sosiail se icairai laiyaik, se isuaii deingain 

keibutuhain fisik dain meintail sprituailnya i. 
38

 

Meinurut paindaingain peinulis, se ilaiin tinda ikain teirseibut haikim 

daipait meimbeiri teigurain dain meineiitaipkain syairait taimbaihain. Teigurain 

aidailaih peiringaitain dairi haikim baiik se icairai laingsung teirhaidaip ainaik yaing 

di jaituhi tindaikain maiupun seicairai tidaik laingsung meilailui oraing tuai, 
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waili, aitaiu oraing tuai aisuhnya i aigair ainaik teirseibut tidaik meingulaingi 

peirbuaitainnyai.  

Haikim meinjaituhkain tindaik pidainai pokok dain aitaiu pidaina i 

taimbaihain teirhaidaip ainaik yaing meilaikukain tindaik pidainai. Dailaim seigi 

usiai, peingeinaiain tinda ikain teirutaimai baigi a inaik ya ing maisih beirumur 8 

taihun saimpaii 12 taihun. Teirhaidaip ainaik ya ing teilaih meilaimpaiui umur 12 

saimpaii de ingain 18 taihun di jaituhkain pida inai. Ha il itu dilaikukain 

meingingait peirtumbuhain dain peirkeimbainga in fisik, meintail, dain sosiail 

ainaiknyai.  

 

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perjudian  

1. Peingeirtian Peirjudian  

Judi meinurut pasal 303 ayat 3 KUHP di Indoneisia adalah tiap-

tiap peirmainan yang me indasarkan peingharapan buat meinang pada 

umumnya be irgantung keipada keibeiruntungan saja dan juga 

meingharapan. Pada dasarnya pe irjudian adalah be irteintangan deingan 

agama, keisusilaan, dan moral Pancasila se irta meimbahayakan 

masyarakat, bangsa, dan ne igara di tinjau dari keipeintingan nasional
39

. 

Peirjudian meimpunyai dampak yang ne igatifi meirugikan moral dan 

meintal masyarakat te irutama geineirasi muda. Di satu pihak judi adalah 

meirupakan masalah sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi 

teirseibut sudah ada se ijak adanya pe iradaban manusia. 
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Judi atau pe irmainan “judi” atau “pe irjudian” meinurut Kamus 

Beisar Bahasa Indone isia adalah “peirmainan deingan meimakai uang 

seibagai taruhan”. Peirjudian “meimpeirtaruhkan se ijumlah uang atau 

harta dalam pe irmainan teibakan beirdasarkan ke ibeitulan, deingan tujuan 

meindapatkan se ijumlah uang atau harta yang le ibih beisar daripada 

jumlah uang atau harta se imula.”
40

 Teirmasuk juga main judi adalah 

peirtaruhan teintang keiputusan peirlombaan atau pe irmainan lain yang 

tidak di adakan ole ih meireika yang turut be irlomba atau be irmain itu, 

deimikian juga se igala peirmainan lain-lainnya.  

Dali mutiara, dalam tafsiran KUHP me inyatakan se ibagai 

beirikut:  

“peirmainan judi beirarti harus di artikan deingan artian yang luas 

juga teirmasuk seigala peirtaruhan teintang kalah meinangnya 

suatu pacuan kuda atau lain-lain peirtandingan, atau seigala 

peirtaruhan, dalam peirlombaan peirlombaan yang di adakan 

antara dua orang yang tidak ikut seindiri dalam peirlombaan 

peirlombaan itu, misalnya totalisator dan lain lain.”
41

 

 

Beirdasarkan peingeirtian di atas ada tiga unsur agar suatu 

peirbuatan dapat di nyatakan se ibagai judi, yaitu adanya unsur: 

a. Peirbuatan yang dilakukan biasanya be irbeintuk peirmainan atau 

peirlombaan. Jadi dilakukan se imata-mata untuk beirseinang-seinang 

atau keisibukan untuk meingisi waktu se inggang guna meinghibur 

hati. Jadi beirsifat reikreiatif. Namun disini para pe ilaku tidak harus 

teirlibat dalam pe irmainan. Kareina bole ih jadi meireika adalah 
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peinonton atau orang yang ikut beirtaruh te irhadap jalannya se ibuah 

peirmainan atau peirlombaan.  

b. Untung-untungan. Artinya untuk me imeinangkan peirmainan atau 

peirlombaan ini leibih di gantungkan keipada unsur spe ikulatif 

keibeitulan atau untung-untungan. Atau faktor ke imeinangan yang di 

peiroleih di kareinakan keibiasaan atau ke ipintaran peimain yang 

sudah sangat teirbiasa atau teirlatih.  

c. Ada taruhan. Dalam pe irmainan atau pe irlombaan ini ada taruhan 

yang di pasang oleih para pihak pe imain atau bandar. Baik dalam 

beintuk uang ataupun beintuk harta be inda lainnya. Bahkan kadang 

istri pun bisa di jadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka 

teintu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang di rugikan. 

Unsur ini me irupakan unsur yang paling utama untuk me ineintukan 

apakah seibuah peirbuatan dapat di seibut seibagai judi atau bukan. 
42

 

Dari uraian di atas maka jeilas bahwa se igala peirbuatan yang 

meimeinuhi ke itiga unsur di atas, meiskipun tidak di seibut dalam 

Peiraturan Pe imeirintah RI No. 9 Tahun 1981 adalah masuk kate igori judi 

meiskipun di bungkus deingan nama nama yang indah se ihingga nampak 

seipeirti sumbangan, se imisal porkas atau SDSB. Bahkan seipak bola, 

bulu tangkis, volleiy, dan catur bisa masuk kate igori judi bila dalam 

prakteiknya me imeinuhi keitiga unsur di atas.  

                                                           
42 Dali Mutiara, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hlm. 276.  



41 
 

 

2. Jeinis jeinis Peirjudian  

Dalam peiraturan peimeirintah No. 9 Tahun 1981 teintang 

peilaksanaan Pe ineirtiban Pe irjudian, peirjudian di kateigorikan meinjadi 

tiga, yaitu: Peirtama, peirjudian di kasino yang te irdiri dari Rouleittei, 

Blackjack, Baccarat, Cre ips, Ke ino, Tombola, Supe ir Ping-pong, Lotto 

Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine i (Jackpot), Ji Si Kiei, Big Six Wheieil, 

Chuc a Luck, Leimpar paseir/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang 

beirputar (Pase iran), Pachinko, Poke ir, Twe inty One i, Hwa Hwe i seirta 

Kiu-Kiu. Keidua, peirjudian di teimpat ke iramaian yang te irdiri dari 

leimpar paseir atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang be irputar 

(paseiran), leimpar geilang, leimpar uang (coin), kim, pancingan, 

meineimbak sasaran yang tidak be irputar, dan juga le impar bola. Keitiga, 

peirjudian yang di kaitkan deingan keibiasaan yang te irdiri dari adu ayam, 

adu sapi, adu ke irbau, pacu kuda, ke irapan sapi, adu domba, dan 

kambing. 
43

 

Jika kita peirhatikan peirjudian yang be irkeimbang di masyarakat 

bisa di beidakan beirdasarkan alat atau sarananya. Yaitu ada yang 

meinggunakan he iwan, kartu, meisin keitangkasan, bola, vide io, inteirneit, 

dan beirbagai je inis peirmainan olahraga. Se ilain yang teircantum dalam 

peiraturan peimeirintah teirseibut masih banyak pe irjudian yang 

beirkeimbang di masyarakat. Se imisal “adu duro” yaitu judi yang 

meingadu burung me irpati. Dimana pe imeinangnya di teintukan ole ih 
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peiseirta yang me irpatinya atau me irpati yang di jagokannya me incapai 

finish teirleibih dahulu. Yang paling marak biasanya saat piala dunia. 

Baik dikampung, kantor dan cafe i, baik tua maupun muda, sibuk 

beirtaruh de ingan meinjagokan tim favoritnya masing masing. Bahkan 

beirmain catur pun kadang di jadikan judi.  

Pada umumnya masyarakat I indoneisiia beirjudii meinggunakan 

kartu reimii, domiino, roleit, dan dadu. Namun yang pali ing marak adalah 

judii togeil (toto ge ilap). Yaiitu deingan cara me ineimbak dua angka atau 

leibiih, biila teibakkannya te ipat maka si i peimbeilii meindapatkan hadiiah 

beibeirapa ratus atau ri ibu kalii liipat darii jumlah uang yang di 

peirtaruhkan. Judi i iinii miiriip deingan judii buntut yang be irkeimbang peisat 

pada tahun deilapan puluhan seibagaii akseis SDSB atau porkas.
44

  

3. Dampak Neigatiif Darii Peirjudiian  

Diilarangnya peirjudiian diikareinakan banyak se ikalii dampak 

neigatiifnya. Dampak ne igatiifi judii antara laiin seibagaii beiriikut: 
45

 

a. Seicara eikonomiis, maysiir atau judii dapat meingakiibatkan 

keimiiski inan, se ibab jarang teirjadii seiseiorang teirus-meineirus meinang, 

yang paliing banyak justru ke ikalahan. 

b. Seicara psi ikologiis, seibagaiimana kata Al-Qur’an, peirjudiian biisa 

meinumbuhkan si ikap peinasaran dan pe irmusuhan, dan si ikap riia, 

takabur, sombong pada pi ihak yang me inang. Se idangkan pada piihak 

                                                           
44  Badar Husain, Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian 

(Analisis Perbandingan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam), Skripsi, 2016, Hlm. 16.  
45 Rina Rohaya Harun, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota 

Langsa, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Hlm. 128.  
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yang kalah dapat me ingakiibatkan stre iss, de ipreisii, bahkan 

meinyeibabkan bunuh diirii.  

c. Seidangkan se icara sosi iologiis, peirjudiian dapat meirusak se indii-seindii 

keikeiluargaan yang me irupakan iinii masyarakat. Pe irjudiian juga 

meinyeibabkan konfliik sosiial se ipeirtii peirceiraiian, peirteingkaran, 

bahkan biisa meingarah pada tiindak criimiinal se ipeirtii peimbunuhan, 

dan juga seibagaiinya.  

Mujahiid, Muhamad biin Siiriin, Al Hasan, I ibnu Al Musayyab, 

Atha, qatadah, Muawi iyah biin Shaliih, Thawus, Ali i biin Abu Thaliib dan, 

Iibnu Abbas, beirpeindapat bahwa seitiiap seisuatu yang me ingandung 

unsur peirjudiian, apakah iitu beirupa dadu maupun catur, se imua iitu 

adalah peirjudiian, bahkan pe irmaiinan anak yang me inggunakan buah 

pohon keinarii dan dadu, keicualii pada hal-hal yang di ipeirboleihkan, 

yai itu beirupa hadiiah dalam pe irlombaan kuda dan undi ian dalam 

meingeiluarkan hak. I islam pada dasarnya me impeirboleihkan beirbagai i 

macam pe irmaiinan dan hiiburan yang beirmanfaat supaya me indiidiik bagi i 

umat musliim. Akan teitapii, peirmaiinan i itu di iharamkan apabiila 

diidalamnya me ingandung unsur peirjudiian. Adapun dampak ne igatiif i 

yang dii tiimbulkan darii judii sangat be isar baiik teirhadap peilakunya 

maupun liingkungannya, di iantaranya yai itu: 
46

 

a) Meinghalangii orang darii meingiingat Allah dan me imaliingkan darii 

meilaksanakan sholat yang te ilah di iwajiibkan oleih Allah SWT 

                                                           
46 Putri Yuyantika, Sanksi Hukum Perjudian Bola Oleh Santri Dalam Analisis Hukum 

Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli 

Serdang Provinsi Sumatra Utara), Skripsi; UIN Sumatra Utara, Medan, 2020, Hlm. 30.  
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b) Peirmusuhan dan keibeinciian di antara orang-orang yang beirjudii 

c)  Judii dapat meirampas orang yang be irharta. Seibab orang yang 

kalah untuk pe irtama kalii pastii nantii akan me incoba meilakukannya 

keimbalii deingan harapan biisa meinang pada ke iseimpatan yang 

laiinnya.  

d) Meirusak akhlak karna me imbiiasakan se iseiorang beirlaku malas 

deingan meincarii riizkii meilaluii cara gambli ing (untung-untungan), 

dan meinjauhkan se iseiorang untuk me ilakukan karya-karya posi itiif 

seipeirtii meiniingkatkan peirtaniian, peiriindustriian, peirdagangan yang 

meirupakan tulang punggung pe imbangunan neigara.
47

 

4. Aturan Ti indak Piidana Peirjudiian dalam Hukum Nasiional 

Hukum judii onliinei atau judii apapun adalah diilarang. Namun, 

meiskii diilarang praktiik judii onliinei masiih marak diilakukan, bahkan cara 

judii onliinei saat iinii seimakiin beiragam. Se ibut saja judii onliinei 24 jam slot, 

togeil, poke ir, judii bola, dan lai in se ibagaiinya. Ke imudahan akseis iinteirneit 

saat iinii teintu jadii peinye ibabnya, ada dua faktor lai in meilatarbeilakangi i 

peirkeimbangan judi i online di tanah aiir, yai itu: Pe irtama, upaya pre iveintiif 

yang diilakukan pe imeiriintah masiih miiniim, hal teirseibut biisa di iliihat dari i 

masiih banyaknya si itus-siitus judii onliinei yang masiih beiroprasii. Tiidak 

jarang siitus-siitus teirseibut meimasang iiklan beirbayar dii siitus meisiin 

peincarii seicara teirang-teirangan. Ke idua, pe inyailahgunaan fasiiliitas 
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peirbankan. Ke imudahan akseis fasi iliitas peirbankan saat iinii 

di isalahgunakan peilaku judii onliinei untuk meilakukan transaksiinya.
48

 

Dii Iindoneisiia teirdapat beibeirapa pe iraturan yang me ingatur 

peiriihal peirjudiian, se ipeirtii yang di iatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 

bis KUHP lama, Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 teintang KUHP 

baru yang be irlaku 3 tahun se ijak tanggal di iundangkan yaiitu tahun 

2026
49

.  

Peirjudiian meinurut KUHP, keiteintuan Pasal 303 Ayat (1) KUHP 

meinjeiaskan hal teirseibut: di iancam deingan pi idana peinjara paliing lama 

seipuluh tahun atau piidana deinda paliing banyak dua puluh li ima juta 

rupiiah, barang siiapa tanpa meindapat iiziin
50

:  

1) Deingan seingaja meinawarkan atau meimbeiriikan keiseimpatan untuk 

peirmaiinan judii dan meinjadiikannya seibagaii peincariian, atau deingan 

seingaja turut seirta dalam peirusahaan untuk iitu; 

2) Deingan seingaja meinawarkan atau meimbeirii keiseimpatan keipada 

khalayak umum untuk beirmaiin judii atau deingan seingaja turut 

seirta dalam peirusahaan untuk iitu, deingan tiidak peidulii apakah 

untuk meinggunakan keiseimpatan adanya seisuatu syarat atau 

di ipeinuhiinya seisuatu tata-cara; 

3) Meinjadiikan turut seirta pada peirmaiinan judii seibagaii peincariian. 
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Keimudiian keiteintuan Pasal 303 bis ayat (1), KUHP, beirbunyii; 

di ancam deingan hukuman pe injara pali ing lama eimpat tahun atau 

deinda paliing banyak se ipuluh juta rupiiah;  

1) Barangsiiapa meinggunakan keiseimpatan untuk maiin judii, yang 

diiadakan deingan meilanggar peiraturan pasal 303; 

2) Barangsiiapa iikut seirta peirmaiinan judii yang dii  adakan di ijalan 

umum atau di ipiinggiirnya maupun di iteimpat yang dapat di imasukii 

oleih khalayak umum, keicualii jiika untuk meingadakan iitu, ada iiziin 

darii peinguasa yang beirweinang.  

Keimudiian, beirdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, judii adalah 

tiiap-tiiap pe irmaiinan yang umumnya te irdapat keimungkiinan untuk 

untung kareina adanya pe iruntungan atau kare ina peimaiinnya mahiir dan 

sudah teirlatiih
51

. Yang juga teirmasuk maiin judii iialah peirtaruhan 

teintang ke iputusan peirlombaan atau peirmaiinan laiin, yang tiidak ole ih 

meireika yang turut be irlomba atau beirmaiin iitu, deimiikiian juga se igala 

peirtaruhan yang lai in-laiin. Orang yang me ingadakan maiin judii di 

hukum meinurut Pasal 303 KUHP, seimeintara orang-orang yang iikut 

pada peirmaiinan iitu di ikeinakan hukuman me inurut Pasal 303 bi is KUHP.  

Peirjudiian meinurut KUHP Baru atau UU 1/2023; Ke iteintuan 

Pasal 426 UU 1/2023: 
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1) Di ipiidana deingan piidana peinjara paliing lama 9 (Seimbiilan) tahun, 

atau piidana deinda paliing banyak kateigorii VIi (Rp 2 miilliiar), se itiiap 

orang yang tanpa i iziin:  

a. Meinawarkan atau meimbeirii keiseimpatan untuk maiin judii dan 

meinjadiikan seibagaii mata peincahariian atau turut se irta dalam 

peirusahaan peirjudiian; 

b. Meinawarkan atau meimbeirii keiseimpatan keipada umum untuk 

maiin judii atau turut se irta dalam pe irusahaan peirjudiian, teirleipas 

darii ada tiidaknya suatu syarat atau tata-cara yang harus 

di ipeinuhii untuk meinggunakan keiseimpatan teirseibut; atau 

c. Meinjadiikan turut seirta pada pe irmaiinan judii seibagaii mata 

peincahariian 

2) Jiika tiindak piidana se ibagaiimana diimaksud pada ayat (1) di ilakukan 

dalam meinjeilaskan profeisii, dapat di jatuhii piidana tambahan 

beirupa peincabutan hak se ibagaiimana di imaksud dalam Pasal 86 

huruf f. keimudiian, keiteintuan Pasal 427 UU 1/2023 se ileingkapnya 

beirbunyi i

52
:  

Setiap orang yang me inggunakan keiseimpatan maiin judii yang 

di iadakan tanpa i iziin, di ipiidana deingan piidana paliing lama 3 (tiiga) 

tahun atau piidana deinda paliing banyak kateigorii IiIiI i (Rp. 50 juta). 

Hukum Judi i Onliinei Meinurut UU I iTEi 
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Adapun meingeinaii hukum judi i onliinei seicara spe isiifiik di iatur 

dalam UU I iTEi yang di ubah teirakhiir kaliinya deingan UU 1/2024 

Keiteintuan Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024 me ineirangkan bahwa 

seitiiap orang de ingan se ingaja dan tanpa hak me indiistriibusiikan dan/ 

meintransmiisiikan dan/ me imbuat dapat di akseisnya iinformasii atau 

dokumein eileiktroniik yang di imiiliikii muatan peirjudiian adalah 

masuk se ibagaii peirbuatan yang diilarang. Keimudiian, peinjeilasan 

Pasal 27 ayat (2) me ineirangkan bahwa ke iteintuan teirseibut meingacu 

pada keiteintuan peirjudiian dalam hal me inawarkan atau meimbeiriikan 

keiseimpatan untuk beirmaiin judii, meinjadiikannya se ibaagaii mata 

peincahariian, meinawarkan atau meimbeirii keiseimpatan keipada 

umum untuk beirmaiin judii, dan turut seirta peirusahaan untuk iitu.
53

 

Hukum Judi i Onliinei dii atur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 

1/2024 yang me ineirangkan keiteintuan bahwa se itiiap orang yang 

deingan se ingaja dan tanpa hak meindiistriibusiikan, meintransmiisiikan 

dan/ meimbuat dapat dii akseisnya i informasii eileiktroniik dan/ 

dokumein eileiktroniik yang meimiiliikii muatan peirjudiian dii piidana 

peinjara paliing lama 10 (se ipuluh) tahun dan/ de inda paliing banyak 

Rp. 10 miilliiar.
54
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5. Tiindak Piidana Peirjudiian oleih Anak 

Dalam peinjatuhan sanksii teirhadap anak pe ilaku peirjudiian, 

hakiim harus me impeirtiimbangkan keipeintiingan teirbaiik bagii anak. Hal 

iinii seisuaii deingan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

teintang Si isteim Peiradiilan Piidana Anak. Dalam Si isteim Pe iradiilan Piidana 

Anak, anak yang be irkonfliik deingan hukum adalah anak yang be irusiia 

antara 12 tahun hi ingga 18 tahun yang di iduga meilakukan tiindak piidana.  

Tujuan Si isteim Peiradiilan Piidana Anak de ingan paradiigma 

peimbiinaan iindiiviidual yang diipeintiingkan adalah pe ineikanan pada 

peirmasalahan yang di ihadapii peilaku, bukan pada pe irbuatan/ keirugiian 

yang di  akiibatkan. Peinjatuhan sanksii dalam si isteim peiradiilan piidana 

anak layak. Tujuan di iadakannya peiradiilan piidana anak ti idak hanya 

meingutamakan pe injatuhan piidana saja, teitapii juga peirliindungan bagi i 

masa deipan anak darii aspeik psi ikologii deingan meimbeiriikan 

peingayoman, bi imbiingan, dan peindiidiikan maka darii iitu anak juga 

beirhak untuk di upayakan pe ineigakan hukum be irupa diiveirsii. Dalam 

Undang Undang SPPA Pasal 1 ayat (7) Di iveirsii adalah peingaliihan 

peinye ileisaiian upaya anak darii proseis peiradiilan piidana kei prose is luar 

peiradiilan piidana. Pada Pasal 6 Undang Undang SPPA me inyeibuutkan 

bahwa tujuan diiveirsii yaiitu
55

;  

1. Meincapaii peirdamaiian antara korban dan anak 

2. Peinyeileisaiian peirkara anak di iluar prose is peiradiilan 
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3. Meinghiindarkan anak darii peirampasan keimeirdeikaan 

4. Meindorong masyarakat untuk beirpartiisiipasii; dan, 

5.  Meinanamkan rasa tanggungjawab ke ipada anak 

Diiveirsii seibagaii proseis peinanganan anak yang be irmasalah 

deingan hukum. Di i teigaskannya meinanganan anak me ilaluii diiveirsii, 

deingan tujuan agar anak yang be irmasalah deingan hukum se icara tiidak 

langsung di itanganii meilaluii peiradiilan se icara proseidur formal. Hal 

teirseibut antara lai in agar anak yang be irmasalah de ingan hukum 

teirhiindar darii dampak neigatiifi siisteim pe iradiilan piidana. Se icara si ingkat 

dapat di ikatakan bahwa diiveirsii adalah pe ingaliihan proseis formal 

peimeiriiksaan peirkara anak pada prose is iinformal dalam be intuk 

program-program diiveirsii jiika meimeinuhii syarat-syarat teirteintu. Tujuan 

darii diiveirsii adalah meinghiindarkan anak darii proseidur reismii beiracara 

di ipeingadiilan dan meingurangii keimungkiinan teirjadiinya beintuk 

reisiidiiviismei diimasa meindatang. Syarat-syarat anak yang te irliibat 

peirjudiian dapat me ingajukan diiveirsii meinurut undang-undang si iste im 

peiradiilan anak Pasal 7 ayat (2) yai itu
56

; 

1. Di iancam de ingan piidana peinjara di ibawah tujuh (7) tahun; dan, 

2. Bukan meirupakan peingulangan tiindak piidana 

Tiindak piidana peirjudiian meirupakan ti indak piidana yang tiidak 

meiliibatkan korban maka ke iseipakatan diiveirsii untuk meinyeileisaiikan 

tiindak piidana yang tanpa korban, atau ni ilaii keirugiian korban tiidak leibi ih 
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darii niilaii upah miiniimum proviinsii seiteimpat dapat diilakukan ole ih 

peinyi idiik peirsama pe ilaku dan/ ke iluarganya, peimbiimbiing 

keimasyarakatan, se irta dapat meiliibatkan tokoh masyarakat. Prose is 

peinanganan anak yang be irhadapan deingan hukum eirat keiiitannya 

deingan peineigakan hukum iitu se indiirii, diimana deingan Sisteim Pe iradiilan 

Piidana Anak (Juveiniilei Justiicei Systeim). Di ikajii darii peirspeiktiif Siisteim 

Peiradiilan Pi idana (Criimiinal Justiicei Systeim) maka dii Iindoneisiia di ikeinal 

5 iinstiitusi i yang meirupakan sub Si isteim Pe iradiilan Piidana. Teirmiinologi 

5 iinstiitusi i teirseibut di keinal deingan Panca Wangsa pe ineigak hukum 

yai itu, Leimbaga Ke ipoliisiian, Ke ijaksaan, Pe ingadiilan, Leimbaga 

Peirmasyarakatan, dan Advokat. 

Dalam Undang-Undang Si isteim Pe iradiilan Piidana Anak, upaya 

hakiim dalam me inanganii peirkara anak nakal di i luar peingadiilan di i 

teikankan pada dua cara, yai itu; 

1. Keiadiilan reistoiratiivei, yang me irupakan pe inyeileisaiian peirkara tiindak 

piidana de ingan meiliibatkan peilaku, korban pe ilaku/ korban, dan 

piihak-piihak laiin yang teirkaiit untuk be irsama-sama meincari i 

peinye ileisaiian yang adiil deingan meineikankan pe imuliihan keimbalii 

pada keiadaan seimula, dan bukan peimbalasan. (Pasal 1 angka 6)
57

 

2. Diiveirsii yaiitu peingaliihan peinyeileisaiian peirkara anak darii proseis 

peiradiilan piidana kei proseis luar pe iradiilan piidana (Pasal 1 angka 
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7)
58

. Pada dasarnya di iveirsii iinii diilakukan pada tiingkat peinyi idiikan, 

peinuntutan, dan peimeiriiksaan peirkara anak di si idang peingadiilan 

dan diilaksanakan dalam hal ti indak piidana yang di ilakukan deingan 

di iancam piidana pe injara diibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan 

meirupakan peingulangan tiindak piidana (reiciidiivei). Seilaiin iitu 

hakiikat pokok di ilakukan diiveirsii beirtujuan untuk me incapai i 

peirdamaiian antara korban dan anak, pe inye ileisaiian peirkara anak di i 

luar prose is peiradiilan, meinghiindarii anak darii peirampasan 

keimeirdeikaan, meindorong masyarakat untuk be irpartiisiipasii dan 

meinanamkan rasa untuk be irtanggungjawab ke ipada anak.  

Seiorang anak yang te irjeirat tiindak pi idana peirjudiian harus 

diiupayakan pe ineigakan hukum reistoratiivei justiicei beirupa diiveirsii yaiitu 

peingaliihan peinyeileisaiian peirkara anak darii proseis peiradiilan piidana 

keiluar proseis peiradiilan piidana. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Medepleger dan Tindak Pidana Perjudian 

dalam Hukum Pidana Islam 

1. I istiilah Meideipleigeir dalam Hukum Piidana Iislam  

Seicara eitiimologiis, turut se irta dalam bahasa Arab adalah al-

iisytiirak. Dalam hukum pi idana I islam, iistiilah iinii diiseibut al-iisytiirak fii fi i 

al-jariimah (deiliik peirnyataan) atau iisytiirak al-jariimah. Seicara 

teirmiinologiis turut seirta beirbuat jariimah adalah meilakukan tiindak 
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piidana (jariimah) seicara beirsama-sama baiik meilaluii keiseipakatan atau 

keibeitulan, meinghasut, meinyuruh orang, me imbeiriikan bantuan, atau 

keiluasan deingan beirbagaii beintuk.
59

 Peingeirtiian turut se irta beirbuat 

jariimah seisungguhnya beirbeida deingan be irseiriikat dalam me ilakukan 

tiindak piidana. Turut se irta beirbuat jariimah dapat teirjadii tanpa 

meingheindakii ataupun sama-sama meingheindakii hasiil darii peirbuatan 

tiindak piidana atau be irbuatan yang di imaksud. Se idangkan be irseiriikat 

dalam jariimah iialah sama-sama me ilakukan dan meingheindakii, 

deimiikiian juga hasi il darii peirbuatan piidana juga sama-sama di i 

keiheindakii.
60

 

Tawafuq adalah apabila dua perkara berlaku dengan cara yang 

tepat dan teratur tanpa niat atau di sebut juga tidak ada kesepakatan. 

Tawafuq dapat di pahamkan apabila kita mengetahui bahwa tidak ada 

kemungkinan kebetulan atau peluang tersebut berlaku dalam sesuatu 

keadaan. Dan apabila kita memahaminya, kejadian tersebut semestinya 

telah di takdirkan oleh Allah untuk tujuan yang penting. Tamalu’ 

dalam konteks hukum Islam merujuk pada kepemilikan barang-barang 

yang di perbolehkan dan di atur oleh syariat. Istilah ini mencakup 

beberapa aspek, termasuk cara seseorang memperoleh hak milik atas 

barang tertentu. Dalam hal ini, tamalu’ dapat di anggap sebagai suatu 

bentuk kesepakatan atau persetujuan yang diatur oleh syara’ untuk 

mengakui kepemilikan barang.  
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Jinayah adalah perbuatan yang di haramkan atau di larang 

karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, 

dan harta benda. Fiqh jinayah adalah kajian ilmu hukum Islam yang 

berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer fiqh 

jinayah disebut hukum pidana Islam. Asas-asas jinayah meliputi asas 

legalitas, asas amar ma’ruf nahi munkar, asas material, dan asas 

moralitas. Konsep rukun jinayah ada 3, diantaranya yaitu: 

a) Ḥudud: tindak pidana yang dikenai hukuman ḥud, yaitu hukuman 

yang telah di tentukan macam dan jumlahnya. Hukuman ḥad 

merupakan hal Allah SWT dan tidak dapat di ganti dengan macam 

hukuman lain. 

b) Qiṣaṣ: hukuman mati dalam pidana Islam.  

c) Ta’zir: kejahatan yang dapat di kenai ta'zīr, yaitu sanksi yang 

sanksinya secara penuh pada wewenang penguasa (keputusan 

hakim). 

Untuk peirbandiingan antara turut se irta beirbuat langsung deingan 

turut beirbuat tiidak langsung, maka di ikalangan fuqaha di ijadiikan dua 

peinggolongan yaiitu: 
61

 

a) Orang yang turut se irta beirbuat se icara langsung dalam 

meilaksanakan jariimah diiseibut “shariik mubasyiir” dan 

peirbuatannya di seibut “isytiirak mubasyiir”. 
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b) Orang yang tiidak turut be irbuat langsung dalam me ilaksanakan 

jariimah di seibut “shariik mutasabbi ib” dan peirbuatannya di iseibut 

“isytiirak ghaiirul mubasyiir” atau “iisytiirak bii-tasabbubii”, 

(meinghasut) atau me imbeiriikan bantuan, te itapii tiidak iikut se irta 

seicara nyata dalam me ilaksanakannya 

2. Dasar Hukum Larangan Ti indak Piidana Peirjudiian dalam Hukum 

Piidana I islam  

Dalam I islam, peirjudiian adalah pe irbuatan yang di iharamkan, 

kareina judi i meirupakan peirbuatan dosa yang di murkaii dan di ibeinci i 

oleih Allah SWT. Bahaya yang di iakiibatkan darii meilakukan peirbuatan 

iitu jauh leibiih beisar darii pada manfaatnya. Seibagaiimana di ijeilaskan 

dalam Al-Qur’an seibagaii beiriikut: 

رٌ وَّمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَاِثْْهُُمَا اكَْبـَرُ  لَُوْنَكَ عَنِ الَْْمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثٌْْ كَبِيـْ ايَسْ ـ

ُ اللٰ هُ لَكُمُ الْْٰيٰتِ  لَُوْنَكَ مَاذَا يُـنْفِقُوْنَ ە قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُـبـَيِّن مِنْ نّـَفْعِهِمَا وَيَسْ ـ

 لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُوْنَ 

Artiinya: “Meireika meinanyakan keipadamu (Muhammad) 

teintang khamar dan judii. Katakanlah, “Pada keiduanya 

teirdapat dosa beisar dan beibeirapa manfaat bagii manusiia. 

Teitapii dosanya leibiih beisar dari ipada manfaatnya”.
62

 Dan 

meireika meinanyakan keipadamu (teintang) apa yang (harus) 

meireika iinfakkan. Katakanlah, “keileibiihan (darii apa yang 

diipeirlukan)”. Deimiikiianlah Allah meineirangkan ayat-ayat Nya 

keipadamu agar kamu meimiikiirkan”. (QS. Al-Baqarah:219). 

 

Diiriiwayatkan oleih I imam Ahmad dari i sahabat Abu Huraiirah, 

bahwa tatkala Rasulullah SAW datang ke i Madiinah, be iliiau meiliihat 
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para sahabat se idang miinum-miinum khamar dan beirmaiin judii.
63

 

Keimudiian meireika meinanyakan ke ipada Rasulullah SAW, me ingeinai i 

khamar dan judii. Allah SWT meilarang hambanya yang be iriiman 

meimiinum khamar dan be irjudii kareina mudharatnya leibiih banyak 

diibandiingkan de ingan manfaatnya se irta peirbuatan khamar dan maysiir 

adalah peirbuatan se itan dan diilarang. Se ilaiin iitu, Allah SWT 

meinyeibutkan alasan me ingapa khamar dan judi di haramkan bagii 

orang-orang musliim. Alasan yang di seibutkan teirteira dalam QS. Al-

Maiidah ayat 91 se ibagaii beiriikut:  

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَۤ فِِ الَْْمْرِ وَالْمَيْسِرِ  اَ يرُيِْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يّـُوْقِعَ بَـيـْ نََّّ
 وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكِْرِ اللٰ هِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَـهَلْ انَْـتُمْ مُّنْتـَهُوْنَ 

Artiinya: “deingan miinuman keiras dan judii iitu, seitan hanyalah 

beirmaksud meiniimbulkan peirmusuhan dan keibeinciian diiantara 

kamu, dan meinghalang halangii kamu darii meingiingat Allah 

dan meilaksanakan sholat. Maka tiidakkah kamu mau 

beirheintii.”
64

 

Dalam ayat di iatas diijeilaskan bahwa: peirtama, kareina deingan 

peirbuatan dua iitu (khamar dan maysiir) seitan iingiin meiniimbulkan 

peirmusuhan dan rasa saliing beincii diiantara se isama manusiia. Keidua, 

kareina pe irbuatan iitu akan meilalaiikan manusi ia darii meingiingatkan 

Allah. Maka darii iitu, Allah SWT meilarang manusi ia untuk meilakukan 

peirbuatan khamar dan judii. Allah SWT me ilarang hambanya yang 

beiriiman meimiinum khamar dan me ilakukan peirjudiian. Teilah 

di iseibutkan dalam se ibuah riiwayat darii amiirul mu’miiniin Alii I ibnu Abu 
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Thaliib, r.a. bahwa be iliiau peirnah meingatakan “pe irmaiinan catur adalah 

judii orang-orang asiing”. Di iriiwayatkan ole ih Iibnu AbuHatiim, dari i 

ayahnya, darii Iisna Iibnu Marhum, darii Hatiim, Ja’far I ibnu Muhammad, 

darii Alii r.a I ibnu Hatiim meingatakan, teilah me inceiriitakan keipada kami i 

Muhammad I ibnu I ismaiil Al-Ahmasii, teilah me inceiriitakan kapada Waki il 

darii Sufyan, darii Laiis, darii Ata, Mujahiid, dan Tawus, me inurut Sufyan 

atau dua orang darii meireika; meireika te ilah meingatakan bahwa se igala 

seisuatu yang me imakaii taruhan di namakan judi i, hiingga pe irmaiinan 

anak yang me imakaii keileireing. Abdulloh bi in I imam Ahmad 

meiriiwayatkan bahwa i ia meimbacakan keipada ayahnya se ibuah riiwayat 

yang sanadnya sampai i keipada Abdulloh bi in Mas’ud, yang be irkata 

Rasulullah SAW beirsabda, yang artiinya:  

“jauhkanlah diiriimu darii dua kubus beirtanda yang meindorong 

keipada keidurhakaan seibab keiduanya meirupakan judiinya 

orang asiing” (HR.Ahmad)
65

 

Musa I ibnu Uqbah meiriiwayatkan dari i Nafii’, darii Iibnu Umar, 

bahwa maysiir adalah judii. Ad-dahhak me iriiwayatkan darii Iibnu Abbas 

yang meingatakan bahwa maysiir adalah judi i yang biisa di ipakaii untuk 

taruhan diimasa jahiiliiyah hiingga keidatangan I islam. Maka Allah 

meilarang meireika meilakukan peirbuatan khamar dan judii. Para ulama 

teilah se ipakat bahwa se igala jeiniis peirjudiian seipeirtii peirmaiinan dadu, 

catur, dan domi ino haram hukumnya. Syari iat hanya me impeirboleihkan 

meimbeiriikan hadiian dalam pacuan kuda atau panahan/me ineimbak bagi i 
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yang beirpreistasii paliing baiik, untuk meinunjang ke isiiapan dalam 

beirjuang meimbeila agama Allah SWT.
66

 

1. Peingeirtiian Anak dan Batasan Usi ia Anak Dalam Hukum Pi idana 

Iislam  

Peingeirtiian anak dari i seigii bahasa adalah ke iturunan keidua 

seibagaii hasiil darii hubungan antara pri ia dan waniita. Di idalam 

bahasa Arab te irdapat beirbagaii macam kata yang di igunakan untuk 

artii anak, se ikaliipun teirdapat peirbeidaan yang posi itiif dii dalam 

peimakaiiannya. Kata-kata siinoniim iinii tiidak se ipeinuhnya sama 

artiinya. Umpamanya “walad” artiinya se icara umum anak, te itapii di 

pakaii untuk anak yang di lahiirkan oleih manusiia dan biinatang yang 

beirsangkutan.
67

 Iideialnya duniia anak adalah duni ia yang iistiimeiwa 

tiidak ada ke ikhawatiiran dan tiidak ada be iban yang harus di piikul 

pada masa iitu. Namun teirkadang anak harus me inanggung beiban 

seipeirtii orang deiwasa kareina di ianggapnya se ibagaii miiniiatur orang 

deiwasa teirleibiih lagii tiidak di peirlukan karakte iriistiik dan ciirii khasnya 

meireika yang juga punya ke iiingiinan, harapan, dan duniia meireika 

seindiirii.  

Peingeirtiian anak dalam di isiipliin iilmu beirbeida-beida dan 

peinuliis hanya me imaparkan peingeirtiian anak dari i seigii hukum I islam 

maupun hukum posi itiif. Hukum I islam te ilah meineitapkan bahwa 
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yang di imaksud deingan anak adalah se iorang manusiia yang te ilah 

mancapapii umur tujuh tahun dan be ilum baliigh, se idangkan 

keiseipakatan para ulama manusi ia di anggap baliigh apabiila meireika 

teilah meincapaii usiia 15 tahun
68

. Kata bali igh be irasal darii fi’iil madhi i 

yang beirartii sampaii, meinyampaiikan, meindapat, baliigh, masak. 

Peindapat para ahlii fiiqh meingeinaii keidudukan anak be irbeida-beida 

meinurut masa yang di ilaluiinya, yaiitu:  

a. Masa tiidak adanya ke imampuan be irpiikiir. Masa iinii di imulai i 

seijak lahi ir sampaii usiia 7 tahun, pe irbuatan piidana yang 

diilakukannya tiidak di ikeinaii hukuman.  

b. Masa keimampuan beirpiikiir leimah. Masa iinii di imulaii seijak anak 

usi ia 7 tahun sampai i 15 tahun. Pada masa teirseibut meireika dii 

jatuhii peingajaran. Pe ingajaran iinii meiskiipun se ibeinarnya 

hukuman namun te itap di ianggap se ibagaii hukuman meindiidiik 

bukan hukuman piidana.  

c. Masa keimampuan beirpiikiir peinuh. Masa i inii di imulaii seijak anak 

usi ia keiceirdasannya yang pada umumnya me incapaii usiia 15 

tahun atau 18 tahun. Pada masa i inii teilah di ikeinakan 

peirtanggungjawaban pi idana atas tiindak piidana yang 

diilakukan
69

. Adapun meinurut Sayyid Sabi iq, yang di imaksud 

deingan batas anak adalah apabi ila iia teilah beirmiimpii deingan 

kata laiin sudah baliigh.   
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Adapun yang meinjadii dasar tiidak cakapnya se iorang anak 

adalah di sandarkan pula pada ke iteintuan hukum yang te irdapat 

dalam Q.S An-Niisa’ [4]:6  

هُمْ رُشْدًا فاَدْفَـعُوْا الِيَْهِمْ  وَابْـتـَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰ  اِذَا بَـلَغُوا الننكَاحَ فاَِنْ اٰنَسْتُمْ مننـْ
امَْوَالََمُْ وَلَْ تأَْكُلُوْهَا اِسْرَافاً وَّبِدَاراً اَنْ يَّكْبـَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ 

يَأْكُلْ باِلْمَعْرُوْفِ فاَِذَا دَفَـعْتُمْ الِيَْهِمْ امَْوَالََمُْ فاََشْهِدُوْا وَمَنْ كَانَ فَقِيـْراً فَـلْ 
 عَلَيْهِمْ وكََفٰى باِللٰ هِ حَسِيْبًا

Artiinya: “dan ujiilah, anak yatiim iitu sampaii meireika cukup 

umur untuk kawiin, keimudiian jiika meinurut peindapatmu 

meireika teilah ceirdas (pandaii meimeiliihara harta), maka 

seirahkanlah keipada meireika harta-hartanya”
70

 

 

Meinurut Abdul Qadiir Audah anak di bawah umur dapat 

di iteintukan bahwa laki i-lakii iitu beilum keiluar spe irma, dan bagii 

peireimpuan be ilum haiid, sudah bermimpi basah, dan beilum pe irnah 

hamiil
71

. Ke imudiian kapan se iorang anak dapat di ikatakan de iwasa? 

Untuk meinjawab hal i inii dapat di liihat dari i peindapat Iimam Syafii’ii, 

seibagaiimana yang teilah di ikutiip ole ih Chaiiruman dan Suhrawardi i 

dalam bukunya hukum pe irjanjiian dan hukum I islam. I imam Syafii’i i 

meingungkapkan apabi ila teilah se impurna umur 15 tahun bai ik lakii-

lakii maupun peireimpuan, keicualii bagii lakii-lakii yang sudah 
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bermimpi basah atau peireimpuan yang sudah hai id tapii beilum 

meincapaii umur 15 tahun maka di anggap sudah de iwasa.
72
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BAB III 

Deskripsi Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN tentang 

Medepleger Anak Pada Tindak Pidana Perjudian 

 

A. Kronologi Perkara Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN  

Ada suiatui peiristiwa tindak pidana pe irjuidian yang dilaku ikan 

oleih duia orang di kota Me idan, di Bantaran Su ingai Deili jalan Bom Lama 

Keil. Labuihan Ke ic. Meidan Labuihan, leibih teipatnya di Jalan Spe iksi Ling. 

24 Keil. Pe ikan Labu ihan. Peirjuidian teirseibuit dilaku ikan oleih teirdakwa Anak 

Peilakui dan He iri Ku isnadi (dilakuikan peinuintu itan seicara teirpisah) deingan 

cara teirdakwa meinawarkan ataui meimbeirikan ke iseimpatan peirmainan ju idi 

teimbak ikan ke ipada He iri Ku isnadi uintuik beirmain ju idi. Beirawal pada hari 

Juimat 19 Aguistuis 2022 seikira puikuil 14.00 WIB saksi yang be irnama Je irry 

Hanjaya dan Pandi Gu inawan yang teirgabu ing dalam teiam Gabuingan Polreis 

Peilabuihan Be ilawan meindapat informasi teintang adanya ju idi teimbak ikan 

di lokasi teirse ibuit, lalu i para saksi yang meinuijui teimpat yang teilah di 

seibuitkan dan se ikitar pu ikuil 15.30 WIB
73

.  

Para saksi teilah tiba di lokasi me ineimuikan teimpat peirmainan 

juidi teimbak ikan dan me ineimuikan Anak se ibagai kasir dari pe irmainan 

teimbak ikan yang me inju ial koin tanpa seiizin pihak beirweinang, dan beirhasil 

meingamankan satu i orang peimain yang beirnama He iri Ku isnadi (didakwa 

dalam beirkas teirpisah) dan meineimuikan 1 (satu i) uinit meisin keitangkasan 

teimbak ikan, 1 (satu i) bu iah kuinci teimbak ikan, 1 (satu i) bu iah chip teimbak 
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ikan, seirta u iang tuinai se ibeisar RP. 785.000 (tu ijuih ratu is deilapan pu iluih lima 

ribui ruipiah)
74

.  

Teilah di keitahuii bahwa teirdakwa meilaku ikan peirannya se ibagai 

anak kasir/ meideipleigeir seijak bu ilan Ju ili tahu in 2022. Adapuin cara beirmain 

juidi teimbak ikan adalah: peirtama, teirleibih dahu ilui peimain haru is meimbeili 

chip koin keipada Anak se ibagai kasir/ anak koin se iharga RP. 10.000 

(seipuiluih ribui ruipiah), lalui anak meingisi koin yang ada di meija game i juidi 

ikan teirseibuit. Keiduia, seiteilah peimain meindapat koin dari Anak se ilaku i 

kasir/ anak koin ke imuidian peimain dapat me imainkan ju idi jeinis gamei ikan 

teirseibuit deingan meineikan tombol yang ada pada me ija te imbak ikan keiarah 

beirbagai jeinis gambar ikan be irbeida nilai point nya yang te irteira di monitor 

layar, se imakin banyak ikan yang di teimbak maka se imakin beisar koin yang 

di peiroleih oleih peimain se irta seibeirapa ceipat pe imain meineimbakkan gambar 

ikan yang teirteira pada layar me isin gamei teimbak ikan. Teirdakwa yang 

meiruipakan anak di bawah uimuir dalam meingopeirasikan ju idi teimbak ikan 

teirseibuit tidak me indapat izin dari pihak yang be irweinang.  

Beibeirapa saksi teirmasu ik Pandi Gu inawan dan Khairuillah AS, 

meimbeirikan ke iteirangan di pe irsidangan meingeinai pe inangkapan yang 

dilakuikan dan situ iasi di lokasi keijadian, me inyatakan bahwa peinangkapan 

dalam keiadaan se ihat jasmani dan rohani, se irta beirseidia meimbeirikan 

keiteirangan yang se ibeinarnya. Seiteilah peinangkapan, peirkara ini di 

lanjuitkan kei proseis huikuim dimana Pe inasihat Hu ikuim Anak meingajuikan 
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eikseipsi dan ke ibeiratan teirhadap dakwaan yang diaju ikan ole ih Peinuintuit 

U imuim, dan Hakim Anak keimu idian meimuituiskan u intuik 

meimpeirtimbangkan ke ibeiratan teirseibuit dalam amar pu ituisan. Keijadian ini 

meinceirminkan tindakan teigas keipolisian dalam me imbeirantas praktik 

peirjuidian yang me ilibatkan anak di bawah uimu ir.  

 

B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 63/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.MDN  

Dakwaan dalam pe irkara Nomor 63/Pid.Suis-Anak/2022PN.MDN 

bahwa Anak Pe ilakui seibagai anak di bawah u imuir, teilah meilakuikan 

tindakan yang me ilanggar hu ikuim deingan me ingopeirasikan peirmainan ju idi 

teimbak ikan tanpa izin dari pihak yang be irweinang. Tindakannya di atuir 

dan di ancam dalam pasal 303 ayat (1) ke i-1 KU iHPidana Jo U indang-

U indang Nomor 11 Tahu in 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. 

Seirta peirbuiatan anak teirseibuit se ibagaimana di atuir dan di ancam pidana 

dalam pasal 303 ayat (1) ke i 2 KUiHPidana Jo UiU i Nomor 11 Tahuin 2012 

teintang Sisteim Pe iradilan Pidana Anak. Dakwaan ini me incakuip peirbuiatan 

meinawarkan ataui meimbeirikan keiseimpatan ke ipada khalayak u imuim u intuik 

beirmain ju idi, se irta tuiruit se irta dalam pe iruisahaan ju idi te irseibuit, yang 

meiruipakan peilanggaran huikuim yang seiriuis
75

.  

Tuintuitan pidana dari pe inuinuit uimu im dalam Pu ituisan Pe ingadilan 

Neigeiri Me idan Nomor 63/Pid.Su is-Anak/2022/PN.MDN antara lain se ibagai 

beirikuit:  
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1. Meinyatakan Anak Pe ilakui seicara sah dan me iyakinkan beirsalah 

meilakuikan tindak pidana “tanpa me indapat izin de ingan se ingaja 

meinawarkan atau i meimbeirikan keiseimpatan ke ipada khalayak u imuim 

uintuik beirmain ju idi ataui deingan se ingaja tuiruit se irta dalam pe iruisahaan 

uintuik itui, deingan tidak pe iduili apakah uintu ik meingguinakan keiseimpatan 

adanya se isu iatui syarat atau i dipeinuihinya se isuiatui tata cara” se ibagaimana 

di atuir dan di ancam pi dana dalam pasal 303 ayat (1) ke i 2 KU iHP. 

2. Meinjatuihkan pidana teirhadap Anak Pe ilakui beiruipa pidana pe injara 

seilama: 2 bu ilan deingan di kuirangi seilama Anak be irada dalam tahanan 

deingan peirintah anak teitap di tahan.  

3. Meineitapkan barang bu ikti: 

- 1 (satu i) uinit meisin juidi gamei teimbak ikan  

- 1 (satu i) kuinci gamei juidi teimbak ikan  

- 1 (satu i) buiah chip meisin juidi gamei teimbak ikan  

- U iang tuinai se ikitar Rp. 785.000 (tu ijuih ratu is deilapan pu iluih lima 

ribui ru ipiah) 

Di guinakan dalam beirkas peirkara an. Heiri Ku isnadi 

4. Meineitapkan agar anak meimbayar biaya pe irkara se ibeisar Rp. 5.000 

(lima ribui ruipiah). 
76
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C. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Perkara Nomor 63/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.MDN dalam Kasus Medepleger Anak Pada Tindak 

Pidana Perjudian  

Bahwa se iteilah meindeingar Tuintuitan yang teilah di bacakan oleih 

Peinuintuit U imu im di dalam peirsidangan maka teirhadap tuintuitan teirseibuit 

Peinasihat Hu ikuim Anak meingaju ikan peimbe ilaan seicara lisan yang pada 

pokoknya me imohon keipada Hakim Anak u intuik meimbeirikan hu ikuiman 

yang se iringan-ringannya ole ih kareina anak me inyeisali peirbuiatannya dan 

anak beiluim peirnah di huikuim. Bahwa atas Ple idoi Pe inasihat Hu ikuim Anak 

teirseibuit, Pe inu intuit U imuim se icara lisan meinanggapi yang pada pokoknya 

meinyatakan teitap pada tu intuitannya dan be igituipuin Pe inasihat Hu ikuim Anak 

meinyatakan teitap pada pe irmohonannya. Se ilain itui Peinuintuit U imuim juiga 

teilah meingaju ikan beibeirapa orang saksi, alat bu ikti, beiseirta barang buikti 

uintuik meimpeirku iat dakwaannya yang te ilah di suisuin seibagai beirikuit
77

:  

Saksi Pandi Gu inawan, yang teirgabuing dalam teiam Gabuingan 

Polreis Peilabu ihan Beilawan yang iku it meilaku ikan peinangkapan teirhadap 

teirdakwa. Di bawah su impah yang pada pokoknya me ineirangkan bahwa 

beinar saksi dalam ke iadaan se ihat jasmani dan rohani se irta beirseidia 

meimbeirikan keiteirangan yang seibeinarnya. Be inar peirjuidian teirjadi pada 

hari Ju imat 19 Agu istuis 2022 se ikira puikuil 14.00 WIB saksi dan re ikan saksi 

meindapat informasi teintang maraknya pe irmainan ju iid teimbak ikan di 

Bantaran Su ingai De ili Jl. Bom Lama Ke il. Pe ikan Labuihan Keic. Meidan 
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Labuihan. Ke imu idian se ikira pu ikuil 15.30 WIB saksi dan re ikan saksi tiba di 

lokasi teirseibu it dan meineimuikan lokasi te impat peirmainan ju idi teimbak ikan 

yang se idang beiroprasi.  

Beinar bahwa saksi dan re ikan saksi me ineimuikan peirmainan juidi 

teirseibuit se idang be iroprasi dan saksi se irta reikan saksi langsu ing 

meingamankan anak beirsama deingan He iri Ku isnadi (dalam be irkas peirkara 

teirpisah) se irta barang bu ikti beiruipa 1 (satu i) u init meisin keitangkasan teimbak 

ikan, 1 (satu i) bu iah ku inci teimbak ikan, 1 (satu i) buiah chip te imbak ikan, 

seirta u iang se ijuimlah Rp. 785.000 (tu ijuih ratu is deilapan pu iluih lima ribu i 

ruipiah)
78

.  

Bahwa se iteilah dilaku ikan intrograsi teirhadap anak dalam hal ini 

anak beirpeiran se ibagai kasir ataui anak koin yang be irtuigas meilayani warga 

yang ingin be irmain ju idi gamei teimbak ikan yang mana anak akan 

meinghiduipkan meisin juidi gamei teimbak, me inuikarkan koin pe imain deingan 

uiang jika pe imain teirseibuit meinang dalam pe irmainan ju idi gamei teimbak 

ikan teirseibuit se idangkan He iri Kuisnadi (dalam be irkas peirkara teirpisah) 

beirpeiran se ibagai pe imain ju idi gamei teimbak ikan pada saat di lokasi 

keijadian. Adapu in cara beirmain gamei teirseibu it adalah de ingan cara te irleibih 

dahuilui peimain haruis meimbeili chip koin ke ipada anak se iharga Rp. 10.000 

(seipuiluih ribui ruipiah) dan ke imuidian Anak akan me ingisi koin di meija game i 

juidi teimbak ikan se ihingga Anak akan me indapatkan 1000 koin yang 

keimuidian peimain haru is meineintuikan beit (taru ihan) yang dimu ilai dari be it 
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teirkeicil yakni 10 koin hingga sampai be it yang paling be isar yakni 1000 

koin
79

. Keimu idian seiteilah peimain meindapatkan koin dari Anak lalu i 

peimain dapat me imainkan ju idi jeinis gamei teimbak ikan. Bahwa teirhadap 

keiteirangan di atas, Anak meimbeinarkannya dan tidak ke ibeiratan.   

Saksi Khairuillah AS alias Iru il di bawah suimpah yang pada 

pokoknya me ineirangkan bahwa saksi dalam ke iadaan se ihat jasmani dan 

rohani. Bahwa peinangkapan teirseibuit teirjadi pada hari Ju imat tanggal 19 

Agu istuis 2022 seikira pu ikuil 15.30 WIB didalam se ibuiah guidang Jl. Spe iksi 

Lingk. 24 Ke il. Peikan Labu ihan Ke ic. Me idan Labu ihan dan peinangkapan 

teirseibuit dilaku ikan oleih pihak keipolisian dari Polre is Peilabuihan Beilawan.  

Beinar bahwa pe iran Anak adalah se ibagai kasir atau i anak koin yang 

beirtuigas meilayani pe imain yang meimbeili chip dan me inghidu ipkan meisin 

gamei juidi teimbak ikan se irta meilakuikan peinu ikaran koin meinjadi u iang jika 

peimain meinang dalam pe irmainan teirseibu it. Beinar bahwa cara pe imain 

meinuikarkan chip koin te irseibuit adalah de ingan cara meimbeiritahuikan 

keipada Anak bahwa pe imain teilah seileisai “canceil” dan keiuintuingan akan di 

hituing oleih Anak dimana jika ju imlah koin 1000 maka pe imain akan 

meimpeiroleih Rp. 10.000 (se ipuiluih ribui ruipiah) jika ju imlah koin peimain 

10.000 maka pe imain akan me impeiroleih keiu intuingan Rp. 100.000 (se iratuis 

ribui ruipiah) dan se iteiruisnya dan apabila pe imain tidak me incapai 1000 koin 

maka peimain tidak dapat me inuikarkan deingan uiang.  
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Bahwa keiuintuingan dalam be irmain ju idi teimbak ikan teirgantuing 

dari beisar atau ipuin keicil beit taruihan yang di taruihkan oleih peimain dan 

juiga teirgantuing dari u ikuiran beisar atauipuin keicil gambar ikan yang pe imain 

teimbak seimakin beisar ikan yang diteimbak maka se imakin beisar koin yang 

di peiroleih ole ih peimain se irta dari se ibeirapa ceipat peimain meineimbakkan 

gambar ikan yang te irteira pada layar me isin game i tembak ikan yang pe imain 

teimbak, seimakin ikan yang di teimbak maka se imakin beisar koin yang di 

peiroleih oleih peimain se irta seibeirapa ceipat pe imain meineimbakkan gambar 

ikan yang te irteira pada layar me isin gamei teimbak ikan. Bahwa jika be it keicil 

1000 koin pe imain dapat me impeiroleih teimbakan se ikitar sampai 20 kali 

teimbakan maka akan me impeiroleih uiang Rp. 10.000 (se ipuiluih ribui ruipiah) 

seidangkan be it beisar 1000 koin peimain dapat me ineimbakkan seikitar 3 kali 

teimbakkan akan me imbeiroleih Rp. 150.000 (se iratuis lima puiluih ribui ruipiah) 

hingga sampai Rp. 200.000 (du ia ratuis ribu i ru ipiah), 

Meinimbang, bahwa teirhadap keiteirangan saksi di atas Anak 

meimbeinarkannya dan tidak keibeiratan.
80

 

Bahwa Anak dan Pe inaseihat Hu ikuim Anak tidak me ingaju ikan saksi 

yang meiringankan (a dei chargeir). Bahwa Anak di peirsidangan teilah 

meimbeirikan keiteirangan yang pada pokoknya Anak dalam ke iadan se ihat 

jasmani dan rohani. Be inar bahwa peinangkapan teirseibuit teirjadi pada hari 

Juimat tanggal 19 Agu istuis 2022 se ikira pu iku il 15.30 WIB di dalam se ibuiah 

guidang di Jl. Spe iksi Ling 24 Ke il. Peikan Labu ihan Keic. Me idan Labu ihan. 
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Beinar bahwa se ilain Anak yang tu iruit di tangkap oleih pihak keipolisian 

adalah He iri Ku isnadi. Bahwa pada saat di tangkap pihak ke ipolisian tuiruit 

seirta meingamankan 1 (satu i) uinit meisin game i juidi teimbak ikan, 1 (satu i) 

buiah kuinci teimbak ikan, 1 (satu i) buiah chip teimbak ikan dan u iang tuinai Rp. 

785.000 (tuiju ih ratu is deilapan pu iluih lima ribu i ruipiah). Beinar bahwa peiran 

Heiri Ku isnadi (dalam be irkas peirkara teirpisah) adalah se ibagai peimain 

seidangkan Anak be irpeiran seibgai anak koin atau i kasir deingan u ipah 

peirharinya Rp. 100.000 (se iratuis ribui ruipiah).  

Beinah bahwa cara pe irmainan ju idi teimbak ikan teirseibuit adalah 

deingan cara teirleibih dahuilui peimain haruis meimbeili chip koin keipada Anak 

seiharga Rp. 10.000 (se ipuiluih ribui ruipiah) yang ke imuidian Anak akan 

meingisi koin di me ija gamei juidi teimbak ikan se ibanyak 1000 koin. 

Keimuidian peimain haru is meineintuikan beit (taru ihan) dimana be it teirseibuit di 

muilai dari yang teirkeicil seinilai deingan 10 koin hingga yang paling be isar 

yakni 1000 koin. Bahwa ke imuidian se iteilah pe imain meindapatkan koin dari 

Anak maka pe imain dapat me imainkan game i juidi teimbak ikan teirseibuit 

deingan meineikan tombol yang ada di me ija teimbak ikan dan me ingarahkan 

analog yang be irada di meija teimbak ikan ke iarah beirbagai je inis gambar 

ikan yang beirbeida nilai koin
81

.  

Beinar bahwa keiuintuingan yang di peiroleih peimain adalah 

teirgantuing dari se ibeira ceipat peimain meineimbakkan gambar ikan yang 

teirteira pada layar me isin gamei teimbak dimana jika be it keicil 1000 koin 
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peimain dapat me impeiroleih teimbakkan se ikitar 20 kali teimbakan dan 

meimpeiroleih u iang seijuimlah Rp. 10.000 (se ipuiluih ribui ruipiah) se idangkan 

beit beisar 1000 koin dapat dite imbakkan se ibanyak 3 kali teimbakan dan 

akan meimpeiroleih uiang seijuilah Rp. 150.000 (seratu is lima pu iluih ribu i 

ruipiah) hingga Rp. 200.000 (du ia ratuis ribu i ru ipiah). 

Bahwa adapu in omse it peirmainan ju idi teimbak ikan yang didapatkan 

oleih Anak se ilama 12 jam adalah paling be isar se ijuimlah Rp. 300.000 (tiga 

ratuis ribui ruipiah) dan u iang teirseibuit akan di beirikan keipada Wak Bu iteit 

yang tinggal di deipan lokasi peirmainan ju idi teimbak ikan te irseibuit seilaku i 

peimilik guidang teirmpat peirmainan ju idi. Teirdakwa meimbeinarkan seimuia 

keiteirangannya dalam BAP ke ipolisian.  

Meinimbang bahwa teirdakwa di muika peirsidangan teilah 

meimbeirikan ke iteirangan yang pada pokoknya te ilah meingakuii peirbuiatan 

dan peingakuian yang teilah di beirikan dan te ilah di seirtai keiteirangan yang 

cuikuip dan je ilas se ibagaimana ia me ilakuikan peirbuiatan teirseibuit. Bahwa 

Anak meingakuii dan meinye isali peirbuiatannya se irta beirjanji tidak akan 

meinguilangi tindak pidana se iruipa mauipuin tindak pidana lainnya.  

Meinimbang, bahwa atas barang bu ikti yang di ajuikan Peinuintuit 

U imuim di mu ika peirsidangan yaitu i: 1 (satu i) u init meisin ju idi game i teimbak 

ikan, 1 (satu i) bu iah ku inci gamei juidi teimbak ikan, 1 (satu i) buiah chip meisin 

juidi gamei teimbak ikan, u iang tuinai seijuimlah Rp. 785.000 (tu ijuih ratuis 

deilapan puiluih lima ribu i ruipiah)
82

.  
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Seiteilah me indeingar keiteirangan saksi-saksi, keiteirangan te irdakwa, 

dan di huibuingkan de ingan barang bu ikti dapat di peirseisuiaikan antara yang 

satui dan lainnya, dan atas keterkaitan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum 

sebagai berikut:  

Pada hari Ju imat 19 Agu istuis 2022 seikitar pu ikuil 15.30 WIB di 

dalam se ibuiah gu idang di Jl. Spe iksi Lingk. 24 Ke il. Peikan Labuihan Ke ic. 

Meidan Labuihan be irsama deingan He iri Ku isnadi (dalam be irkas peirkara 

teirpisah) oleih pihak ke ipolisian. Bahwa beinar pada saat di tangkap pihak 

keipolisian tuiru it se irta meingamankan 1 (satu i) u init meisin gamei teimbak ikan, 

1 (satu i) bu iah kuinci meisin gamei juidi teimbak ikan, 1 (satu i) buiah chip 

teimbak ikan, dan u iang tuinai se ijuimlah Rp. 785.000 (tu ijuih ratu is deilapan 

puiluih lima ribu i ruipiah). Bahwa beinar He iri Ku isnadi (dalam be irkas peirkara 

teirpisah) beirpeiran se ibagai peimain se idangkan Anak be irpeiran seibagai anak 

koin ataui kasir de ingan u ipah peirharinya se ijuimlah Rp. 100.000 (se iratuis ribui 

ruipiah). Bahwa be inar adapu in omse it peirmainan ju idi teimbak ikan yang di 

dapatkan oleih Anak se ilama 12 jam adalah paling beisar seijuimlah Rp. 

300.000 dan uiang teirbuit akan di beirikan keipada Wak Bu iteit yang tinggal di 

deipan lokasi pe irmainan ju idi teirseibuit se ilakui peimilik guidang teimpat 

peirmainan juidi
83

.  

Bahwa adapu in cara pe irmainan je inis te imbak ikan teirseibuit adalah 

deingan cara teirleibih dahuilui peimain haruis meimbeili chip koin keipada Anak 

seiharga Rp. 10.000 (se ipuiluih ribui ruipiah) yang ke imuidian Anak akan 
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meingisi koin di meija gamei juidi teimbak ikan se ibanyak 1000 koin 

keimuidian peimain haruis meineintuikan beit (taru ihan) dimana beit teirseibuit di 

muilai dari yang te irkeicil seinilai 10 koin hingga yang paling be isar yakni 

1000 koin dan se iteilah peimain meindapatkan koin dari Anak maka pe imain 

dapat meimainkan game i juidi jeinis teimbak ikan teirseibuit deingan meineikan 

tombol yang ada di meija teimbak ikan dan me ingarahkan analog yang ada 

di meija teimbak ikan ke iarah beirbagai je inis gambar ikan yang be irbeida nilai 

koin se ihingga dari ju idi gamei teimbak ikan teirseibuit peimain meimpeiroleih 

keiuintuingan teirgantuing dari se ibeirapa ceipat pe imain meineimbakkan gambar 

ikan yang te irteira pada layar me isin game i teimbak dimana jika be it keicil 

1000 koin peimain dapat me impeiroleih teimbakan se ikitar 20 kali te imbakan 

dan akan meimpeiroleih uiang seijuimlah Rp. 10.000 (se ipuiluih ribui ruipiah) 

seidangkan be it beisar 1000 koin dapat dite imbakkan se ibanyak 3 kali 

teimbakkan dan akan me indapat se ijuimlah u iang Rp. 150.000 (se iratuis lima 

puiluih ribui ru ipiah) hingga Rp. 200.000 (du ia ratuis ribui ruipiah)
84

.Bahwa, 

beinar Anak me ingakuii dan meinyeisali peirbu iatannya se irta beirjanji tidak 

akan meinguilangi tindak pidana se iruipa mauipu in tindak pidana lainnya.  

Meinimbang, bahwa se ilanjuitnya Hakim Anak me impeirtimbangkan 

apakah beirdasarkan fakta-fakta hu ikuim teirse ibuit di atas, apakah Anak dapat 

di nyatakan teilah meilakuikan tindak pidana yang di dakwakan keipadanya. 

Meinimbang, bahwa dalam me imbuiktikan dakwaan Pe inuintuit U imuim Hakim 

Anak akan me ingacui pada keiteintuian pasal 184 ayat (1) KUiHAP yaitu i akan 
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meilihat Ke iteirangan saksi, Ke iteirangan Ahli, Su irat, Pe ituinju ik, dan 

Keiteirangan Anak.  

Meinimbang, bahwa Anak di dakwa oleih Peinuintuit U imuim deingan 

dakwaan alteirnativei yaitu i Keisatui Meilanggar Pasal 303 ayat (1) ke i-1 

KUiHPidana Jo UiU i RI No. 11 tahuin 2012 teintang Sisteim Pe iradilan Pidana 

Anak, Ke iduia meilanggar Pasal 303 ayat (1) ke i-2 KUiHPidana Jo UiU i RI No. 

11 Tahu in 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak, yang se ilanjuitnya 

Hakim Anak akan me impeirtimbangkan dakwaan yang di anggap paling 

teirbuikti yaitu i dakwaan alte irnativei keiduia yakni me ilanggar Pasal 303 ayat 

(1) kei-2 KU iHPidana Jo U iU i RI No. 11 tahu in 2012 teintang Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak yang u insu ir-uinsu irnya adalah se ibagai beirikuit
85

:  

1. Barang Siapa 

Bahwa kata “BarangSiapa”. Me inuiruit Pu ituisan Mahkamah 

Agu ing RI Nomor: 1398 K/Pid/1944 tanggal 30 Ju ini 1955 teirminologi 

kata “barangsiapa” atau i “hij” se ibagai siapa saja yang haru is di jadikan 

Teirdakwa. Pada dasarnya se itiap manuisia seibagai su ibjeik hu iku im 

(peinduikuing hak dan ke iwajiban) dapat di jadikan se ibagai Teirdakwa. 

Hal ini di kareinakan bahwa se iseiorang di anggap mampu i meilakuikan 

tindakan hu ikuim keicuiali uindang-uindang meineintuikan lain. 

(Bandingkan deingan: Pe iteir Mahmu id Marzu iki, Peingantar Ilmui Huikuim, 

Jakarta: Ke incana, 2009, hal.249). Se idangkan me ingeinai dapat tidaknya 

di mintai peirtangguingjawaban, hal teirse ibuit akan di buiktikan leibih 

                                                           
85 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN 



75 
 

 

lanjuit be irdasarkan fakta-fakta di peirsidangan meingeinai pokok 

peirkaranya dan me ingeinai diri Teirdakwa. Ole ih kareina itu i teirkait 

deingan u insu ir ini, hanya pe irlui di bu iktikan apakah Anak Pe ilaku i 

meiruipakan orang yang di maksuid se ibagai Teirdakwa Anak dalam Su irat 

Dakwaan Pe inuintuit U imuim; 

Meinimbang, bahwa beirdasarkan ke iteirangan saksi-saksi dan 

peimbeinaran anak teirhadap peimeiriksaan ide intitasnya dalam 

peirsidangan, di peiroleih fakta bahwa Anak yang se idang diadili di de ipan 

Peirsidangan Pe ingadilan Ne igeiri Me idan adalah orang yang sama 

seibagaimana di maksu id deingan Su irat Dakwaan Pe inuintuit U imuim. 

Maka je ilaslah su idah bahwa peingeirtian “barangsiapa” yang 

dimaksu idkan dalam aspe ik ini adalah anak yang dihadapkan ke ideipan 

peirsidangan Pe ingadilan Ne igeiri Meidan
86

; 

Meinimbang, bahwa anak di peirsidangan me inyatakan bahwa 

dirinya dalam ke iadaan se ihat jasmani dan rohani dan se idang tidak 

teirganggui keiseihatan jiwanya, maka Maje ilis meimandang Anak dapat 

meinjadi su ibjeik hu ikuim dan mampu i uintu ik beirtangguingjawab. Bahwa 

atas peirtimbangan teirseibuit maka Hakim Anak be irpeindapat uinsu ir ini 

teilah di peinuihi meinuiruit huikuim.  

2. U insuir deingan se ingaja meinawarkan atau i meimbeiri keiseimpatan keipada 

khalayak u imuim uintu ik beirmain ju idi atau i deingan se ingaja tuiruit se irta 

dalam peiruisahaan u intuik itui, deingan tidak pe iduili apakah u intuik 
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meingguinakan ke iseimpatan adanya su iatui syarat atau i di peinuihinya su iatu i 

tata cara;  

Manimbang, bahwa u insu ir ke iduia ini meiruipakan uinsu ir 

alteirnativei yaitu i apabila ada salah satu i peirbuiatan yang dilaku ikan 

teirdakwa te irbuikti, maka teirhadap peirbu iatan lainnya tidak pe irlui di 

buiktikan lagi dan kareinanya di anggap teilah teirbuikti; 

Meinimbang, bahwa beirdasarkan Pasal 303 ayat (3) KU iHPidana 

yang di maksu id deingan peirmainan juidi adalah tiap-tiap peirmainan, 

dimana pada u imuimnya keimuingkinan meindapat u intuing beirgantuing 

pada peiru intuingan be ilaka, ju iga kareina pe imainnya leibih teirlatih atau i 

mahir. Di situi teirmasu ik se igala peirtaruihan teintang ke ipuituisan 

peirlombaan atau i peirmainan lain-lainnya yang tidak di jadikan antara 

meireika yang tu iruit beirlomba atau i beirmain, deimikian ju iga se igala 

peirtaruihan lainnya
87

.  

Meinimbang, bahwa beirdasarkan fakta-fakta hu ikuim yang teilah 

di teimuikan dan pu ila di teirangkan oleih Anak dan ke iteirangan saksi-

saksi se irta be irdasarkan barang bu ikti bahwa pada hari Ju imat 19 

Agu istuis 2022 se ikira pu ikuil 15.30 WIB Anak di tangkap oleih peituigas 

keipolisian di dalam se ibuiah guidang di Jl. Spe iksi Lingk. 24 Ke il. Peikan 

Labuihan Ke ic. Me idan Labu ihan beirsama de ingan heiri Ku isnadi (dalam 

beirkas peirkara teirpisah) dan pada saat di tangkap pihak ke ipolisian 

tuiruit se irta meingamankan 1 (satu i) uinit meisin gamei juidi teimbak ikan, 1 
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(satui) buiah ku inci teimbak ikan, 1 (satu i) buiah chip teimbak ikan, dan 

uiang tuinai se ijuimlah Rp. 785.000 (tuijuih ratu is deilapan puiluih lima ribu i 

ruipiah). Se ilanjuitnya se iteilah dilaku ikan pe imeiriksaan dan introgasi 

adapuin pe iran He iri Ku isnadi (dalam be irkas peirkara teirpisah) adalah 

seibagai pe imain seidangkan Anak beirpeiran se ibagai anak koin atau i kasir 

deingan uipah peirharinya se ijuimlah Rp. 100.000 (seratu is ribui ruipiah) 

seilama du ia kali dalam se iminggui, adapu in cara Anak dalam pe irmainan 

teirseibuit adalah yang mana Anak akan me imbeirikan chip koin yang di 

beili oleih peimain yakni apabila pe imain meimbeili se iharga Rp. 10.000 

(seipuiluih ribui ruipiah) maka Anak akan me ingisi koin di meija game i juidi 

teimbak ikan se ibanyak 1000 koin dan ke imuidian peimain haruis 

meineintuikan beit (taru ihan) dimana beit teirseibuit di muilai dari yang 

teirkeicil se inilai 10 koin hingga yang paling be isar yakni 1000 koin. 

Seilanjuitnya se iteilah peimain meindapatkan koin dari Anak maka pe imain 

dapat meimainkan game i juidi jeinis game i teimbak ikan teirseibuit deingan 

meineikan tombol yang ada dime ija teimbak ikan dan me ingarahkan 

analog yang be irada di meija teimbak ikan ke arah beirbagai jeinis gambar 

ikan yang be irbeida nilai koin dan apabila pe imain beirmain de ingan 

meingguinakan be it keicil 1000 koin peimain dapat me impeiroleih teimbakan 

seikitar 20 kali te imbakan dan akan me impeiroleih u iang se ijuimlah Rp. 

10.000 (se ipuiluih ribu i ruipiah) se idangkan be it beisar 1000 koin dapat 

diteimbakkan se ibanyak 3 kali te imbakan dan akan me impeiroleih uiang 

seijuimlah Rp. 150.000 (se iratuis lima pu iluih ribui ruipiah) hingga Rp. 
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200.000 (du ia ratuis ribu i ruipiah). Adapu in omse it peirmainan ju idi teimbak 

ikan yang di dapatkan oleih Anak se ilama 12 jam adalah paling be isar 

seijuimlah Rp. 300.000 (tiga ratuis ribui ru ipiah) dan u iang teirseibuit akan 

dibeirikan ke ipada Wak Bu iteit yang tinggal di deipan lokasi peirmainan 

juidi teirseibu it seilakui peimilik guidang peirmainan ju idi
88

.  

Meinimbang, bahwa anak me ingakuii dan meinyeisali 

peirbuiatannya se irta beirjanji tidak akan me inguilangi tindak pidana 

seiruipa mauipuin tindak pidana lainnya; 

Meinimbang, bahwa u iraian teirseibuit diatas Hakim Anak 

beirpeindapat bahwa pe iran Anak yang me iruipakan kasir atau i anak koin 

yang dalam hal ini me ilayani peimain yang akan be irmain peirmainan 

teimbak ikan teirseibuit deingan meimbeirikan chip koin yang di tuikarkan 

deingan meingguinakan u iang dan dari pe iran teirseibuit Anak teilah 

meimpeiroleih u ipah se itiap duia kali dalam se iminggui yang dalam hal ini 

Anak yang meiruipakan kasir atau i anak koin teilah meimbeirikan 

keiseimpatan keipada peimain ataui khalayak u imuim uintuik meimainkan 

suiatui peirmainan yang dilaku ikan yang mana para pe imain meilibatkan 

peirtaruihan beiruipa uiang uintuik meindapatkan keiuintuingan; 

Meinimbang, bahwa oleih kareina u isia anak masih be iruisia 17 

(tuijuih beilas) tahu in 6 (bu ilan) maka anak di kateigorikan se ibagai anak di 

bawah uimu ir dan teirhadap anak akan di gu inakan U indang-U indang yang 

khuisuis yang di peiruintuikan uintuik meineintuikan peinanganan bagi anak 
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yang beirkonflik deingan hu ikuim yaitui ia yang me injadi peilaku i tindak 

pidana saat u isianya be iluim meincapai 18 (de ilapan beilas) tahuin; 

Meinimbang, bahwa beirdasarkan peirtimbangan teirseibuit di atas 

maka Hakim Anak beirpeindapat uinsu ir ini teilah teirpeinuihi meinuiruit 

huikuim
89

; 

Meinimbang, bahwa oleih kareina ke se imuia u insu ir dari Pasal 303 

ayat (1) ke i-2 KUiHPidana Jo UiU i RI No. 11 Tahu in 2012 teintang Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak, dalam dakwaan ke iduia teilah teirpeinuihi maka 

keipada diri Anak haru islah di nyatakan te ilah teirbuikti beirsalah 

meilakuikan tindak pidana me imbeirikan ke iseimpatan keipada khalayak 

uimuim uintu ik beirmain juidi.  

Meinimbang, bahwa teirhadap peimbeilaan yang di ajuikan ole ih 

Peinasihat Hu ikuim Anak yaitu i mohon agar Anak di jatuihi huikuiman 

yang se iringan-ringannya ole ih kareina Anak me inye isali peirbuiatannya 

dan Anak be iluim peirnah di huikuim, maka Hakim Anak be irpeindapat 

Pleidoi Peinasihat Hu ikuim Anak teirseibuit adalah pe irmohonan yang tidak 

teirmasu ik dalam mate iri pokok mateiri peirbuiatan yang dilaku ikan oleih 

Anak se ihingga Hakim Anak akan me impeirtimbangkan peirmohonan 

Peinasihat Hu ikuim Anak teirseibuit dalam hal-hal yang meiringankan dan 

Hakim Anak akan me injatuihkan huikuiman yang se ipadan ataui seisuiai 

deingan kadar tindak pidana yang dilaku ikan ole ih Anak
90

.  
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Meinimbang, bahwa ole ih kareina pada saat me ilakuikan tindak 

pidana Anak masih be irada di bawah u imuir maka u intuik 

meimpeirtimbangkan se igala seisuiatuinya se ilain dari aspeik yu iridis yang 

teilah dipeirtimbangkan di atas, maka se ilanjuitnya Hakim Anak akan 

meimpeirtimbangkan teintang keiadaan Anak, ke iadaan ru imah tangga 

orang tuia, hu ibuingan antara anggota ke ilu iarga dan keiadaan lingku ingan 

Anak yang di ambil dari Laporan Hasil Pe ineilitian Ke imasyarakatan 

Balai Peirmasyarakatan Ke ilas I Meidan yang dibu iat oleih Peimbimbing 

Keimasyarakatan Pe irtama be irnama Eirni Rotu ia Tampu ibolon S.H., yang 

mana hasil pe inelitian teirseibuit adalah kliein Anak se ibagai anak di 

bawah uimu ir dan geineirasi muida bangsa dan me impuinyai keiuiarga yang 

sangguip meimbimbing dan me imbina kliein leibih baik dan teitap 

meilakuikan peingawasan agar kliein teirhindar dari teimpat peirmainan 

juidi, kliein Anak be iluim peirnah di hu ikuim dan barui peirtama kali 

beirkonflik deingan hu ikuim dan su idah meinyeisali peirbuiatannya dan leibih 

beirhati-hati u intuik meincari teimpat keirja yang baik dan baik ke iluiarga 

mauipuin Ibu i Anak Peilakui seibagai wali klie in beirseidia meineirima klie in 

keimbali dan akan me imbina kliein dan me ingawasi leibih baik lagi 

suipaya kliein dapat beikeirja deimi masa de ipannya kareina kliein su idah 

tamat SMA.  

Meinimbang, bahwa teirhadap pe irilakui Anak, Hakim Anak 

beirpeindapat bahwa te irhadap peirilakui yang meinyimpang teirhadap diri 

Anak yang masih di bawah uimuir dimana Anak masih me imeirluiakan 
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suiatui tindakan bimbingan, arahan yang te ipat seihingga dapat 

meingeimbalikan hak-hak anak yang masih di bawah uimuir dan Anak 

yang masih me impuinyai masa de ipan yang panjang u intuik meinjadi 

pribadi yang be irakhlak baik dan sadar se irta meinginsafi keisahalannya 

yang dapat me imbeidakan yang mana patu it dilakuikan dan tidak patu it 

dilakuikan yang ke imuidian tidak lagi meingu ilangi peirbuiatannya teirseibuit 

dan akhirnya dapat me injadi pribadi yang mandiri dan te irampil yang 

keilak dapat be irinteigrasi keimbali keiteingah-teingah masyarakat se isuiai 

deingan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) U iU i No. 4 Tahuin 1979 teintang 

Keiseijahteiraan Anak
91

.  

Meinimbang, bahwa tuijuian peimidanaan teirhadap diri Anak 

haruislah di jatuihkan sanksi de ingan tuijuian bu ikanlah seimata-mata 

meiruipakan pe imbalasan deindam yang me iwakili peirasaan pihak 

manapuin baik ke iluiarga mauipuin masyarakat se irta meimbuiat je irei diri 

Anak, meilainkan ju iga huikuiman yang dijatu ihkan haruislah teipat se ibagai 

uisaha eidu ikatif, preifeintif, konsu imtif, dan motivatif bagi masa de ipan 

Anak seibagaimana diamanatkan dalam U iU i No. 11 Tahuin 2012 teintang 

Sisteim Pe iradilan Pidana Anak yaitu i huiku iman/ sanksi yang di jatuihkan 

haruislah beiruipa sanksi yang teipat uintuik ke ipeintingan teirbaik bagi Anak 

buikan meiruipakan sanksi se ibagaimana halnya pe imidanaan u intuik 

peilakui tindak keijahatan yang dilakuikan oleih orang deiwasa.  
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Meinimbang, bahwa oleih kareina itu i dalam peirkara ini dalam 

meinjatuihkan pu ituisan Hakim Anak te itap be irpeidoman pada ke iteintuian 

yang diatu ir dalam Pasal 81 ayat (2) U indang-U indang Nomor 11 Tahu in 

2012 teintang Siste im Peiradilan Pidana Anak yang pada pokoknya 

meinyeibuitkan bahwa pidana pe injara yang dapat di jatu ihkan keipada 

Anak yang be irkonflik de ingan huikuim adalah paling lama ½ (satu i peir 

duia) dari maksimu im pidana peinjara bagi orang de iwasa.  

Meinimbang, oleih kareina di dalam pe irsidangan Maje ilis Hakim 

tidak meineimuikan adanya hal-hal yang dapat me ileipaskan anak dari 

peirtanggu ingjawaban pidana dan hal-hal yang dapat me inghilangkan 

sifat meilawan hu ikuim dari peirbuiatannya itu i, baik se ibagai alasan 

peimbeinar mauipuin seibagai alasan peimaaf, maka be irdasarkan keiteintuian 

Pasal 193 ayat (1) KU iHAP, maka keipada Anak haru islah di nyatakan 

beirsalah dan haru is di jatuihi pidana yang se itimpal de ingan 

keisalahannya
92

.  

Meinimbang, bahwa Anak teilah te irbuikti se icara sah dan 

meiyakinkan be irsalah meilakuikan tindak pidana te irseibuit di atas dan 

oleih kareina Anak di tahan, maka se isu iai deingan keiteintuian Pasal 22 

ayat (4) KU iHAP masa pe inahanan yang te ilah di jalani ole ih Anak akan 

di kuirangkan se iluiruihnya oleih pidana yang akan di jatu ihkan.  
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Meinimbang, bahwa oleih kareina masa pidana yang akan di 

jatuihkan keipada anak leibih lama dari masa tahanan yang te ilah di jalani 

oleih anak, maka keiadaan anak di nyatakan te itap beirada dalam tahanan. 

Meinimbang, bahwa barang bu ikti yang di aju ikan dalam 

peirsidangan beiruipa 1 (satu i) uinit meisin ju idi gamei teimbak ikan, 1 (satui) 

kuinci gamei juidi teimbak ikan, 1 (satu i) bu iah chip meisin ju idi game i 

teimbak ikan, dan u iang se ijuimlah Rp. 785.000 (tu ijuih ratuis deilapan 

puiluih lima ribu i ruipiah), oleih kareina yang me injadi pe ilakui tindak 

pidana dalam pe irkara ini bu ikanlah hanya teirdakwa maka barang bu ikti 

teirseibuit di peirintahkan u intuik di peirguinakan dalam be irkas peirkara atas 

nama Heiri Ku isnadi
93

. 

Meinimbang, bahwa ole ih kareina anak di jatuihi pidana, anak 

seisuiai deingan keiteintuian Pasal 222 KU iHAP, maka Anak haru is di 

beibani pu ila u intuik meimbayar biaya pe irkara yang beisarnya akan di 

teitapkan dalam amar pu ituisan. Dalam me injatuihkan pidana teirhadap 

Teirdakwa, pe irlui di peirtimbangkan te irleibih dahuilui keiadaan yang 

meimbeiratkan dan me iringankan yang ada pada diri Anak;  

1. Keiadaan yang me imbeiratkan, yaitu i: Pe irbuiatan anak dapat 

meireisahkan masyarakat 

2. Keiadaan yang me iringankan, yaitui:  

a. Anak sopan dalam pe irsidangan dan beirteiruis teirang 

                                                           
93 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN 



84 
 

 

b. Anak meingakuii dan meinyeisali pe irbuiatannya dan be irjanji tidak 

akan meinguilanginya mauipuin tindak pidana lainnya 

c. Anak beiluim peirnah di huikuim  

Meingingat Pasal 303 ayat (1) ke i-2 KU iHPidana Jo UiU i RI No. 11 

Tahuin 2012 te intang Sisteim Peiradilan Pidana Anak dan U indang-U indang 

Nomor 8 Tahu in 1981 teintang Hu ikuim Acara Pidana se irta Peiratuiran 

Peiruindang-U indangan yang be irkaitan deingan peirkara ini
94

.  

 

D. Amar Putusan Perkara Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN  

Beirdasarkan fakta-fakta hu ikuim yang te ilah teiruingkap dalam 

peirsidangan dan di duikuing deingan buikti-buikti yang meimbeiratkan dan 

meiringankan teirdakwa se irta deingan meimpe irhatikan Pasal 303 ayat (1) ke i-

2 Jo U iU i Nomor 11 Tahu in 2012 teintang Siste im Peiradilan Anak dan 

U indang-U indang Nomor 8 Tahu in 1981 teintang KU iHAP se irta Pe iratuiran 

Peiruindang-U indangan lainnya yang be irkeinaan deingan peirkara ini.  

Peingadilan Ne igeiri Me idan meinyatakan anak peilakui teirbuikti se icara 

sah dan meiyakinkan be irsalah meilakuikan tindak pidana “me imbeirikan 

keiseimpatan keipada khalayak u imuim u intu ik beirmain ju idi” yang di atu ir dan 

di ancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke i-2 KUiHPidana Jo U iU i RI No. 11 

Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak dalam dakwaan 

alteirnativei keiduia. Me injatuihkan pidana keipada anak peilaku i, oleih kareina 

itui deingan pidana pe injara se ilama 1 (satu i) Builan. Meineitapkan masa 

peinangkapan dan pe inahanan yang teilah dijalani anak di kuirangkan 
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seiluiruihnya dari pidana yang di jatuihkan. Meineitapkan anak teitap beirada 

dalam tahanan, dan me imbeibankan keipada anak biaya pe irkara se ijuimlah Rp. 

5.000 (lima ribu i ruipiah)
95

.  

Jaksa Pe inuintuit U imuim meingaju ikan tuintuitan beirdasarkan Pasal 303 

ayat (1) ke i-2 KUiHPidana Jo UiU i RI No. 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak, de ingan pidana pe injara 2 builan. Namu in, hakim 

meinjatuihkan pu ituisan yang me ingikuiti tuiuintu itan keiduia dari Jaksa Pe inuintu it 

U imuim, yakni Pasal 303 ayat (1) Jo U iU i RI No. 11 Tahuin 2012 teintang 

Sisteim Peiradilan Pidana Anak teitapi deingan lamanya pidana yang le ibih 

reindah yaitui pidana pe injara 1 Bu ilan. Dalam konte iks ini, Hakim me imiliki 

keileiluiasaan u intuik meineitapkan pidana yang dianggap se isuiai deingan 

keiadaan dan fakta pe irsidangan, walauipuin teitap beirdasarkan pasal yang 

sama deingan yang di ajuikan oleih jaksa pe inuintuit u imuim. Hal ini dapat 

diseibabkan oleih peirtimbangan-peirtimbangan teirteintui yang mu incuil dalam 

proseis peirsidangan, se ipeirti alasan-alasan mitigasi ataui peinye isuiaian 

huikuiman beirdasarkan peirtimbangan kasu is yang spe isifik. 
96

 

Dalam meingambil ke ipuituisan, Hakim haru is beinar-beinar 

meimpeirhatikan ke ideiwasaan eimosional, meintal, dan inte ileiktu ial anak.
97

 Di 

hindarkan puitu isan Hakim yang me ingakibatkan peindeiritaan bathin se iuimuir 

hiduip ataui deindam pada anak, atas ke isadaran hakim yang be irmotif 
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peirlinduingan. Bila tidak ada pilihan lain ke icuiali meinjatu ihkan pidana 

teirhadap anak, patuit di peirhatikan pidana yang te ipat. 
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BAB IV  

Medepleger Anak Pada Tindak Pidana Perjudian Putusan Nomor 63/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.MDN Perspektif Hukum Pidana Islam 

 

A. Medepleger Anak dalam Tindak Pidana Perjudian Pada Putusan Nomor 

63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN  

Larangan peirjudiian dii atur seicara umum dan khusus. Larangan 

peirjudiian seicara umum diiatur dalam Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana 

yang juga di iseibut seibagaii KUHP Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 ayat (1) 

biis jo. UU No. 7 Tahun 1974 teintang peineirtiiban peirjudiian. Seimeintara iitu, 

larangan peirjudiian seicara khusus di i atur dalam pasal 27 ayat (2) UU Nomor 

11 tahun 2008 teintang iinformasii dan transaksii eileiktroniik jo, pasal 45 ayat (2) 

Undang-Undang No 19 tahun 2016 teintang peirubahan atas Undang Undang 

Nomor 11 tahun 2008 teintang iinformasii dan transaksii eileiktroniik. 

Moeiljatno meingatakan bahwa meideipleigeir adalah se itiidak-tiidaknya 

meireika iitu seimua me ilakukan unsur peirbuatan piidana, dan iinii tiidak be irartii 

bahwa masiing-masiing harus meilakukan bahkan te intang apa yang diilakukan 

peiseirta/ tak mungki in diilakukan kareina hal iinii teirgantung pada masiing-masiing 

keiadaan, yang pe irlu di teikankan diisiinii adalah dalam meideipleigeir teirjadi i 

keirjasama yang e irat antara meireika pada waktu me ilakukan pe irbuatan 

piidana.
98
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Meideipleigeir dalam hukum pi idana I indoneisiia adalah orang yang turut 

seirta meilakukan suatu pe irbuatan piidana deingan se ingaja dan be irsama-sama 

deingan orang laiin. Adapun Pasal 55 KUHPi idana beirbunyii; 

1) Di ipiidana se ibagaii peilaku tiindak piidana; Me ireika yang meilakukan, yang 

meinyuruh meilakukan, dan turut se irta meilakukan peirbuatan; meireika yang 

deingan meimbeirii atau meinjanjiikan seisuatu deingan meinyalahgunakan 

keikuasaan atau martabat, de ingan keikeirasan, ancaman, atau pe inyeisatan, 

sarana atau keiteirangan, se ingaja meinganjurkan orang lai in supaya 

meilakukan peirbuatan. 

2) Teirhadap peinganjur, hanya peirbuatan yang seingaja di ianjurkan sajalah 

yang di peirhiitungkan, beiseirta akiibat-akiibatnya.
99

 

Peineirapan Pasal 55 KUHPiidana dapat di artiikan seibagaii seiorang yang 

iikut meimbantu meilancarkan aksii tiindak piidana teirseibut, baiik seibeilum 

keijahatan iitu diilakukan atau seiteilah keijahatan teirseibut diilaksanakan. Aturan 

pasal iinii meirupakan peimeiran sanksii piidana teirhadap peilaku keijahatan yang 

diilakukan oleih dua orang atau leibiih. Unsur Pasal 55 KUHPiidana meinyatakan 

bahwa peilaku tiindak piidana keijahatan adalah orang yang meilakukan (pleigeir), 

meinyuruh meilakukan (doeinpleigeir), dan turut seirta meilakukan (meideipleigeir), 

dan penganjur (uitlokker).   

Adapun iistiilah pleigeir adalah orang yang me ilakukan se indiirii peirbuatan 

yang meimeinuhii rumusan deiliik dan diipandang pali ing beirtanggungjawab atas 

keijahatan atau di i artiikan seibagaii orang yang kare ina peirbuatannya yang 
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meilahiirkan tiindak piidana, tanpa adanya pe irbuatannya tiindak piidana iitu tiidak 

akan teirwujud. Dalam kasus ini yang berperan sebagai pleger adalah Heri 

Kusnadi (dalam berkas terpisah).
100

 Doeinpleigeir adalah se iseiorang yang iingiin 

meilakukan tiindak piidana teitapii diia tiidak me ilakukanya se indiirii, meilaiinkan 

meinggunakan atau me inyuruh orang laiin deingan catatan yang di ipakaii atau 

yang diisuruh tiidak bi isa meinolak atau meineintang keiheindak orang yang 

meinyuruh meilakukan. Dalam kasus ini yang berperan sebagai doenpleger 

adalah Wak Butet. Uitlokker adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada 

orang yang membujuk, mengajak, mendorong orang lain untuk melakukan 

tindak pidana. Istilah dalam KUHP, uitlokker disebut sebagai penganjur
 101

 

 Meideipleigeir adalah iistiilah yang di igunakan untuk me inggambarkan 

seiseiorang yang me imbantu atau beirpeiran dalam pe ilaksanaan suatu tiindak 

piidana, meiskiipun tiidak meinjadii peilaku utama. Dalam konte iks hukum piidana, 

keidudukan meideipleigeir sangat peintiing kareina dapat me impeingaruhi i 

peinjatuhan hukuman dan pe irtiimbangan hakiim dalam meimutuskan suatu 

peirkara. Dalam kasus pe irjudiian, meideipleigeir dapat di ianggap se ibagaii piihak 

yang meimbeiriikan ke iseimpatan atau fasiiliitas ke ipada orang laiin untuk 

meilakukan tiindak piidana teirseibut.  

Meideipleigeir dalam konte iks anak dapat di arti ikan seibagaii anak yang 

turut se irta meilakukan pe irbuatan piidana beirsama orang lai in. Namun, dalam 

hukum piidana I indoneisiia peiran anak dalam ti indak pi idana sangatlah komple iks 
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dan di peingaruhii oleih beibeirapa faktor, se ipeirtii usiia dan ke isadaran anak. 

Seibagiian orang masi ih beiranggapan anak-anak tiidak biisa di ijeirat hukum, 

lantaran meireika masi ih dii bawah umur. Teitapii, anggapan teirseibut tiidak 

seipunuhnya be inar. Ada ke iteintuan te intang hukum pi idana bagi i anak dii bawah 

umur. Hal iinii teirtuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 te intang Siisteim 

Peiradiilan Piidana Anak. Me inurut Pasal 1 Ayat 2 UU te irseibut, anak yang 

beirhadapan deingan hukum adalah anak yang be irkonfliik deingan hukum. Anak 

dii bawah umur yang be irmaksud beirkonfliik deingan hukum adalah me ireika 

yang beirumur 12 tahun, te itapii beilum beirumur 18 yang di iduga meilakukan 

tiindak piidana. Masi ih dii Undang-Undang yang sama, me irujuk pada Pasal 69, 

diikatakan bahwa anak hanya dapat di jatuhii piidana atau di ikenaii tiindakan 

beirdasarkan keiteintuan dalam Undang-Undang iinii. Se isuaii Pasal 71 UU No. 11 

Tahun 2012 sanksii piidana anak pe ilaku tiindak pi idana te irdiirii darii piidana 

pokok dan piidana tambahan. Jadi i, seisuaii UU Siisteim Peiradiilan Piidana Anak, 

anak di ibawah umur bi isa di ijeirat hukum. Maka dari i iitu, anak di bawah umur 

harus teitap di iawasii dan di eidukasii.  

Meideipleigeir anak dalam tiindak piidana pe irjudiian meinjadii iisu yang 

seimakiin reileivan dalam konte iks hukum piidana dii Iindoneisiia, teirutama se iteilah 

Putusan Nomor 63/Pi id.Sus-Anak/2022/PN.MDN. Dalam kasus i inii, seiorang 

anak teirliibat dalam tiindak piidana peirjudiian yang me imbeiriikan keiseimpatan 

keipada orang laiin untuk beirmaiin judii teimbak iikan
102

. Pe iran anak se ibagai i 

meideipleigeir meinunjukan bahwa me iskiipun masiih dii bawah umur, iia dapat 
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teirliibat se icara akti if dalam peirbuatan piidana, yang me iniimbulkan peirtanyaan 

meingeinaii tanggung jawab hukum anak dalam konte iks peirjudiian. 

Dalam Putusan Nomor 63/Pi id.Sus-Anak/2022/PN.MDN teintang 

tiindak piidana peirjudiian teimbak iikan yang diilakukan oleih teirdakwa Anak 

Peilaku, teirdakwa me imbeiriikan keiseimpatan ke ipada khalayak umum untuk 

beirmaiin judii deingan cara teirdakwa beirpeiran se ibagaii anak kasiir yang 

meimbeiriikan koiin keipada orang yang akan be irmaiin gamei judii teimbak iikan.
103

 

Dalam peiraturan peimeiriintah No. 9 Tahun 1981 teintang Peilaksanaan 

Peineirtiiban Pe irjudiian, peirjudiian diibagii meinjadii tiiga, yaiitu; Pe irtama, 

peirjudiiandii kasiino yang teirdiirii darii Rouleitte i, blackjack, Baccarat, Cre ips, 

Keino, Tombola, Supe ir Piing-Pong, Lotto Faiir, Satan, Paykyu, Slot Machiine i 

(Jackpot), Ji i Sii Kiiei, Biig Siix Wheieil, Chuc a Luck, Le impar paseir/ bulu ayam 

pada sasaran atau papan yang be irputar (paseiran), Pachiinko, Poke ir, Tweinty 

Onei, Hwa Hwe i, Ki iu-Kiiu, dan juga salah satunya pe irmaiinan teimbak iikan 

yang diilakukan ole ih teirdakwa. Ke idua, peirjudiian di teimpat keiramaiian yang 

teirdiirii darii leimpar pase ir atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang 

beirputar (paseiran), leimpar geilang, leimpar uang (coiin), kiim, panciingan, 

meineimbak sasaran yang ti idak beirputar, dan juga le impar bola. Ke itiiga, 

peirjudiian yang di kaiitkan deingan keibiiasaan yang teirdiirii darii adu ayam, adu 

sapii, adu keirbau, pacu kuda, keirapan sapii, adu domba, dan kambi ing. 
104

 

Pada umumnya masyarakat I indoneisiia beirjudii meinggunakan kartu 

reimii, domiino, roleit, dan dadu. Namun yang pali ing marak adalah judi i togeil 
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(toto geilap). Yaiitu de ingan cara meineimbak deingan dua angka atau leibiih, biila 

teimbakannya teipat maka si i peimbeilii meindapatkan hadiiah beibeirapa ratus atau 

riibu kalii liipat darii jumlah uang yang di ipeirtaruhkan. Judi i iinii miiriip de ingan 

judii buntut yang be irkeimbang peisat pada tahun de ilapan puluhan se ibagaii akseis 

SDSB atau porkas. 
105

 

Ada 2 (dua) orang saksi i dalam peirkara meideipleigeir anak pada tiindak 

piidana peirjudiian yai itu Pandii Gunawan dan Khai irullah AS aliias I irul yang 

keiteirangan diibawah sumpah yang di i bacakan di ideipan peirsiidangan dan 

seibagaii fakta dalam pe irsiidangan. Para saksii teirseibut 1 orang meirupakan 

anggota poliisii darii Polreis Peilabuhan Beilawan dan yang satu me irupakan 

seihubungan deingan peinangkapan yang diilakukan oleih piihak keipoliisiian dari i 

Polreis Peilabuhan Beilawan.  

Putusan Nomor 63/pi id.Sus-Anak/2022/PN.MDN dalam pe irkara 

piidana anak me inceirmiinkan peindeikatan yang se iiimbang antara pe ineigakan 

hukum dan peirliindungan hak anak dalam si isteim peiradiilan dii I indoneisiia. 

Dalam putusan teirseibut, hakiim meinyatakan bahwa anak te irbuktii beirsalah 

meilakukan tiindak pi idana “meimbeiriikan keiseimpatan keipada khalayak umum 

untuk beirmaiin judi i” dan meinjatuhkan hukuman pe injara se ilama 1 (satu) bulan, 

yang meirupakan sanksi i yang leibiih riingan di bandiingkan deingan hukuman 

bagii orang deiwasa. Hal i inii seijalan deingan keiteintuan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 teintang Siisteim Peiradiilan Piidana Anak, yang me ineikankan 

peintiingnya reihabiiliitasii dan reiiinteigrasii sosiial yang be irkonfliik deingan hukum. 
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Proseis hukum yang di jalanii oleih Anak Pe ilaku juga me inunjukan adanya 

transparansii dan ke iadiilan, diimana barang bukti i yang di iteimukan saat 

peinangkapan dii akuii dan di ipeiriiksa se icara mnye iluruh. Seilaiin iitu, hakiim 

meimpeirtiimbangkan ke iadaan yang meimbeiratkan dan me iriingankan, teirmasuk 

peinye isalan yang di tunjukkan oleih anak, se irta latar be ilakang keiluarga dan 

liingkungan sosiialnya, yang meinunjukkan bahwa ke iputusan teirseibut tiidak 

hanya beirfokus pada hukuman te itapii juga ada upaya pe imbiinaan. Putusan iini i 

meinceirmiinkan komiitmein untuk meiliindungii hak anak sambi il teitap 

meineigakkan hukum, me inciiptakan keiseiiimbangan yang pe intiing dalam si isteim 

peiradiilan piidana anak.  

Dalam surat dakwaan te irhadap Anak Pe ilaku yang di dakwa meilanggar 

Pasal 303 ayat (1) ke i-1 dan kei-2 KUHPiidana Jo UU RIi No. 11 Tahun 2012 

teintang Siisteim Pe iradiilan Piidana Anak. Dalam dakwaan di iseibutkan bahwa 

anak teirseibut teilah me ilalukan tiindakan yang me ilanggar hukum de ingan 

meingopeirasiikan peirmaiinan judii teimbak iikan tanpa iiziin darii piihak yang 

beirweinang.
106

 Dakwaan iinii meincakup pe irbuatan meinawarkan atau 

meimbeiriikan keiseimpatan keipada khalayak umum untuk be irmaiin judii, juga 

turut se irta dalam pe irusahaan judii teirseibut, yang me irupakan peilanggaran 

hukum yang se iriius. Hakiim Anak keimudiian meimpeirtiimbangkan dakwaan 

yang dii anggap paliing teirbuktii, yaiitu dakwaan alte irnatiivei keidua, dan 
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meinyatakan bahwa anak teirseibut dapat meinjadii subjeik hukum dan mampu 

beirtanggungjawab.
107

 

Beiriikut unsur-unsur pada Pasal 303 ayat (1) ke i-2 KUHPiidana Jo UU 

No. 11 Tahun 2012 te intang Siisteim Peiradiilan Pi idana Anak be irkaiitan deingan 

kasus yang di ikajii oleih peinuliis: a. Unsur barang si iapa; b. De ingan se ingaja 

meinawarkan atau me imbeirii keiseimpatan keipada khalayak umum untuk 

beirmaiin judii atau de ingan se ingaja turut se irta dalam pe irusahaan untuk i itu, 

deingan tiidak pe idulii apakah untuk meinggunakan ke iseimpatan adanya suatu 

syarat atau di ipeinuhiinya suatu tata cara. Se icara leingkapnya di ijeilaskan 

beibeirapa keiteirangan unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke i-2 KUHPiidana Jo UU 

No. 11 Tahun 2012 te intang Si isteim Peiradiilan Pi idana Anak yang te irdapat 

dalam Putusan Pe ingadiilan Ne igeirii Meidan Nomor 63/Pi id.Sus-

Anak/2022/PN.MDN: 

a. Unsur barang si iapa  

“barang siiapa” atau “hiij” seibagaii siiapa yang harus di ijadiikan 

Teirdakwa. Pada dasarnya se itiiap manusi ia seibagaii subjeik hukum 

(peindukung hak dan ke iwajiiban) dapat di jadiikan se ibagaii Teirdakwa. Hal 

iinii di kareinakan bahwa se iseiorang diianggap mampu meilakukan tiindakan 

hukum keicualii undang-undang meineintukan lai in. Beirdasarkan ke iteirangan 

saksii-saksii dan peimbeinaran Anak teirhadap pe imeiriiksaan iideintiitasnya 

dalam peirsiidangan, di peiroleih fakta bahwa Anak yang se idang di i adiilii di i 

deipan peirsiidangan Pe ingadiilan Ne igeirii Meidan adalah orang yang sama 
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seibagaiimana di maksud de ingan Surat Dakwaan Pe inuntut Umum. Maka 

jeilaslah sudah bahwa pe ingeirtiian “barang si iapa” yang di imaksudkan dalam 

aspeik iinii adalah Anak Pe ilaku yang diihadapkan ke i deipan peirsiidangan 

Peingadiilan Ne igeirii Meidan.
108

 

b. Unsur deingan se ingaja meinawarkan atau me imbeirii keiseimpatan keipada 

khalayak umum untuk be irmaiin judii atau de ingan seingaja turut se irta dalam 

peirusahaan untuk i itu, deingan tiidak peidulii apakah untuk me inggunakan 

keiseimpatan adanya suatu syarat atau di peinuhiinya suatu tata cara 

Unsur seilanjutnya me irupakan unsur alte irnatiivei yaiitu apabiila ada salah 

satu peirbuatan yang di ilakukan oleih teirdakwa teirbuktii, maka teirhadap 

peirbuatan laiinnya ti idak peirlu di ibuktiikan lagii dan kare inanya di ianggap teilah 

teirbuktii.
109

 

Dalam putusan pe irkara piidana anak atas nama Anak Pe ilaku teirdapat 

beibeirapa alasan me imbeiratkan yang di i peirtiimbangkan oleih hakiim dalam 

meinjatuhkan hukuman. Salah satu alasan utama adalah bahwa pe irbuatan anak 

dapat meireisahkan masyarakat, me ingiingat tiindak pi idana yang di ilakukan 

beirkaiitan deingan pe irjudiian, yang se iriingkalii di ianggap se ibagaii masalah sosiial 

yang dapat me iniimbulkan dampak neigatiivei bagii liingkungan se ikiitar. Se ilaiin iitu, 

tiindakan teirseibut be irpoteinsii meimpeingaruhii peiriilaku anak-anak laiin 

di iseikiitarnya, se ihiingga dapat me inciiptakan dampak yang le ibiih luas. Me iskiipun 

anak meinunjukan siikap sopan dan peinyeisalan se ilama peirsiidangan, se irta 

beilum peirnah di ihukum se ibeilumnya, faktor re isiiko teirhadap masyarakat te itap 
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meinjadii peirtiimbangan peintiing bagii hakiim. De ingan deimiikiian, meiskiipun ada 

faktor-faktor yang me iriingankan, alasan yang meimbeiratkan iinii meinjadii dasar 

bagii hakiim untuk me injatuhkan hukuman yang se isuaii, deimii meinjaga 

keiteirtiiban dan keiamanan masyarakat.  

Meideipleigeir anak dalam hal i inii, me irujuk pada iindiiviidu yang 

beirpartiisiipasii dalam tiindak piidana beirsama peilaku utama. Dalam kasus i inii, i ia 

tiidak hanya beirfungsii seibagaii peindukung, teitapii juga teirliibat langsung dalam 

peilaksanaan peirjudiian deingan meinjual koiin untuk peirmaiinan judii. Tiindakan 

iinii meinceirmiinkan kompleiksiitas peiran anak dalam ti indak piidana, diimana 

meireika dapat be irkontriibusii seicara si igniifiikan teirhadap peilanggaran hukum. 

Hal iinii seijalan deingan keiteintuan dalam Pasal 55 KUHP yang me ingatur 

teintang peinyeirtaan dalam tiindak piidana, yang me inyeirtakan bahwa se itiiap 

orang yang turut se irta dalam peirbuatan piidana dapat di ikeinakan sanksii yang 

sama deingan peilaku utama.  

Peingadiilan Ne igeirii Meidan dalam putusannya me impeirtiimbangkan 

beirbagaii faktor, teirmasuk usiia dan keisadaran anak. Me iskiipun masiih di ibawah 

umur, hukum piidana I indoneisiia meimbeiriikan ruang bagii peineigakan hukum 

teirhadap anak yang te irliibat dalam tiindak piidana.
110

 Dalam hal iinii, anak dapat 

diikeinakan sanksii piidana atau tiindakan reihabiiliitatiivei seisuaii deingan UU No. 11 

Tahun 2012 teintang Si isteim Peiradiilan Pi idana Anak. Pe irtiimbangan iinii 

meinunjukan bahwa me iskiipun anak-anak meimiiliikii hak untuk di liindungii, 

meireika juga harus be irtanggungjawab atas tiindakan yang me ilanggar hukum. 
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Hakiim dalam putusan i inii meimpeirtiimbangkan be ibeirapa faktor. Me iskiipun 

Anaki meingajukan be ibeirapa peimbeilaan yang me inyatakan bahwa i ia meinyeisali i 

peirbuatannya dan be ilum pe irnah di ihukum se ibeilumnya, hakiim teitap 

meineikankan peintiingnya me impeirtiimbangkan tiindakan yang te ilah diilakukan. 

Hakiim juga meimpeirhatiikan laporan hasi il peineiliitiian keimasyarakatan yang 

meinunjukan bahwa Anak i beirasal darii keiluarga yang mampu me imbiimbiingnya, 

yang meinjadii faktor dalam me ineintukan hukuman yang teipat. 
111

 

Dalam peinjatuhan sanksi i teirhadap anak pe ilaku peirjudiian, hakiim harus 

meimpeirtiimbangkan keipeintiingan teirbaiik bagii anak. Hal iinii seisuaii deingan 

amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 te intang Si isteim Pe iradiilan 

Piidana Anak. Dalam Si isteim Peiradiilan Pi idana Anak, anak yang be irkonfliik 

deingan hukum adalah anak yang be irusiia 12 tahun hi ingga 18 tahun yang di 

duga meilakukan tiindak piidana. Tujuan si isteim peiradiilan piidana anak deingan 

paradiigma peimbiinaan iindiiviidual yang di peintiingkan adalah peineikanan pada 

peirmasalahan yang di hadapii peilaku, bukan pada pe irbuatan atau ke irugiian 

yang di akiibatkan. Pe injatuhan sanksii dalam si isteim peiradiilan piidana anak 

layak. Tujuan di iadakannya pe iradiilan piidana anak ti idak hanya me ingutamakan 

peinjatuhan piidana saja, teitapii juga peirliindungan bagii masa deipan anak dari i 

aspeik psiikologii deingan meimbeiriikan peingayoman, bi imbiingan dan peindiidiikan 

maka darii iitu anak juga be irhak untuk di upayakan pe ineigakan hukum be irupa 

diiveirsii. Dalam undang undang SPPA Pasal 1 ayat (7) diiveirsii adalah 

peingaliihan peinyeileisaiian upaya anak dari i prose is peiradiilan piidana kei proseis 
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luar peiradiilan piidana. Pada pasal 6 undang-undang SPPA meinye ibutkan bahwa 

tujuan diiveirsii yaiitu
112

; 

1. Meincapaii peirdamaiian antara korban dan anak 

2. Peinyeileisaiian peirkara anak di luar proseis peiradiilan 

3. Meinghiindarkan anak darii peirampasan keimeirdeikaan  

4. Meindorong masyarakat untuk beirpartiisiipasii 

5. Meinanamkan rasa tanggungjawab keipada anak 

Seiteilah meimbaca surat-surat peirkara dan me indeingar seirta meiniimbang 

dan seibagaiinya, maka maje iliis hakiim meimutuskan dan meingadiilii keipada 

teirdakwa teilah teirbuktii seicara sah dan me iyakiinkan be irsalah te ilah meilakukan 

tiindak piidana “me imbeiriikan keiseimpatan keipada khalayak umum untuk 

beirmaiin judii” dan me injatuhkan hukuman ke ipada teirdakwa deingan piidana 

peinjara se ilama 1 (satu) bulan dan di ikeinaii biiaya pe irkara se ibeisar Rp. 5000., 

(liima riibu rupiiah), beirdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke i-2 Jo UU No. 11 Tahun 

2012 teintang Siisteim Peiradiilan Piidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 teintang KUHAP se irta Peiraturan Pe irundang-Undangan laiinnya 

yang beirkeinaan de ingan peirkara iinii. Putusan yang di jatuhkan oleih hakiim 

teirseibut leibiih riingan darii tuntutan peinuntut umum.
113

 

Hakiim teitap meineigaskan bahwa tiindakan yang di ilakukan oleih anak 

teiseibut dapat me ireisahkan masyarakat. Oleih kareina iitu, haki im meinjatuhkan 

hukuman peinjara se ilama 1 (satu) bulan, yang akan di kurangii deingan masa 
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tahanan yang di ijalanii. Pe irtiimbangan iinii meinunjukan  bahwa meiskiipun ada 

aspeik reihabiiliitasii yang harus di ipeirhatiikan, tiindakan yang me ilanggar hukum 

teitap harus meindapatkan sanksii yang se isuaii.  

Anak yang meilakukan tiindak piidana se ibagaiimana yang te ilah di atur 

di idalam KUHP me imungkiinkan anak teirseibut dapat di iproseis dalam pe iradiilan 

piidana, anak yang be irhadapan deingan hukum (ABH) di i Iindoneisiia meimiiliikii 

hak-hak khusus yang di atur dalam Undang-Undang RI i No. 11 Tahun 2012 

teintang Siisteim Pe iradiilan Piidana Anak. Meireika beirhak untuk:  

a. Di peirlakukan deingan hormat dan beirmartabat se isuaii usiia. 

b. Meindapatkan bantuan hukum se icara eifeiktiif  

c. Meinghiindarii peirlakuan diiskriimiinatiif dan keikeirasan 

d. Meingakseis re ihabiiliitasii dan reiiinteigrasii sosiial  

Proseis peiradiilan untuk anak juga le ibiih si ingkat dan diilakukan se icara 

teirtutup, deingan peirdampiingan darii orang tua atau walii.
114

 

Meinurut peinuliis, hukuman piidana peinjara se ilama 1 (satu) bulan yang 

dii jatuhkan oleih hakiim keipada Anak Pe ilaku dapat di ianggap teipat dalam 

konteiks si isteim pe iradiilan piidana anak, de ingan be ibeirapa peirtiimbangan. 

Peirtama, seisuaii deingan priinsiip-priinsiip yang di iatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 te intang Si isteim Peiradiilan Pi idana Anak, hukuman yang 

di jatuhkan keipada anak harus me impeirtiimbangkan ke ipeintiingan teirbaiik bagii 

anak untuk beiajar darii keisalahannya tanpa meingakiibatkan dampak ne igatiif i 

yang beirkeipanjangan pada masa de ipannya. Keidua, hakiim juga 
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meimpeirtiimbangkan ke iadaan yang meimbeiratkan dan me iriingankan. Dalam 

putusan teirseibut, anak me inunjukan peinye isalan dan si ikap sopan seilama 

peirsiidangan, yang me irupakan faktor yang me iriingankan.
115

 Deingan deimiikiian, 

hukuman yang di ijatuhkan tiidak hanya be irfungsii seibagaii sanksi i, teitapii juga 

seibagaii langkah re ihabiiliitatiivei. Me iskiipun hukuman pe injara dapat di anggap 

teipat, tantangan utama teirleitak pada iimpleimeintasi i reihabiiliitasi i dan reiiinteigrasi i 

sosiial se iteilah masa hukuman. Ji ika tiidak ada program dukungan yang me imadai i 

untuk meimbantu anak be iradaptasii keimbalii kei masyarakat, maka hukuman 

teirseibut mungkiin tiidak eifeiktiif dalam me inceigah peingulangan tiindak piidana di i 

masa deipan. Seicara ke iseiluruhan, hukuman peinjara se ilama 1 (satu) bulan dapat 

di anggap teipat dalam konte iks yang ada, teitapii keibeirhasiilan darii keiputusan 

teirseibut sangat beirgantung pada upaya reihabiiliitasii yang diilakukan seiteilahnya.  

Peineirapan putusan te irhadap Anak Pe ilaku dalam pe irkara piidana anak 

iinii meirujuk pada beibeirapa pasal yang di iatur dalam pe irundang-undangan yang 

reileivan. Peirtama, pasal yang me injadii dasar dakwaan adalah Pasal 303 ayat (1) 

kei-2 KUHPiidana, yang me ingatur teintang tiindak piidana peirjudiian. Dalam hal 

iinii anak teirbuktii seicara sah dan meiyakiinkan beirsalah meilakukan tiindak 

piidana “meimbeiriikan ke iseimpatan keipada khalayak umum untuk beirmaiin judii”. 

Seilanjutnya, peineirapan putusan juga me ingacu pada Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 teintang Si isteim Peiradiilan Piidana Anak, khususnya pasal 81 

ayat (2), yang me inyatakan bahwa hukuman yang di ijatuhkan keipada anak 

yang be irkonfliik de ingan hukum haruslah be irupa sanksii yang teipat dan 
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meimpeirtiimbangkan ke ipeintiingan teirbaiik bagii anak
116

. Dalam putusan iinii, 

hakiim meinjatuhkan hukuman pe injara se ilama satu bulan, yang me irupakan 

sanksii yang leibiih riingan di bandiingkan deingan hukuman yang di ijatuhkan 

teirhadap orang de iwasa, se isuaii deingan keiteintuan bahwa hukuman bagi i anak 

tiidak boleih meileibiihii seiteingah darii maksiimum pi idana peinjara bagii orang 

deiwasa. Seilaiin iitu, Pasal 22 ayat (4) KUHAP juga di iteirapkan, yang 

meinyatakan bahwa masa pe inahanan yang teilah di ijalanii oleih anak harus di 

kurangkan darii piidana yang di ijatuhkan.
117

 Dalam hal iinii, hakiim meimutuskan 

bahwa masa peinangkapan dan pe inahanan yang te ilah diijalanii oleih anak akan 

diikurangkan seiluruhnya dari i piidana yang di jatuhkan, se ihiingga 

meimpeirhatiikan priinsiip reihabiiliitasii dan reiiinteigrasii sosiial bagii anak. Pe ineirapan 

putusan iinii meinceirmiinkan upaya untuk me ineigakkan hukum sambi il teitap 

meimpeirhatiikan priinsiip-priinsiip peirliindungan anak dalam si isteim peiradiilan 

piidana anak.  

Meideipleigeir anak dalam tiindak piidana pe irjudiian sangat si igniifiikan, 

baiik darii peirspeiktiif hukum maupun sosi ial. Darii siisii hukum, kasus i ini i 

meineigaskan bahwa anak-anak dapat di keinakan sanksi i piidana ji ika teirliibat 

dalam tiindak piidana, meiskiipun meireika masiih dii bawah umur. Se imeintara iitu 

darii peirspeiktiif sosiial, hal iinii meinceirmiinkan tantangan yang di ihadapi i 

masyarakat dalam me iliindungii anak-anak yang masi ih dii bawah umur dari i 

peingaruh neigatiif i peirjudiian. Oleih kareina iitu, peintiing untuk meiniingkatkan 
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peindiidiikan hukum bagii anak-anak dan orang tua, se irta meinciiptakan 

liingkungan yang aman dan me indukung bagii peirkeimbangan anak. 
118

 

Keidudukan meideipleigeir anak dalam ti indak piidana pe irjudiian iini i 

meimiiliikii iimpliikasii hukum yang si igniifiikan. Peirtama, hal iinii meinunjukan 

bahwa siisteim peiradiilan piidana anak dii Iindoneisiia meingakuii peiran anak dalam 

tiindak piidana, me iskiipun meireika masiih diibawah umur. Keidua, keiputusan iini i 

dapat meinjadii preiseidein bagii kasus-kasus se irupa dii masa deipan, diimana peiran 

meideipleigeir anak dalam tiindak piidana akan di peirtiimbangkan se icara se iriius 

oleih hakiim. Keitiiga, keiputusan iinii juga meineikankan pe intiingnya pe irliindungan 

anak dalam si isteim peiradiilan, diimana reihabiiliitasii dan peindiidiikan harus 

meinjadii fokus utama, me iskiipun ada tiindakan hukum yang harus di iambiil.  

Seicara keiseiluruhan, meideipleigeir anak dalam ti indak piidana peirjudiian, 

seipeirtii yang teirliihat dalam Putusan nomor 63/Pi id.Sus-Anak/2022/PN.MDN, 

meinunjukan bahwa anak-anak dapat teirliibat dalam ke igiiatan iileigal dan dapat 

di ikeinakan sanksii hukum. Hal iinii meinuntut peirhatiian leibiih bagii seimua piihak 

untuk meinceigah ke iteirliibatan anak dalam ti indak piidana, se irta untuk 

meimbeiriikan peimahaman yang leibiih baiik meingeinaii tanggungjawab hukum 

dan dampak darii tiindakan meireika.  

 

B. Medepleger Anak pada Tiindak Piidana Peirjudi ian dalam Hukum Piidana 

I islam pada Putusan Nomor 63/Piid.Sus-Anak/2022/PN.MDN  

Dalam Einsiiklopeidiia hukum I islam, di jeilaskan bahwa di katakan 

maysiir atau cara me ilakukan maysiir yai itu diimulaii pada masa jahiiliiyah 
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di ikeinal dua be intuk al-maiisiir, yaiitu al-mukhatarah dan at-tajzii’ah. Dalam 

beintuk al-mukhatarah, dua orang lakii-lakii atau le ibiih meineimpatkan harta dan 

iistrii meireika masi ing-masiing se ibagaii taruhan dalam suatu pe irmaiinan.
119

 Orang 

yang beirhasiil me imeinangkan peirmaiinan iitu beirhak meingambiil harta dan i istrii 

darii piihak yang kalah. Ji ika diia meinyukaii keicantiikan peireimpuan iitu maka diia 

boleih meingawiiniinya, namun ji ika tiidak maka di ia biisa di ijadiikan budak atau 

gundiik. Beintuk iinii di iriiwayatkan Iibnu Abbas. 

Kata mayisiir di ijumpaii dalam Al-Qur’an se ibanyak 3 kali i yaiitu surat 

Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maiidah ayat 90-91. Darii kandungan surat 

Al-Baqarah ayat 291 dan surat Al-Maiidah ayat 90-91 di ikeitahuii bahwa judii 

meirupakan peirbuatan keijii yang di iharamkan Iislam. 

Surat Al-baqarah ([2]:219);  

فِعُ للِنَّاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبـَرُ مِن نّـَ  فْعِهِمَا يَسْ ـلَُونَكَ عَنِ ٱلَْْمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ  قُلْ فِيهِمَا إِثٌْْ كَبِيٌر وَمَنَٰ

ُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ وَيَسْ ـلَُونَكَ مَاذَا ينُفِ  لِكَ يُـبـَيِّن قُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ  كَذَٰ  

“Meireika meinanyakan ke ipadamu (Muhammad) te intang khamar dan 

judii. Katakanlah, “pada ke iduanya teirdapat dosa be isar dan beibeirapa 

manfaat bagii manusiia. Teitapii dosanya le ibiih beisar darii manfaatnya”. 

Dan meireika meinanyakan ke ipadamu (teintang) apa yang (harus) 

meireika iinfakkan. Katakanlah, “ke ileibiihan (darii apa yang di ipeirlukan)”. 

Deimiikanlah Allah me ineirangkan ayat-ayatnya ke ipadamu agar kamu 

meimiikiirkan”. (QS. Al-Baqarah [2]:219).
120

 

 

Mayisiir atau judi i meirupakan peirbuatan ke ijii yang di iharamkan dalam 

Al-Qur’an. Para fuqaha tiidak meineimpatkan peirjudiian seibagaii salah satu 

peimbahasan dalam de iliik piidana. Dalam hukum pi idana Iislam larangan teintang 
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120 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surabaya: Al 

Hidayah, 2001, Hlm. 43.  



104 
 

 

peirjudiian di irangkaiikan deingan jariimah ta'zīr, seihiingga peirbuatan teirseibut 

harus di ijauhii seiluruh umat manusiia. Hal iinii seibagaiimana teircantum dalam 

surat Al-maiidah ayat 90-91, yang beirbunyi i;  

اَ اٰمَنُوا نَ ييٰاۤيَّـُهَا الَّذِي يسِرُ  الْمَرُ  اِنََّّ
َ
 الشَّيطٰنِ  عَمَلِ ن من  رجِسٌ  وَالَْزلَْمُ  وَالْنَصَابُ  وَالم

٩٠   تفُلِحُونَ  لَعَلَّكُم فاَجتَنِبُوهُ   

اَ يرُيِ يسِرِ  الَْمرِ  فِِ  وَالبَغضَاءَ  العَدَاوَةَ  بيَنَكُمُ  يُّوقِعَ  اَن الشَّيطٰنُ  دُ اِنََّّ
َ
 عَن وَيَصُدَّكُم وَالم

٩١  نَ و تـَهُ نمُّ  انَـتُم فَـهَل الصَّلٰوةِ  وَعَنِ  اللٰ هِ  كرِ ذِ   

“haii orang-orang yang beiriiman, seisungguhnya (me imiinum) khamar, 

beirjudii, (be irkorban untuk) beirhala, dan me ingundii nasiib deingan panah 

adalah peirbuatan ke ijii yang teirmasuk peirbuatan syaiitan. Maka jauhiilah 

peirbuatan-peirbuatan iitu agar kamu me indapat keibeiruntungan. 

Seisungguhnya syai itan iitu beirmaksud heindak me iniimbulkan peirmusuhan 

dan keibeinciian diiantara kamu lantaran (me imiinum) khamar dan be irjudii 

iitu, dan me inghalangii kamu meingiingat Allah dan shalat. Maka 

beirheintiilah kamu (darii meingeirjakan peikeirjaan iitu). (QS. Al-Maiidah [5]: 

90-91). 
121

 

 

Turut seirta dalam bahasa Arab adalah al-iisytiirak, dalam hukum pi idana 

I islam iistiilah iinii di iseibut al-iisytiirak fii al-jari imah (deiliik peirnyataan) atau 

iisytiirak al-jariimah. Artiinya, iindiiviidu yang turut se irta dalam meilakukan 

keijahatan dapat di ihukum beirdasarkan konse ip iinii. Anak yang turut se irta dalam 

tiindak piidana dapat di ihukum deingan ta'zīr, seibuah hukuman yang be irsiifat 

peindiidiikan dan peingajaran. Ta'zīr di iteirapkan kareina anak beilum cukup umur 

untuk di ihukum deingan qiṣaṣ i (balas deindam) dan ḥudud (hukuman Allah).  

Peingeirtiian jariimah ta'zīr seindiirii adalah be intuk hukuman yang tiidak di i 

seibutkan keiteintuan kadar hukumnya ole ih syara’ dan me injadii keikuasaan 
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peinguasa atau hakiim. Jariimah ḥudud adalah jariimah yang di iancam deingan 

hukuman ḥud, yaiitu hukuman yang te ilah di iteintukan se icara pastii dan teigas 

meingeinaii macam dan jumlahnya, be irsiifat teitap tiidak dapat dii hapus, atau 

diirubah kareina untuk ke ipeintiingan umum
122

. Se idangkan, jariimah qiiṣaṣ-diiya 

adalah jariimah yang di iancam de ingan hukuman qiiṣaṣ (hukuman yang se ipadan/ 

seibandiing) dan atau di iancam deingan hukuman diiya (hukuman deinda atau 

gantii rugii), yang sudah di iteintukan meingeinaii batasan hukumannya. Namun 

jariimah iinii di ikateigoriikan se ibagaii hak adamii (manusiia/ peirorangan), diimana 

piihak korban ataupun ke iluarganya dapat me imaafkan si i peilaku, se ihiingga 

hukaman qiiṣaṣ-diiya biisa di ihapus sama se ikalii. Akan teitapii meinurut Khallaf, 

meiskiipun sii peilaku sudah di imaafkan oleih korban ataupun ke iluarganya 

peimeiriintah masiih beirhak untuk meimbeiriikan hukuman ta'zīr. 
123

 

Adapun dasar larangan di sebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi 

sebagai berikut: 

مَنْ حَلَفَ ” عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

تِ وَالعُزَّى، فَـلْيـَقُلْ: لَْ إِلَهَ إِلَّْ اللَّهُ، وَمَنْ  قاَلَ لِصَاحِبِهِ: تَـعَالَ فَـقَالَ فِ حَلِفِهِ: وَاللََّّ

  أقُاَمِرْكَ، فَـلْيَتَصَدَّقْ 

“dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan 

mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘la ilaha illa 

Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘mari aku ajak 

kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!”. [HR. Al-Bukhari, no. 

4860; Muslim, no 1647] 

                                                           
122 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Karya Abadi, 2015), Hlm. 5. 
123 Ibid,. Hlm. 6-7. 



106 
 

 

Di dalam bahasa Arab teirdapat beirbagaii macam kata yang di igunakan 

untuk artii anak, se ikaliipun teirdapat pe irbeidaan yang posi itiif di idalam 

peimakaiiannya. Contohnya “walad” artiinya se icara umum anak, te itapii di ipakai i 

untuk anak yang di lahiirkan oleih manusiia dan biinatang yang be irsangkutan
124

. 

Anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun ti idak dapat dii peirtanggungjawabkan 

piidana kareina beilum mampu be irfiikiir dan beirtanggungjawab se ipeinuhnya. Oleih 

kareina iitu, anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun ti idak boleih di ibeiriikan hukuman 

yang be irlaku dalam satu aturan baiik keiluarga maupun neigara.  

Dalam peirbandiingan deingan hukum posi itiif Iindoneisiia, anak yang turut 

seirta dalam tiindak piidana dapat di ihukum deingan pasal-pasal yang re ileivan 

seipeirtii Pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Di isampiing iitu, hukum I islam juga 

meingeinal diiya dan qiiṣaṣ untuk peilaku utama, namun untuk anak yang turut 

seirta, hukumannya ceindeirung leibiih reindah dan be irsiifat peindiidiikan. Dalam 

hukum I islam, orang tua be irtanggungjawab atas pe indiidiikan dan peiriilaku anak-

anak meireika. Ji ika anak teirliibat dalam tiindak piidana, orang tua dapat di ikeinakan 

sanksii kareina diianggap meindiidiik anak deingan baiik.  

Sanksii yang dapat di ibeiriikan keipada meideipleigeir anak dalam hukum 

piidana iislam yaiitu: peirtama, hukuman ta'zīr: anak yang teirliibat dalam tiindak 

piidana, teirmasuk pe irjudiian, biiasanya di keinakan sanksi i ta'zīr. Iinii adalah 

hukuman yang be irsiifat meindiidiik dan reihabiiliitatiif, di iseisuaiikan deingan tiingkat 

keisalahan dan dampak ti indak piidana teirseibut. Keidua, peirtiimbangan usiia: anak 

di ibawah umur 7 (tujuh) tahun ti idak dapat di keinakan sanksii piidana. Untuk 
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anak beirusiia antara 7 (tujuh) hiingga 14 (eimpat beilas) tahun, sanksii yang leibiih 

di i teirapkan leibiih be irsiifat tiindakan reihabiiliitatiivei, seipeirtii peingeimbaliian keipada 

orang tua atau pe indiidiikan. Keitiiga, reileivansii dangan Undang-Undang 

Peirliindungan Anak: dalam konte iks hukum posi istiif iindoneisiia, sanksii bagii anak 

yang teiliibat dalam ti indak piidana diiatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 teintang Si isteim Pe iradiilan Pi idana Anak, yang me ingatur tiindakan se ipeirtii 

peilatiihan keirja atau pe imbiinaan dii leimbaga
125

. Hukum piidana Iislam 

meimbeiriikan peindeikatan yang leibiih meindiidiik dan re ihabiiliitatiif teirhadap anak 

yang teirliibat dalam ti indak piidana peirjudiian, deingan fokus pada ta'zīr seibagai i 

hukuman yang seisuaii deingan usiia dan kapasiitas meireika.  

Dalam Putusan Pe ingadiilan Neigeirii Meidan Nomor 63/Piid.Sus-

Anak/2022/PN.MDN teirhadap kasus Anak Pe ilaku dapat di ilakukan deingan 

meinggunakan pandangan hukum pi idana I islam.
126

 Dalam hukum piidana I islam, 

tiindakan yang diilakukan oleih Anak Pe ilaku, yai itu meimbeiriikan keiseimpatan 

keipada khalayak umum untuk be irmaiin judii deingan kata laiin Anak beirpeiran 

seibagaii meideipleigeir Anak, dapat diikateigoriikan se ibagaii tiindak piidana yang 

teirmasuk dalam kate igorii “jariimah” (keijahatan). Dalam konte iks hukum I islam, 

judii (maysiir) adalah salah satu pe irbuatan yang di ilarang dan di anggap haram. 

Oleih kareina iitu, pe ilaku dapat di ikeinakan hukuman yang se isuaii deingan 

keiteintuan syariiah.  

Dalam Putusan Nomor 63/Pi id.Sus-Anak/2022/PN.MDN di iseibutkan 

bahwa Anak Pe ilaku be irusiia 17 tahun 6 bulan pada saat me ilakukan tiindak 
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piidana. Hal iinii meinunjukan bahwa di ia masiih teirgolong se ibagaii anak di ibawah 

umur, yang beiriimpliikasii pada peineirapan hukum yang le ibiih riingan dan 

peindeikatan reihabiiliitatiif dalam si isteim peiradiilan pi idana anak. Se isuaii batasan 

usiia anak pada hukum I islam yang meinjeilaskan bahwa anak yang se ijak lahi ir 

hiingga beirusiia 7 (tujuh) tahun adalah masa ti idak adanya ke imampuan be irfiikiir, 

maka peirbuatan piidana yang di ilakukannya tiidak diikeinaii hukuman. Anak yang 

beirusiia 7 (tujuh) hi ingga 15 (liima beilas) tahun adalah anak yang masa 

keimampuan beirfiikiirnya masiih leimah, pada masa teirseibut anak yang 

meilakukan tiindak pi idana dii  jatuhii hukuman pe ingajaran, yang se ibeinarnya 

hukuman namun te itap di anggap se ibagaii hukuman me indiidiik bukan hukuman 

piidana. Pada saat usi ia 15 (liima beilas) hiingga 18 (de ilapan beilas)
127

 tahun 

seipeirtii usiia anak (Pe ilaku) saat iinii, masa iinii adalah masa ke imampuan beirfiikiir 

peinuh, yang artiinya pada masa i inii teilah di ikeinakan peirtanggungjawaban 

piidana atas tiindak pi idana yang diilakukan. Me inurut Sayyi id Sabiiq, yang 

diimaksud deingan batas anak adalah apabi ila iia teilah beirmiimpii basah deingan 

kata laiin sudah baliigh. 

Hukum I islam meineikankan peintiingnya ni iat (niiyyah) dalam meilakukan 

suatu tiindakan. Dalam putusan, di iseibutkan bahwa Anak me ingakuii dan 

meinyeisalii peirbuatannya. Dalam pandangan hukum I islam, pe ingakuan dan 

peinye isalan dapat me injadii faktor yang meiriingankan hukuman, me iskiipun tiidak 

meinghapuskan peirtanggungjawaban piidana. Hal i inii seijalan deingan priinsiip 

taubat dalam I islam, diimana peilaku yang me inye isalii peirbuatannya dan be irjanjii 

                                                           
127 Sudarsono, Kenakalan Remaja (Cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hlm. 10. 
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untuk tiidak meingulangiinya dapat di beiriikan keiseimpatan untuk me impeirbaiiki i 

diirii.  

Dalam hukum pi idana I islam, sanksii untuk pe irjudiian dapat beirvariiasii, 

mulaii darii hukuman ta'zīr (hukuman yang di teintukan oleih hakiim) hiingga 

hukuman yang leibiih beirat, teirgantung pada konte iks dan dampak dari i tiindakan 

teirseibut. Dalam kasus i inii, anak peilaku di jatuhii hukuman peinjara se ilama 1 

(satu) bulan. Dalam pandangan hukum iislam, hukuman pe injara meingkiin tiidak 

seijalan deingan sanksii yang leibiih teigas yang dapat di iteirapkan untuk pe irjudiian, 

seipeirtii deinda atau hukuman fi isiik, teirgantung pada i inteirpreitasii dan peineirapan 

hukum di iwiilayah teirseibut. Dalam hukum pi idana I islam juga me ingakui i 

peirliindungan teirhadap anak-anak, dalam putusan Nomor 63/Pi id.Sus-

Anak/2022/PN.MDN Anak masi ih di bawah umur, se ihiingga ada pe irtiimbangan 

khusus yang harus di iambiil.
128

 Dalam hukum I islam, anak-anak yang 

meilakukan keisalahan se iriing kalii di ibeiriikan peirlakuan yang leibiih riingan, 

deingan fokus pada re ihabiiliitasii dan peindiidiikan, bukan hanya hukuman. I inii 

seijalan deingan priinsiip keiadiilan reistoratiif yang juga di adopsii dalam siisteim 

peiradiilan piidana anak.  

Dasar hukum ta'zīr adalah hukuman atas pe ilanggaran yang mana 

hukumannya ti idak diiteitapkan dalam Al-Qur’an dan hadiits yang beintuknya 

seibagaii hukuman riingan. Ta'zīr meirupakan hukuman yang le ibiih riingan yang 

diiseirahkan keipada peirtiimbangan hakiim. Me inurut Syafii’Ii yang dii kutiip oleih 

Sudarsono meinyatakan, bahwa hukuman ta'zīr seibanyak 39 kalii cambuk untuk 

                                                           
128 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.MDN. 
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orang yang meirdeika, se idangkan untuk budak se ibanyak 19 kali i hukuman 

cambuk. Ta'zīr dii syarii’atkan teirhadap se igala ke imaksiiatan yang tiidak di i 

keinakan ḥud dan kaffarat. Se ireindah-reindahnya hukuman ta'zīr di iliihat dari i 

seibab-seibabnya ta'zīr, dan leibiih reindah-reindahnya ḥud, asalkan tiidak sampai i 

seitiinggii-tiinggiinya.
129

  

Dalam peilaksanaaan hukuman ta'zīr, ada be ibeirapa cara yang di lakukan 

dalam meilaksanakannya, yai itu seibagaii beiriikut:  

1. Naseihat, yaiitu meinase ihatii orang yang me ilakukan keisalahan keiciil untuk 

peirtama kaliinya agar i ia tiidak meingulangii lagii keisalahannya diimasa yang 

akan datang. 

2. Teiguran, yaiitu teiguran reismii yang diilakukan ole ih hakiim deingan 

meingeiluarkan ucapan-ucapan atau meilakukan suatu tiindakan teirteintu agar 

orang yang me ilakukan keisalahan akan be irusaha meimpeirbaiikii diiriinya 

meinjadii leibiih baiik.  

3. Ancaman dan pe iriingatan, yaiitu meingancam dan me imbeiriikan pe iriingatan 

keipada orang be irsalah agar tiidak meingulangii keisalahannya di ikareinakan 

takut akan hukuman. 

4. Peingasiingan, yaiitu hukuman peingasiingan i inii di ijatuhkan ke ipada peilaku 

agar diia meirasa se ipii tiidak dapat beiriinteiraksii deingan orang laiin, se ihiingga 

diia dapat meireinungii keisalahannya dan me injadii orang yang leibiih baiik.
130

 

Piidana ta'zīr meirupakan piidana yang ti idak di teintukan dalam Al-

Qur’an maupun Hadi its baiik beintuk maupun jumlahnya. Haki im dalam hal iinii 

                                                           
129 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 584.  
130 Mas Saad, Abd. Rahman, Undang-Undang Jenayat Islam, Jenayat Hudud, Hasbi Syah 

Alam, (Kelantan: tp, 1993), Hlm. 51.  
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di ibeinarkan untuk me injatuhkan hukuman de ingan me impeirtiimbangkan kondiisi i 

peilaku. Hal iinii di iseibabkan keimaslahatan masyarakat le ibiih di utamakan dari i 

seimua keimaslahatan laiinnya. Agama I islam me insyarii’atkan hukuman ta'zīr 

seibagaii tiindakan e idukatiif teirhadap orang-orang yang be irbuat maksiiat atau 

orang-orang yang ke iluar darii tatanan peiraturan. Hi ikmahnya adalah sama 

deingan hiikmah yang ada dalam hukuman ḥud, yaiitu hukuman teirseibut 

meirupakan peinghapus dosa di i duniia, se ihiingga orang yang teirkeina hukuman iitu 

tiidak di siiksa lagii dii akhiirat nantii.  

Hukuman ke ipada orang orang yang me ilakukan maksiiat (beirjudii) 

teirseibut di imaksudkan tiidak hanya me iliindungii keipeintiingan iindiiviidu, teitapi i 

juga keipeintiingan masyarakat dan ne igara, seihiingga diia meinjadii jeira dan 

meinyadarii keisalahannya. Hal i inii beirdasarkan tujuan hukum piidana I islam, yaiitu: 

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara 

keturunan, dan memelihara harta.
131

 

Dalam hukum pi idana I islam, dampak sosi ial darii tiindakan juga meinjadi i 

peirtiimbangan peintiing. Judi i dapat meireisahkan masyarakat, ole ih kareina iitu, 

tiindakan peinceigahan dan pe ineigakan hukum di ipeirlukan untuk me injaga 

keiteirtiiban umum. Namun, pe indeikatan yang leibiih meindiidiik dan reihabiiliitati if 

teirhadap peilaku, teirutama anak-anak, leibiih diiutamakan untuk meinceigah 

peingulangan tiindak piidana.  

Meinurut I ibn Taymiiyah, syar’i me ilarang ri iba keireina di dalamnya 

teirdapat unsur pe inganiiayaan teirhadap orang laiin. Se idangkan larangan te irhadap 
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judii juga di dasarkan pada adanya ke izaliiman dalam pe irbuatan teirseibut. Riiba 

dan judii di iharamkan dalam Al-Qur’an kareina keiduanya me irupakan cara 

peingusaan atau peingaliihan harta orang lai in deingan cara yang bati il. Oleih 

kareina iitu se igala je iniis keigiiatan muamalah yang di ilarang ole ih Rasulullah saw, 

seipeirtii jual beilii garar, jual be ilii buah-buahan yang be ilum se impurna matangnya, 

dan seibagaiinya biisa teirmasuk dalam kateigorii judii (speikulasii).
132

 

Leibiih lanjut, I ibn Taymi iyah meinjeilaskan bahwa ada dua mafsadah yang 

teirdapat diidalam judii, yaiitu mafsadah yang be irhubungan deingan harta dan 

mafsadah yang beirhubungan deingan peirbuatan judi i iitu seindiirii. Adapun 

mafsadah yang beirhubungan deingan harta adalah pe inguasaan harta orang lai in 

deingan cara yang bati il. Se idangkan mafsadah yang beirhubungan deingan 

peirbuatan, se ilaiin ti indakan peinguasa iitu seindiirii, adalah mafsadah yang beirsiifat 

eifeik sampiing yang di itiimbulkannya teirhadap hati i (jiiwa) dan akal. Oleih kareina 

iitu di idalam judii teirdapat dua mafsadah seikaliigus, maka pe ingharamannya juga 

leibiih kuat di ibandiingkan deingan riiba dan khamar. Be iliiau juga meineigaskan 

bahwa beirbagaii aspeik peingharaman judii meincakup unsur-unsur yang meinjadii 

seibab di iharamkannya riiba dan meimiinum khamar.
133

 

Beirdasarkan peirtiimbangan hukum haki im dalam meimutus peirkara 

meideipleigeir anak pada pe irjudiian di iatas, dapat di isiimpulkan bahwa putusan 

hakiim teirseibut sudah se isuaii deingan hukum piidana I islam, orang yang 

meilakukan jariimah peirjudiian dapat di ke inakan hukuman ta'zīr. Hal iinii teirliihat 

darii cara hakiim dalam me imbeiriikan eifeik je ira keipada peilaku deingan 

                                                           
132 Haryanto, Indonesia Negri Judi, (Jakarta: Erlangga, 2003), Hlm. 61.  
133 Ibid,. Hlm. 63. 
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meinjatuhkan piidana pe injara se ilama 1 (satu) bulan dan me imbayar biiaya pe irkara 

seibeisar Rp. 5000,- (liima riibu rupiiah). De ingan ke iteintuan masa pe inahanan yang 

teilah diijalanii teirdakwa di ikurangkan seiluruhnya dari i piidana teirseibut.  

Seicara keiseiluruhan, analiisiis putusan iinii meinunjukan bahwa meiskiipun 

ada keiseisuaiian dalam be ibeirapa aspeik hukum piidana I islam, teirdapat peirbeidaan 

dalam peineirapan sanksi i dan peindeikatan reihabiiliitatiivei yang dapat di iteikankan 

dalam konteiks anak yang be irkonfliik deingan hukum.  

Seimeintara i itu masalah peirjudiian dalam hukum I islam beilum ada 

peimbahasan yang teiriincii dan te igas di idalam Al-Qur’an dan Hadiits, se ihiingga 

peirjudiian di imasukkan kei dalam tiindak piidana ta'zīr. Dalam peilaksanaan 

hukuman ta'zīr hak mutlak di i beiriikan keipada hakiim dii maksudkan untuk 

meimbeirii keileiluasaan yang me imbeirii keimungkiinan beirbeidanya hukuman 

keiluweisan dalam me inanggapii keimajuan budaya manusi ia, se ihiingga deingan 

deimiikiian hukum I islam dapat leibiih reisponsiivei teirhadap peirubahan sosiial.
134

 

                                                           
134 A. Djazuli, Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam), 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet II, Hlm. 167. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Beirdasarkan analisis yang te ilah di lakuikan dalam skripsi ini, dapat di 

simpuilkan bahwa:  

1. Puituisan No. 63/Pid.Su is-Anak/2022/PN.MDN dalam pe injatuihan huikuiman 

meiruijuik pada be ibeirapa Pasal yaitu i: peirtama, Pasal 303 ayat (1) ke i-2 

KUiHPidana, keiduia, U iUi No. 11 Tahu in 2012 khu isuisnya Pasal 81 ayat 2, 

seilain itui, Pasal 22 ayat (4) KU iHAP. Se icara keiseiluiruihan, meideipleigeir 

anak dalam tindak pidana pe irjuidian meinuinjuikan bahwa anak-anak dapat 

teirlibat dalam ke igiatan ile igal dan dapat di keinakan sanksi hu ikuim. Dalam 

peinjatuiuihan hu ikuiman pada pu ituisan teirse ibuit seilama 1 (satu i) builan 

huikuiman peinjara me inuiruit konteiks Sisteim Pe iradilan Pidana Anak di 

anggap teipat.   

2. Tuiruit seirta dalam bahasa Arab adalah al-isytirak, dalam hu ikuim pidana 

Islam istilah ini di seibuit al-isytirak fi al-jarimah (deilik peinye irtaan) atau i 

isytirak al-jarimah. Anak yang tu iruit se irta dalam tindak pidana dapat di 

huikuim deingan ta'zīr, seibuiah hu ikuiman yang be irsifat peindidikan atau i 

peingajaran. Dalam hu ikuim pidana Islam, sanksi u intuik peirjuidian dapat 

beirvariasi, mu ilai dari hu ikuiman ta'zīr (hu ikuiman yang diteintuikan oleih 

hakim) hingga hu ikuiman yang leibih beirat teirgantuing pada konte iks dan 

dampak dari tindakan te irseibuit. Dalam kasu is ini, anak pelaku i di jatuihi 

huikuiman peinjara se ilama 1 (satu i) builan.  
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B. Saran  

Beirdasarkan ke isimpu ilan di atas, peinuilis me imbeirikan beibeirapa saran 

seibagai beirikuit: 

1. Keipada Pe imeirintah peirlui meingeimbangkan program pe indidikan hu iku im 

yang meinyasar anak-anak dan reimaja, u intu ik meiningkatkan keiasadaran 

meireika teintang konse ikuieinsi huikuim dari tindakan pe irjuidian dan 

peilanggaran lainnya. Me interi peindidikan haru isnya meincaku ip informasi 

teintang hak dan tanggu ingjawab hu ikuim, se irta dampak ne igativei peirjuidian 

teirhadap individu i dan masyarakat. 

2. Keipada Leimbaga Sisteim Peiradilan Pidana Anak pe irlui leibih 

meingeideipankan prinsip ke iadilan reistorativei dalam meinangani kasu is-kasuis 

yang meilibatkan anak. Ini te irmasuik meilibatkan se imuia pihak teirkait, 

seipeirti peilaku i, korban, dan masyarakat, u intu ik meincari soluisi yang adil dan 

meimuilihkan keiadaan, bu ikan hanya fokuis pada huikuiman.  

3. Keipada Masyarakat di pe irluikan keirjasama antara pe imeirintah, leimbaga 

peindidikan, dan masyarakat u intuik meinciptakan lingku ingan yang aman 

bagi anak. Masyarakat haru is di libatkan dalam u ipaya peinceigahan dan 

peirlinduingan anak dari pe ingaruih neigativei, teirmasuik peirjuidian.  

Deingan deimikian, diharapkan skripsi ini dapat me imbeirikan kontribuisi 

bagi peingeimbangan ilmu i huikuim, khuisuisnya dalam bidang pe irlindu ingan anak 

dan peineigak huiku im yang be irkeiadilan.  
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P U T U S A N 

Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara 

pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Anak : 

 Nama      :  Anggi Aulia Harahap; 

 Tempat Lahir     :  Medan; 

Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 22 Februari 2005; 

Tempat Tinggal : RSIV Jalan Asahan Lingk. XXI Kel. Belawan 1 

Kec. Medan Belawan/ Domisili Jalan Speksi 

Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan 

Labuhan; 

Jenis Kelamin :  Perempuan; 

Kebangsaan :  Indonesia; 

Agama :  Islam; 

Pekerjaan :  Tidak Ada; 

 Anak Anggi Aulia Harahap ditahan dalam Rumah Tahanan oleh : 

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 

Agustus 2022; 

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2022 

sampai dengan tanggal 03 September 2022; 

3. Penuntut, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 

September 2022; 

4. Hakim Anak, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan 

tanggal 11 September 2022; 

5. Hakim Anak Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak 

tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 

2022; 



 

 

           Didalam persidangan, Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, 

Arsyad Mulia Pasaribu, S.H., Tri Zenius Perdana Limbong, S.H., 

Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum `di Kantor Hukum yang beralamat 

di Jl. TM. Pahlawan, No. 36 Kel. Belawan-I, Kec. Medan Belawan, Kota 

Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 September 2022; 

 Pengadilan Negeri tersebut; 

           Setelah membaca:   

 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus - 

Anak/2022/PN.Mdn., tanggal 02 September 2022, tentang penunjukan Hakim 

Anak; 

 Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus - 

Anak/2022/PN.Mdn., tanggal 02 September 2022, tentang penetapan Hari 

Sidang; 

 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; 

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak serta 

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; 

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan Anak ANGGI AULIA HARAHAP secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja 

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk 

bermain judi atau dengan  sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, 

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya 

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANGGI AULIA HARAHAP berupa 

pidana penjara selama : 2 Bulan dengan dikurangi selama Anak berada 

dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan. 

3. Menetapkan barang bukti : 

- 1 (satu) unit mrsin judi game tembak ikan 

- 1 (satu) kunci game judi tembak ikan 



 

 

- 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan 

- Uang tunai sekitar Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah) 

Digunakan dalam berkas perkara an. HERI KUSNADI 

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima 

ribu rupiah). 

 Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan yang telah dibacakan 

oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan maka terhadap tuntutan tersebut 

Penasehat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara lisan yang pada 

pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk memberikan hukuman yang 

seringan-ringannya oleh karena anak menyesali perbuatannya dan Anak belum 

pernah dihukum; 

 Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut, 

Penuntut Umum secara lisan menanggapinya yang pada pokoknya menyatakan 

tetap pada tuntutannya dan begitupun Penasehat Hukum Anak menyatakan 

tetap pada permohonannya;   

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum 

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  

Kesatu: 

Bahwa ia anak ANGGI AULIA HARAHAP pada hari Jumat tanggal 19 

Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain 

dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, 

bertempat di Bantaran Sungai Deli jalan Bom Lama Kel. Labuhan Kec. Medan 

Labuhan tepatnya di Jalan Speksi Ling. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan 

labuhan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau 

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai 

pencaharian, atau dengan sengaja turut seta dalam suatu perusahaan untuk itu”, 

perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 wib 

saksi atas nama JEFRY HANJAYA, PANDI GUNAWAN  yang tergabung 

dalam team Gabungan Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi 



 

 

tentang adanya judi tembak ikan di bantaran Sungai Deli Jalan Bom lama 

Kec. Pekan labuhan Kec. Medan Labuhan. Lalu para saksi yang menuju 

tempat tersebut dan sekitar Pukul 15.30 wib, para saksi yang tiba di Jalan 

Speksi Ling. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan menemukan 

tempat permainan judi tembak ikan dan menemukan Anak  sebagai kasir 

dari pmermainana tembak ikan yang menjual koin tanpa seijin pihak yang 

berwenang, dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang pemain atas 

nama HERI KUSNADI (didakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan 

1(satu) unit mesin ketangkasan tembak ikan,  1 (satu) buah kunci tembak 

ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan, serta uang tunai  sebesar Rp. 

785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 

 Bahwa Anak mendapat upah sebagai kasir / anak koin perharinya Rp. 

100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah bekerjar sejak bulan Juli tahun 

2022. 

 Adapun cara bermain judi tembak ikan tersebut adalah : 

Pertama : terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak 

sebagai kasir / anak koin seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu 

Anak mengisis koin yang ada di meja game judi ikan tersebut 

Kedua  : setelah pemain mendapat koin dari Anak selaku kasir / anak koin 

kemduain pemaind apat memainkan judi jenis game ikan tersebut dengan 

menekan tombol yang ada pada meja tembak ikan kearah berbagai jenis 

gambar ikan berbeda nilai kointnya yang tertera di monitor layar.. 

 Bahwa Anak dalam mengoperasikan judi tembak ikan tersebut tidak 

mendapat ijin dari pihak yang berwenang. 

 Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

pasal 303 ayat (1)  ke 1 KUHPidana Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak.  

A t a u  

Kedua 

 Bahwa ia anak ANGGI AULIA HARAHAP pada hari Jumat tanggal 19 

Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain 

dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, 

bertempat di Bantaran Sungai Deli jalan Bom Lama Kel. Labuhan Kec. Medan 

Labuhan tepatnya di Jalan Speksi Ling. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan 



 

 

labuhan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang 

memeriksa dan mengadili perkara in, tanpa mendapat izin dengan sengaja 

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk 

bermain judi atau dengan  sengaja turut serta dalam perusahaan unutk itu, 

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu 

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara 

sebagai berikut  : 

 Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 wib 

saksi atas nama JEFRY HANJAYA, PANDI GUNAWAN  yang tergabung 

dalam team Gabungan Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi 

tentang adanya judi tembak ikan di bantaran Sungai Deli Jalan Bom lama 

Kec. Pekan labuhan Kec. Medan Labuhan. Lalu para saksi yang menuju 

tempat tersebut dan sekitar Pukul 15.30 wib, para saksi yang tiba di Jalan 

Speksi Ling. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan menemukan 

tempat permainan judi tembak ikan dan menemukan Anak  sebagai kasir 

dari pmermainana tembak ikan yang menjual koin tanpa seijin pihak yang 

berwenang, dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang pemain atas 

nama HERI KUSNADI (didakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan 

1(satu) unit mesin ketangkasan tembak ikan,  1 (satu) buah kunci tembak 

ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan, serta uang tunai  sebesar Rp. 

785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 

 Bahwa Anak mendapat upah sebagai kasir / anak koin perharinya Rp. 

100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah bekerjar sejak bulan Juli tahun 

2022. 

 Adapun cara bermain judi tembak ikan tersebut adalah : 

Pertama : terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak 

sebagai kasir / anak koin seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu 

Anak mengisis koin yang ada di meja game judi ikan tersebut. 

Kedua  : setelah pemain mendapat koin dari Anak selaku kasir / anak koin 

kemduain pemaind apat memainkan judi jenis game ikan tersebut dengan 

menekan tombol yang ada pada meja tembak ikan kearah berbagai jenis 

gambar ikan berbeda nilai kointnya yang tertera di monitor layar.. 



 

 

 Bahwa Anak dalam mengoperasikan judi tembak ikan tersebut tidak 

mendapat ijin dari pihak yang berwenang. 

 Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

pasal 303 ayat (1)  ke 2 KUHPidana Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

 Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut 

Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatannya pada tanggal 13 

September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima; 

2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum setidak-tidaknya terhadap 

Terdakwa dapat dilakukan dengan restorative, diversi; 

3. Menangguhkan penahanan Terdakwa; 

 Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Anak tersebut, 

Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara lisan yang pada 

pokoknya menyatakan atas eksepsi Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak boleh diancam dengan 

pasal perkara anak tersebut degan anacaman 7 (tujuh) Tahun dan Penuntut 

Umum menyatakan tetap pada tuntutannya; 

 Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Anak tersebut 

maka Hakim Anak telah memutus Putusan Sela tanggal 13 September 2022 

yang pada pokoknya termuat didalam Berita Acara menyatakan bahwa terhadap 

keberatan yang  diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Hakim Anak menemukan 

ternyata bukanlah keberatan terhadap kewenangan mengadili maka keberatan 

tersebut akan dipertimbangkan didalam amar putusan; 

Menimbang,  bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 

Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar 

keterangannya yaitu sebagai  berikut: 

1. Saksi Pandi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut: 

 Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia 

memberikan keterangan yang sebenarnya; 



 

 

 Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan 

penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Anak sehubungan 

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak; 

 Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 

Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan rekan Saksi 

mendapatkan informasi tentang maraknya permainan judi tembak ikan di 

Bantaran Sungai Deli Jl. Bom Lama Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan 

Labuhan; 

 Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan rekan Saksi tiba 

dilokasi tersebut dan menemukan lokasi tempat permainan judi tembak 

ikan yang sedang beroperasi; 

 Bahwa kemudian dilokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan 

bahwa permainan judi tersebut sedang beroperasi dan Saksi serta rekan 

Saksi langsung mengamankan Anak bersama dengan Heri Kusmadi 

(dalam berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa 1 (satu) unit 

mesin ketangkasan tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) 

buah clip tembak ikan, serta uang sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah); 

 Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Anak dalam hal ini Anak 

berperan sebagai kasir atau anak koin yang bertugas melayani warga 

yang ingin bermain judi game tembak ikan yang mana Anak akan 

menghidupkan mesin judi game tembak, menukarkan koin pemain 

dengan uang jika pemain tersebut menang dalam permainan judi game 

tembak ikan tersebut sedangkan  Heri Kusmadi (dalam berkas perkara 

terpisah) berperan sebagai pemain judi guna tembak ikan pada saat 

dilokasi kejadian; 

 Bahwa adapaun cara bermain game tersebut adalah dengan cara terlebih 

dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak seharga Rp 

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Anak akan mengisi koin di 

meja game judi tembak ikan sehingga Anak akan mendapatkan 1000 koin 

yang kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) yang dimuali dari 

bet terkecil yakni 10 koin hingga sampai bet yang paling besar yakni 1000 

koin; 



 

 

 Bahwa kemudian setelah pemain mendapatkan koin dari Anak kemudian 

pemain dapat memainkan judi jenis game tembak ikan tersebut; 

 Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Anak 

membenarkannya dan tidak berkeberatan; 

2. Saksi Khairullah AS Als Irul, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia 

memberikan keterangan yang sebenarnya; 

 Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan 

penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan 

Belawan terhadap Anak dan Heri Kusnadi (dalam berkas perkara 

terpisah); 

 Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 

2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam sebuah gudang Jl. Speksi Lingk. 24 

Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan penangkapan tersebut 

dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan; 

 Bahwa adapun peran Anak adalah sebagai kasir atau anak koin yang 

bertugas melayani pemain yang membeli chip dan menghidupkan mesin 

game judi tembak ikan serta melakukan penukaran koin menjadi uang jika 

pemain menang dalam permainan tersebut; 

 Bahwa adapun cara pemain menukarkan chip koin tersebut adalah 

dengan cara memberitahukan kepada Anak bahwa pemain telah selesai 

“cancel” dan keuntungan akan dihitung oleh Anak dimana jika jumlah koin 

1000 maka pemain akan memperoleh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 

jika jumlah koin pemain 10.000 maka pemain akan memperoleh 

keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya dan 

apabila pemain tidak mencapai 1000 koin maka pemain tidak dapat 

menukarnya dengan uang; 

 Bahwa keuntungan dalam  bermain judi  tembak ikan tergantung  dari 

besar ataupun kecil bet  (taruhan yang  kita taruhkan  oleh pemain  dan 

juga  tergantung  dari ukuran  besar ataupun  kecil gambar  ikan yang  

pemain  tembak semakin besar ikan yang ditembak  maka semakin  

besar  koin yang  diperoleh  oleh pemain  serta  dari seberapa  cepat 



 

 

pemain  menembakkan gambar ikan  yang  tertera pada layar mesin 

game tembak ikan  yang pemain tembak, semakin ikan yang ditembak  

maka semakin besar koin  yang diperoleh  oleh pemain serta seberapa 

cepat pemain menembakkan  gambar  ikan yang  tertera  pada layar  

mesin  game tembak  ikan; 

 Bahwa  jika bet kecil  1000 koin pemain  dapat memperoleh tembakan 

sekitar sampai  20 kali  tembakan  maka akan memperoleh uang 

Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan  bet besar 1000 koin pemain  

dapat menembakkan sekitar 3 (tiga) kali  tembakan akan memperoleh 

Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)  hingga sampai  Rp200.000.-

(dua ratus ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Anak 

membenarkannya dan tidak berkeberatan; 

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak 

mengajukan saksi yang meringankan (a de charge); 

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia 

memberikan keterangan yang sebenarnya; 

 Bahwa Anak mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan 

penangkapan yang dilakukan oleh Pihak kepolisian terhadap Anak 

sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak; 

 Bahwa adapun penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 

Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib didalam sebuah gudang di Jl. 

Speksi Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan; 

 Bahwa selain Anak yang turut ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Heri 

Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah); 

 Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian turut serta mengamankan 1 

(satu) unit mesin game tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 

(satu) buah chip tembak ikan dan uang tunai sejumlah Rp 785.000,- 

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah); 

 Bahwa adapun peran Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) 

adalah sebagai pemain sedangkan Anak berperan sebagai anak koin 



 

 

atau kasir dengan upah perharinya sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu 

rupiah); 

 Bahwa adapun cara dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah 

dengan cara terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada 

Anak seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)  yang kemudian Anak 

akan mengisi koin dimeja game judi tembak ikan sebanyak 1000 koin; 

 Bahwa kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) dimana bet 

tersebut dimulai dari yang terkecil senilai 10 koin hingga yang paling 

besar yakni 1000 koin; 

 Bahwa kemudian setelah pemain mendapatkan koin dari Anak maka 

pemain dapat memainkan game judi jenis game ikan tembak tersebut 

dengan menekan tombol yang ada dimeja tembak ikan dan mengarahkan 

analog yang berada dimeja tembak ikan kearah berbagai jenis gambar 

ikan yang berbeda nilai koin; 

 Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh pemain adalah tergantung 

dari seberapa cepat pemain menembakkan gambar ikan yang tertera 

pada layar mesin game tembak dimana jika bet kecil 1000 koin pemain 

dapat memperoleh tembakan sekitar 20 kali tembakan dan akan 

memperoleh uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan 

bet besar 1000 koin dapat ditembakkan sebanyak 3 kali tembakan dan 

akan memperoleh uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu 

rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 

 Bahwa adapun omset permainan judi tembak ikan yang didapatkan oleh 

Anak selama 12 (dua belas) jam adalah paling besar sejumlah 

Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan 

kepada wak Butet yang tinggal didepan lokasi permainan judi tersebut 

selaku pemilik gudang tempat permainan judi online tersebut; 

 Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak 

akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain mengajukan saksi, 

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 

 1 (satu) unit mesin judi game tembak ikan; 

 1 (satu) kunci game judi tembak ikan; 



 

 

 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan; 

 Uang tunai sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu 

rupiah); 

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah 

disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah 

diakui oleh Anak maupun Saksi-saksi, maka Hakim Anak berpendapat 

bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, 

barang bukti dan  keterangan Anak dihubungkan satu sama lainnya, 

maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

 Bahwa, benar Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 

sekira pukul 15.30 Wib didalam sebuah gudang di Jl. Speksi Lingk. 24 Kel. 

Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan bersama dengan Heri Kusnadi 

(dalam berkas perkara terpisah) oleh pihak kepolisian; 

 Bahwa, benar pada saat ditangkap pihak kepolisian turut serta 

mengamankan 1 (satu) unit mesin game tembak ikan, 1 (satu) buah kunci 

tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan dan uang tunai sejumlah Rp 

785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah); 

 Bahwa, benar Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) berperan 

sebagai  pemain sedangkan Anak berperan sebagai anak koin atau kasir 

dengan upah perharinya sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); 

 Bahwa, benar adapun omset permainan judi tembak ikan yang 

didapatkan oleh Anak selama 12 (dua belas) jam adalah paling besar 

sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan 

diberikan kepada wak Butet yang tinggal didepan lokasi permainan judi 

tersebut selaku pemilik gudang tempat permainan judi online tersebut; 

 Bahwa, benar adapun cara dalam permainan jenis tembak ikan tersebut 

adalah dengan cara terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin 

kepada Anak seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)  yang kemudian 

Anak akan mengisi koin dimeja game judi tembak ikan sebanyak 1000 

koin kemudian pemain harus menentukan bet (taruhan) dimana bet 

tersebut dimulai dari yang terkecil senilai 10 koin hingga yang paling 



 

 

besar yakni 1000 koin dan setelah pemain mendapatkan koin dari Anak 

maka pemain dapat memainkan game judi jenis game ikan tembak 

tersebut dengan menekan tombol yang ada dimeja tembak ikan dan 

mengarahkan analog yang berada dimeja tembak ikan kearah berbagai 

jenis gambar ikan yang berbeda nilai koin sehingga dari judi game 

tembak ikan tersebut pemain memperoleh keuntungan tergantung dari 

seberapa cepat pemain menembakkan gambar ikan yang tertera pada 

layar mesin game tembak dimana jika bet kecil 1000 koin pemain dapat 

memperoleh tembakan sekitar 20 kali tembakan dan akan memperoleh 

uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bet besar 

1000 koin dapat ditembakkan sebanyak 3 kali tembakan dan akan 

memperoleh uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 

hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 

 Bahwa, benar Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji 

tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana 

lainnya; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak 

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut 

diatas, apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini 

maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan 

perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut 

Umum Hakim Anak akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, 

Petunjuk dan keterangan Anak; 

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

dakwaan alternatif  yaitu Kesatu  melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 

KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo 



 

 

UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 

selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan yang 

dianggap paling terbukti yaitu dakwaan alternative kedua yakni 

melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Barang Siapa; 

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam 

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan 

kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; 

 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan 

mempertimbangkannya sebagai berikut: 

A.d. 1. Unsur Barang Siapa; 

 Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata 

“barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada 

dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) 

dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang 

dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang 

menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu 

Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya 

dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut 

berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan 

mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu 

dibuktikan apakah anak Anggi Aulia Harahap merupakan orang yang dimaksud 

sebagai Terdakwa Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan 

pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, 

diperoleh fakta bahwa Anak yang sedang diadili di depan persidangan 

Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud 

dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian 



 

 

“Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah anak Anggi Aulia 

Harahap yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan; 

 Menimbang, bahwa Anak di persidangan menyatakan bahwa dirinya 

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan 

jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Anak dapat menjadi subjek hukum 

dan mampu untuk bertanggung jawab; 

 Menimbang,  bahwa atas pertimbangan tersebut maka Hakim Anak 

berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; 

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan 

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta 

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu 

tata cara; 

 Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur alternatif yaitu 

apabila ada salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka 

terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya dianggap 

telah terbukti; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang 

dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 

umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, 

juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala 

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang 

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga 

segala pertaruhan lainnya; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan 

dan pula  diterangkan oleh Anak  dan keterangan Saksi – saksi serta 

berdasarkan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 

sekira pukul 15.30 Wib Anak ditangkap oleh petugas kepolisian didalam sebuah 

gudang di Jl. Speksi Lingk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan 

bersama dengan Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat 

ditangkap pihak kepolisian turut serta mengamankan 1 (satu) unit mesin game 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29


 

 

tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan 

dan uang tunai sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu 

rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi adapun peran 

Heri Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai pemain sedangkan 

Anak berperan sebagai anak koin atau kasir dengan upah perharinya sejumlah 

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama dua kali dalam seminggu, dan adapun 

cara Anak dalam permainan tersebut adalah yang mana Anak akan memberikan 

chip koin yang dibeli oleh pemain yakni apabila pemain membeli seharga Rp 

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Anak akan mengisi koin dimeja game judi 

tembak ikan sebanyak 1000 koin dan kemudian pemain harus menentukan bet 

(taruhan) dimana bet tersebut dimulai dari yang terkecil senilai 10 koin hingga 

yang paling besar yakni 1000 koin. Selanjutnya setelah pemain mendapatkan 

koin dari Anak maka pemain dapat memainkan game judi jenis game ikan 

tembak tersebut dengan menekan tombol yang ada dimeja tembak ikan dan 

mengarahkan analog yang berada dimeja tembak ikan kearah berbagai jenis 

gambar ikan yang berbeda nilai koin dan apabila pemain bermain dengan 

menggunakan bet kecil 1000 koin pemain dapat memperoleh tembakan sekitar 

20 kali tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu 

rupiah) sedangkan bet besar 1000 koin dapat ditembakkan sebanyak 3 kali 

tembakan dan akan memperoleh uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima 

puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).  Adapun omset 

permainan judi tembak ikan yang didapatkan oleh Anak selama 12 (dua belas) 

jam adalah paling besar sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang 

tersebut akan diberikan kepada wak Butet yang tinggal didepan lokasi permainan 

judi tersebut selaku pemilik gudang tempat permainan judi online tersebut; 

 Menimbang, bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta 

berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana 

lainnya; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan uarian tersebut diatas Hakim Anak 

berpendapat bahwa dari peran Anak yang merupakan kasir atau anak koin yang 

dalam hal ini melayani pemain yang akan bermain permainan tembak ikan 

tersebut dengan memberikan chip koin yang ditukarkan dengan menggunakan 

uang dan dari peran tersebut Anak telah memperoleh upah setiap dua kali dalam 



 

 

seminggu yang dalam hal ini Anak yang merupakan kasir atau anak koin telah 

memberikan kesempatan kepada pemain atau khalayak umum untuk memainkan 

suatu permainan yang  dilakukan yang mana para pemain melibatkan pertaruhan 

berupa uang untuk mendapatkan keuntungan; 

 Menimbang, bahwa oleh karena usia anak anak masih berusia 17 (tujuh 

belas) Tahun 6 (enam) Bulan maka Anak dikategorikan sebagai anak dibawah 

umur dan terhadap Anak akan digunakan Undang-Undang yang khusus yang 

diperuntukkan untuk menentukan penanganan bagi anak yang berkonflik dengan 

hukum yaitu ia yang menjadi pelaku tindak pidana saat usianya belum mencapai 

usia 18 (delapan belas) Tahun; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 

Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; 

 Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 303 ayat (1) 

ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, dalam dakwaaan kedua telah terpenuhi maka kepada diri Anak haruslah 

dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberikan 

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi; 

 Menimbang, bahwa tehadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat 

Hukum Anak yaitu mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya 

oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan Anak belum pernah dihukum, 

maka Hakim Anak berpendapat pledoi Penasihat Hukum Anak tersebut adalah 

permohonan yang tidak termasuk dalam materi pokok materi perbuatan yang 

dilakukan oleh Anak sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan 

permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut dalam hal-hal yang meringankan 

dan Hakim Anak akan menjatuhkan hukuman yang sepadan atau sesuai dengan 

kadar tindak pidana yang dilakukan oleh Anak; 

 Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana Anak 

masih berada dibawah umur maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya 

selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya 

Hakim Anak akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah 

tangga orang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan 

Anak yang diambil dari Laporan Hasil Penelitia Kemasyarakatan Balai 

Pemasyarakatan Kelas I  Medan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan 



 

 

Pertama bernama Erni Rotua Tampubolon, S.H.,  yang mana hasil penelitian 

tersebut adalah klien Anak sebagai anak dibawah umur dan generasi muda 

bangsa dan mempunyai keluarga yang sanggup membimbing dan membina klien 

lebih baik dan tetap melakukan pengawasan agar klien terhindar dari tempat 

permainan judi, klien Anak belum pernah dihukum dan baru pertama kali 

berkonflik dengan hukum dann sudah menyesali perbuatannya dan lebih berhati-

hati untuk mencari tempat kerja yang baik dan baik keluarga maupun ibu Deliana 

Batubara sebagai wali klien bersedia menerima klien kembali dan akan membina 

klien dan mengawasi lebih baik lagi supaya klien dapat bekerja demu masa 

depannya karena klien sudah tamat SMA; 

 Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak, Hakim Anak berpendapat 

bahwa terdapat perilaku yang menyimpang terhadap diri Anak yang masih 

dibawah umur dimana Anak masih memerlukan suatu tindakan bimbingan, 

arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang masih 

dibawah umur dan Anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang 

untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi 

kesalahannya yang dapat membedakan mana yang patut untuk dilakukan dan 

tidak patutu untuk dilakukan yang kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya 

tersebut dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang 

kelak dapat berintegrasi kembali ketengah-tengah masyarakat sesuai dengan 

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 

 Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah 

dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan 

dendam yang mewakili perasaaan pihak manapun baik keluarga maupun 

masyarakat serta membuat jera diri Anak, melainkan juga hukuman yang 

dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, prefentif, konsumtif dan 

motivatif  bagi masa depan Anak sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hukuman/sanksi yang 

dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi 

Anak bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku 

tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa; 

 Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini dalam menjatuhkan 

putusan Hakim Anak tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 

81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 



 

 

Anak yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat 

dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum adalah paling lama ½ 

(satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa; 

 Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak 

menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari 

pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat 

melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun 

sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, 

maka kepada Anak  haruslah dinyatakan bersalah dan harus  dijatuhi pidana 

yang setimpal dengan kesalahannya; 

 Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena 

Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa 

penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang akan dijatuhkan; 

 Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan 

kepada Anak lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka 

kepada Anak dinyatakan tetap berada dalam tahanan; 

 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam 

persidangan berupa 1 (satu) unit mesin judi game tembak ikan, 1 (satu) kunci 

game judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan dan 

Uang tunai sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 

oleh karena yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini bukanlah 

hanya Terdakwa maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dipergunakan 

dalam berkas perkara atas nama Heri Kusnadi; 

 Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai 

dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Anak harus dibebani pula untuk 

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan 

dibawah ini;   

 Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka 

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan yang ada pada diri Anak; 



 

 

Keadaan yang memberatkan: 

 Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat; 

Keadaan yang meringankan: 

- Anak sopan dalam persidangan dan berterus terang; 

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulanginya maupun tindak pidana lainnya; 

- Anak belum pernah dihukum; 

 Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dan Undang- Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

1. Menyatakan anak Anggi Aulia Harahap terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan 

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” yang 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana 

Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dalam dakwaan alternatif kedua; 

2. Menjatuhkan pidana kepada anak Anggi Aulia Harahap, oleh karena 

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah 

dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan; 

5. Memerintahkan barang bukti berupa: 

 1 (satu) unit mesin judi game tembak ikan; 

 1 (satu) kunci game judi tembak ikan; 

 1 (satu) buah chip mesin judi game tembak ikan; 

 Uang tunai sejumlah Rp 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu 

rupiah); 

Dipergunakan dalam berkas perkara Heri Kusnadi; 

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 

5.000.-  (lima ribu rupiah); 



 

 

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh Arfan 

Yani S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September  2022 oleh Hakim 

Anak dan didampingi oleh Ade Permana Putra, S.H., sebagai Panitera 

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita T. Pane, 

S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasehat Hukum Anak 

melalui video teleconference.- 

 

          Panitera Pengganti,         Hakim Anak,  

 

 

     Ade Permana Putra, S.H.                            Arfan Yani S.H. 
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